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ABSTRAK

Nama : Dewi Damayanti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah

Wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan)

Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah
Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan
pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana
ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta
bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN
SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40
Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,
salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila
benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama
(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang
Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi
penelitian ~ deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh
melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat
melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi

BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan
keberadaan aset wakaf.

Kata Kunci: Ruislag, Tanah Wakaf
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ABSTRACT

Name : Dewi Damayanti
Study Program : Magister of Notariat
Title : The Exchange (Ruislag) of Wakaf Land (Case on Wakaf

Land Wan Syarifah, Petogogan, South Jakarta)

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South
Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is
how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and
how’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN
SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s Regulation
Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is
prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this
prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public
purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be
done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11
paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo
Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal
research with the typology descriptive analytical research. The result on this
research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the
Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph
(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,
but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of
Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf
land assets is to maintain the existence of the charitable assets.

Key Words:
Exchange (Ruistlag), Wakaf Land
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan sebidang tanah untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Tanah yang diperlukan untuk keperluan tersebut
meliputi pula sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah serta ruang yang ada
di atasnya. Tanah merupakan salah satu unsur penting dan sumber kemakmuran
serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebelum dan sesudah berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(untuk selanjutnya disebut UUPA), masalah tanah selalu ramai diperbincangkan.
Hal ini dikarenakan tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia,
pemerintah maupun lembaga yang berhubungan dengan kebutuhan dan fungsi
atas tanah. Dengan demikian hal tersebut adalah wajar jika kita dapat melihat
serta memahami, sesungguhnya tanah ini sangat erat hubungannya dengan
kehidupan masyarakat.

Masalah pertanahan pada hakekatnya adalah merupakan masalah lintas
sektoral yang menyangkut berbagai instansi, di samping diatur oleh berbagai
undang-undang, baik yang langsung mengatur tentang pertanahan maupun bidang
lainnya tetapi tidak dapat dipisabkan dari masalah tanah, karena koordinasi
merupakan suatu proses yang mutlak diperlukan dalam penanganan masalah
pertanahan.! Tanpa koordinasi yang terjalin dengan baik antar lintas sektoral yang
terkait, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak dikehendaki
yang pada kasus tertentu akan mengorbankan kepentingan orang lain. Untuk
mempertahankan keadaan yang aman dan terkendali seperti yang diharapkan,
banyak pihak harus menjalankan fungsi dan peran dengan sebagaimana mestinya
dan tidak kalah penting adalah berjalan dengan baiknya fungsi kontrol diantara

mereka.

' Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan seri Il dan 1V, cetl, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2003, hal.3)

1 Universitas Indonesia
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Menyadari pentingnya permasalahan tanah di Indonesia maka terhadap
masalah tanah diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam UUPA
serta ditindaklanjuti oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan iainnya.? Dalam

konsiderans berpendapat pada huruf a, disebutkan:

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama’

Pengertian yang dapat ditarik adalah bahwa Hukum Agraria Nasional akan
menjamin kepastian hukum dan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama.

Salah satu permasalahan tanah yang cukup banyak menyita perhatian
masyarakat adalah mengenai masalah perwakafan tanah dan berbicara mengenai
perwakafan tanah tentu tidak dapat dipisankan dari umat Islam. Bagi masyarakat
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf tanah
merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat hubungannya
dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu masalah
wakaf ini, selain terkait dengan aturan-aturan Hukum Agama Islam juga terkait
dengan Hukum Agraria. Yang dimaksud dengan Hukum Agraria disini ialah
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Tanah, demikian juga tanah wakaf, termasuk dalam bagian Hukum Agraria.

Perwakafan bukan hal yang asing lagi dikarenakan merupakan salah satu
bentuk ibadah/pengabdian umat kepada Allah SWT dalam rangka penyempurnaan
ibadah dengan cara mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk diberikan bagi

? Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta:
PT Tata Nusa, 2003), hal.3.

* Indonesia [1], Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5, LN No. 104 tahun
1960, TLN No. 2043.

Universitas Indonesia
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kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan.* Jika dilihat dari segi Hukum Islam,
telah terjadi transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Agraria Nasional, salah
satu bentuknya adalah wakaf. Menurut Dr. Rifyal Ka’bah., MA, wakaf adalah
lembaga islam kedua tertua di Indonesia (setelah atau bersamaan) dengan
perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau
dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia.

Perwakafan tanah milik dapat dikatakan adalah sebuah aset berupa tanah
yang diserahkan pemiliknya untuk dikelola dalam mengembangkan dan
menggerakkan perekonomian masyarakat.’ Oleh karena begitu pentingnya
masalah tanah wakaf ini di mata Hukum Agraria yang menganut paham bahwa
bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial®
maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara khusus serta
keberadaannya oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:

Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial sepanjang
dipergunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-
badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk
bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial

Mengenai perwakafan tanah oleh karena kekhﬁéusannya di mata Hukum
Agraria, dengan demikian kedudukan dan praktek pelaksanaannya akan diatur
dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan
dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA yang berbunyi: “Perwakafan tanah
milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan-ketentuan
demikian menegaskan bahwa soal-soal pertanahan yang bersangkutan dengan
peribadatan dan keperluan suci lainnya, yang salah satunya adalah masalah
perwakafan tanah, di dalam sisttm Hukum Agraria mendapat perhatian

sebagaimana mestinya.

4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta:
Pilar Media, 2003), hal.167.

5 Supriadi, Hukum Agraria, ed.1, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.133.

¢ Indonesia [1], op.cit., Ps 1 ayat (2) dan Ps 6.

Universitas Indonesia
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Pasal 49 ayat (3) UUPA memberikan tempat yang khusus bagi hak-hak

yang bersangkutan dengan keagamaan. Dalam penjelasannya dinyatakan:

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan
peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam Hukum Agraria
yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan
pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b’

Setelah UUPA lahir, UUPA memerintahkan pengaturan perwakafan tanah
Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah, hal ini didasarkan pertimbangan oleh
karena pada waktu itu tidak ada pengaturan yang tuntas dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, sehingga dalam praktek keadaan tersebut memudahkan
terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf sendiri. Terutama karena
terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf
umum atau wakaf sosial dan lain-lainnya dan tidak adanya keharusan untuk
didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan sehingga banyak vyang tidak
diketahui keberadaannya. Bahkan dapat terjadi benda-benda yang diwakafkan
(termasuk tanah) dalam perkembangannya kemudian dianggap sebagai milik para
ahliwaris nadzir-nya (pengurus).®
Realisasi daripada kehendak dalam ketentuan Pasal 49 khususnya ayat 3)
UUPA maka sebagai wujud perlindungan dan perhatian Hukum Agraria terhadap
perwakafan tanah, adalah dengan di undangkannya peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:?
a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
(untuk selanjutnya akan disingkat PP No. 28 Tahun 1977);
Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 5 dan Pasal 14
ayat (1) UUPA, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan kepentingan

masyarakat Islam pada umumnya. Sedangkan untuk langkah mempositifkan

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cet.9, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.348.

8 Ibid.

° Hamami, op.cit., hal.38.
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dan penertiban tata cara adminstrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut
dalam:

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik (untuk selanjutnya
akan disingkat PMDN No. 6 Tahun 1977);

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
(untuk selanjutnya akan disingkat PMA No.1 Tahun 1978);

d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No Kep 19/75/78
tentang Petunjuk pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik;

e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

f. Peraturan perundangan-undangan lainnya.

Selanjutnya, tidak hanya cukup dengan dikeluarkannya peraturan
perundang-undangan tersebut diates, pemerintah kembali merasa perlu untuk
memberi dasar hukum yang lebih kuat lagi bagi pelaksanaan perwakafan di
Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf), yang
diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Lahirnya peraturan perundang-
undangan ini sekaligus melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah
mengatur mengenai perwakafan di Indonesia.

Berbicara mengenai perwakafan tanah maka di dalamnya akan
menentukan hak atas tanah itu sendiri, karena hak atas tanah mempunyai peranan
penting dalam kehidupan manusia, makin maju masyarakat makin padat
penduduknya dan akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah
itu. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah hak diseluruh wilayah Indonesia,
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, mengharuskan untuk dilakukannya pendaftaran
tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya akan disingkat PP No.
24 Tahun 1997), dimana jika dikaitkan dengan masalah perwakafan tanah, dalam
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Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa salah satu objek pendaftaran
tanah adalah tanah wakaf.'"’

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan perwakafan, tidak serta
merta membuat masyarakat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Tanah
wakaf yang berada di wilayah Indonesia terbentang luas namun sayangnya masih
banyak tanah wakaf yang belum dilakukan pendaftarannya dan belum memiliki
sertipikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Sebagaimana yang
diketahui bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dalam hubungan
dengan pihak ketiga, terutama pada kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah
semakin besar serta luas sekarang ini maka tanah wakaf yang tidak jelas secara
hukum dapat memudahkan kerawanan dan terjadinya penyimpangan dari hakikat
dan tujuan wakaf, seperti adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi
milik ahli waris dari wakif (pemberi wakaf), adanya sengketa dan gugatan
terhadap tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

Hal mana berarti, belum sempat tanah wakaf tersebut di dayagunakan
sepenuhnya, ahli waris dari wakif menggugat dan mengkiaim bahwa tanah yang
kini dikelola oleh radzir (pengelola tanah wakaf) adalah miliknya dan setiap saat
dapat diambil dan dialihkan fungsinya. Jika terjadi demikian, nadzir tidak akan
mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pada
akhirnya, tanah wakaf yang semula diharapkan dapat menopang kepentingan
masyarakat, hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja.'' Melihat pentingnya
wakaf bagi wakif maka untuk mendapatkan manfaat dari perbuatannya yang akan
selalu mengalir setelah ia meninggal dunia, nadzir harus dapat mengelola dan
mengurus tanah wakaf dengan baik serta dilarang memindahtangankan atan
menggunakan dengan cara yang dapat menghabiskan atau melenyapkan
eksistensinya.

Adapun permasalahan lain yang juga timbul berkaitan dengan perwakafan

tanah ialah dalam hal dilakukannya perubahan fungsi ataupun perubahan status

19 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hal.178.

" Abdurrahman, Mggqlah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita, (Bandung: Alumni, 1979), hal.2.
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tanah wakaf. Pada dasarnya, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan
perubahan, baik yang menyangkut masalah peruntukan/penggunaan lain dari apa
yang sudah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah
status tanah wakafnya itu sendiri, seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan,
dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
yang akan berakibat berubahnya status tanah wakaf menjadi tanah bukan wakaf,
kecuali atas keadaan-keadaan tertentu dengan persetujuan tertulis Menteri Agama,
dapat diadakan perubahan, yaitu:

1. karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

2. karena kepentingan umum."

Seorang nadzir dalam melakukan perubahan peruntukan maupun status
tanah wakaf tidak dapat melakukannya dengan begitu saja melainkan haruslah
dengan persetujuan atau izin dari Menteri Agama. Tujuan pembatasan secara ketat
semacam ini, adalah untuk mencegah agar penyimpangan yang terjadi dimasa
lampau tidak terulang lagi, dimana di masa lampau sebelum berlakunya PP No. 28
Tahun 1977, nadzir secara sepihak dapat melakukan perubahan status atau
kegunaan tanah wakaf. Tentunya hal semacam ini sering menimbulkan reaksi di
masyarakat terutama bagi mereka yang secara langsung berkepentingan dengan
wakaf tersebut seperti halnya wakif atau keturunannrya, maupun masyarakat yang
menikmati manfaat dari tanah wakaf yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus
berkaitan dengan perubahan status tanah wakaf dalam hal ini karena adanya tukar
menukar (ruislag) tanah wakaf antara nadzir dengan pihak ketiga ialah pada kasus
tanah wakaf WAN SYARIFAH, Petogogan, Jakarta Selatan.

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas + 8985 m? yang terletak di
Jalan Nipah, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (wakif) sejak tahun
1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman umum khususnya bagi
penduduk asli Petogogan. Amanah ini dahulu diserahkan kepada Lurah
Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Habib bernama Wan
Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu maka kemudian tanah tersebut

12 Indonesia [2], Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. PP No. 28, LN
No. 38 tahun 1977, TLN No. 3107, Ps. 11 ayat (2).
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dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH, bahkan dinamakan
Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan Syarifah.

Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Nomor D.III-6143/a/16/75 Tanggal 3 November 1975 tentang
Penutupan Tempat Pemakaman Umum Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru
(termasuk Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang terletak di sebelahnya). Dengan
SK Gubernur, Pemda DKI berencana menata ulang lokasi tanah wakaf. Oleh
karenanya, Gubernur pada waktu itu ingin agar tempat pemakaman dikosongkan
dan dipindahkan ke TPU lain. Bahwa sejak penutupan tersebut dilakukan,
pelayanan Pemakaman Umum Blok P maupun Pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH terhenti. TPU Blok P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi
pemakaman baru maupun pemakaman tumpangai.

Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak ada lagi warga
Petogogan yang dikuburkan di pemakaman wakaf WAN SYARIFAH namun
justru masalah baru mulai bermunculan. Kondisinya tidak terawat lagi, sehingga
sebagian arealnya dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk mendirikan
bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya mengganggu kondisi
lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas) terutama pada malam hari
dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK dan transaksi narkoba. Dengan
demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH tersebut telah
terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak 85 KK dan kuburan + 1000 makam.

Adanya kondisi-kondisi tersebut tentunya merugikan serta menimbulkan
suasana yang tidak nyaman bagi warga Petogogan yang mempunyai makam
keluarga di lokasi tersebut. Yang lebih utama lagi tentunya penggunaan tanah
wakaf dirasa sudah melenceng dari niat awal wakif. Di atas tanah wakaf kemudian
juga sempat didirikan sebuah bangunan Musholla oleh para ahli waris wakif. Oleh
karena adanya kondisi-kondisi sebagaimana yang telah disebut diatas, para ahli
waris Habib Abdullah Al Aidid (wakif) pada tahun 1987 mendirikan sebuah
yayasan yang diberi nama Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahin Wan Syarifah.
Yayasan ini berposisi sebagai nadzir (pengelola tanah wakaf).

Seiring dengan berjalannya waktu, lokasi pemakaman umum Blok P

kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Walikotamadya Jakarta
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Selatan dan taman kota sedangkan pada lokasi pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH kondisinya masih sama. Pada tahun 2004 ada rencana dari
Pemerintah Kota (untuk selanjutnya akan disingkat Pemkot) Jakarta Selatan untuk
menjadikan lokasi pemakaman wakaf WAN SYARIFAH sebagai bagian dari
periuasan kantor Walikotamadya Jakarta Selatan. Atas adanya penutupan serta
kondisi-kondisi yang kemudian ada di atas tanah wakaf ditambah lagi dengan
adanya rencana Pemkot itulah maka pihak yayasan berharap agar tanah wakaf
WAN SYARIFAH dapat ditukar (di ruislag) dengan tanah lain.

Pada tahun 2005, Pemkot Jakarta Selatan merespon keinginan yayasan
untuk melakukan ruislag tanah wakaf Pihak penukar sekaligus pihak
pengembang yang akan terlibat dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ini
adalah PT Multi Promo Mandiri (untuk selanjutnya akan disingkat PT MPM).
Perusahaan tersebut kemudian melakukan perjanjian tukar menukar dengan pihak
yayasan pada tanggal 24 Juli 2006 di hadapan Notaris dengan ditandatangani oleh
Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Adapun tanah pengganti yang akan
diterima oleh pihak yayasan yaitu sebidang tanah bekas HMA (belum
bersertipikat atas nama Dean Bin Dekok) seluas 10.600 m? di Jalan Raya Kecapi,
Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi. Bukti kepemilikan ialah surat girik dan bukti
pembayaran PBB atas tanah yang bersangkutan. Diatas tanah pengganti menurut
rencana PT MPM akan dibangun madrasah, musholla serta fasilitas keagamaan
lainnya. PT MPM juga menjanjikan akan dilakukan pemugaran terhadap musholla
Wan Syarifah yang telah ada di Jalan Nipah. Lokasi tanah penukar terletak di
daerah yang strategis, diantara perumahan.

Atas rencana ini, makam-makam yang ada di lokasi tanah wakaf WAN
SYARIFAH akan segera dipindahkan ke tempat lain namun adapun enam lokasi
TPU yang disarankan menjadi tempat pemindahan makam, yaita TPU Tanah
Kusir, TPU Jeruk Purut, TPU Kampung Kandang, TPU Srengseng Sawah, TPU
Menteng Pulo dan TPU Jaga Garsa. Pihak yayasan atas biaya PT MPM
menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per
kerangka sebagai kompensasi pemindahan kerangka.

Proses ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH tidaklah berjalan lancar
seperti yang diharapkan oleh karena sejumlah warga (untuk selanjutnya akan
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disebut ahli waris makam) merasa keberatan apabila makam anggota keluarga
mereka harus dipindah. Tindakan keberatan para warga juga dilakukan karena
belum adanya alasan yang jelas, akan dibangun apakah diatas tanah Wakaf WAN
SYARIFAH namun menurut kabar akan dibangun sebuah apartemen. Tanpa ada
sosialisasi sebelumnya, satu persatu makam telah dibongkar sejak akhir
November 2006. Sebagian ahli waris makam yang berkeberatan terhadap
pembongkaran makam keluarga mereka kemudian membentuk lkatan Keluarga
Besar Ahli Waris Makam Tanah Wakaf Wan Syarifah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, dalam Pasal 40 huruf f, juga
diatur suatu ketentuan bahwa terhadap harta benda yang sudah diwakafkan salah
satunya dilarang untuk ditukar. Namun ketentuan dalam pasal ini dapat
dikecualikan apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan didasarkan pada ketentuan
perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariah."” Pelaksanaan
ruislag hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
Agama atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia' (sebelumnya berdasarkan PP
No. 28 Tahun 1977, harus ada izin dari Menteri Agama cq. Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam).

Dalam proscs ruislag tanah wakaf ini masih terdapat sejumlah ahli waris
makam yang berkeberatan selain itu yang lebih penting lagi masih menunggu
keputusan dari Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan, yang
sebagaimana dalam isi suratnya tertanggal 31 Juli 2006, dikatakan bahwa proses
ruislag tanah wakaf Wan Syarifah masih belum memenuhi persyaratan. Meskipun
demikian, para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir
pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan dengan mengatasnamakan yayasan
dan hanya dengan pemberitahuan melalui telepon dengan bernada ancaman yang
mengaku pihak dari yayasan, pada bulan Mei 2007, makam-makam yang ada satu

persatu kembali mulai dibongkar.

' Indonesia (3], Undang-Undang tentang Wakaf. UU No. 41, LN No. 159 tahun 2004,
TLN No. 4459, Ps. 4] ayat (1).

' Ibid., Ps. 41 ayat (2).
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Apakah dalam hal ini pihak yayasan sebagai nadzir dapat dikatakan telah
melakukan penyalahgunaan tanah wakaf mengingat telah dilakukannya perjanjian
tukar menukar dengan pihak ketiga serta memperbolehkannya dilakukan
pembongkaran makam, sebelum adanya izin tertulis dari Menteri Agama
mengenai tukar menukar (ruislag)? Prosedur dan syarat-syarat apakah yang harus
dilakukan untuk dapat melakukan ruislag tanah wakaf? Bagaimanakah pengaturan
yang berlaku apabila terjadi perselisihan perwakafan? Serta bagaimanakah peran
dan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya akan disingkat BWI) dalam tukar
menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas jalah:
1. Bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN
SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang beriaku?
2. Bagaimana pengaturannya apabila terjadi perselisihan perwakafan?
3. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia. (BWI) dalam tukar menukar
(ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai tukar
menukar (ruislag) dalam pengaturan perwakafan;
2. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai
ketentuan hukum yang berlaku dalam hal terjadi perselisihan perwakafan;
3. untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai peran
BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hukum serta diharapkan
pula dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik
pada masalah yang dibahas dalam penulisan ini;

2. Manfaat Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat berguna dan memberikan
pengetahuan lebih mendalam mengenai tukar menukar (ruislag) tanah wakaf.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu
penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.'” Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif,'® yang
bertujuan meneliti terhadap sistematik hukum'” dalam hal ini menganalisis norma-
norma hukum yang ada dan melihat bagaimana berlakunya hukum tersebut yaitu
bukum yang mengatur mengenai perwakafan tanah seita ruislag tanah wakaf.
Apakah dalam prakteknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dari
sudut sifatnya ialah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan
menganalisa mengenai pelaksanaan ruislag tanah wakaf menurut ketentuan
hukum yang berlaku. Selain itu penpelitian ini juga merupakan penelitian
multidisipliner yaitu ditinjau dari sudut Hukum Islam dan Hukum Tanah
Nasional.

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetII, (Jakarta: Universitas
Indonesia-Press, 1986), hal.7.

16 Penelitign Normatif ygjty penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang
tertulis, baik yang difyangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

17 Sri Mamudji, et al., Mefode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.l, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.
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Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer," yang meliputi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan peraturan tanah, peraturan perwakafan tanah khususnya
ruislag tanah wakaf. Selain itu juga melalui;

b. Bahan hukum sekunder,' berupa semua buku-buku, tesis serta artikel-artikel
dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan peraturan tanah,
perwakafan tanah khususnya ruislag tanah wakaf.

¢. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum.

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang terkait sekedar untuk menambah

informasi atas penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data yang tertulis
seperti buku, peraturan-peraturan dan tesis. Di samping itu juga wawancara
dengan narasumber sekedar untuk menambah informasi atas penelitian. Metode
analisis data yang digunakan adalah kualitatif, sebagai hasil pengumpulan data
melalui data primer dan data sekunder sehingga hasil dari analisa tersebut dapat
ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan konsep yang mempunyai relevansi

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan

'8 Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berlaku di Indonesia.
Bahan hukum primer digunakan untuk mencari landasan hukum yang dapat digunakan dalam
penelitian.

' Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder digunakan sebagai landasan teoritis.
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Bab 2

Bab 3

14

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai Latar

Belakang yang menjadi dasar penulisan, Pokok Permasalahan,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf Berdasarkan

Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dalam bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai

berikut:

Sub bab 2.1 yang berjudul Uraian Tentang Perwakafan

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Perwakafan Tanah

Menurut Hukum Islam, Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan

Hukum Lain, Pengaturan Perwakafan, Pengelolaan Benda Wakaf
Oleh Nadzir, Pelaksanaan Perwakafan, Pendaftaran dan
Pencatatan Perwakafan, Perubahan Status Tanah) Wakaf dan
Pengertian mengenai Yayasan.

Sub bab 2.2 yang berjudul Analisis Mengenai Tukar Menukar
(Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah Wakaf WAN SYARIFAH,
Petogogan, Jakarta Selatan)

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Posisi Kasus serta
Analisis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yaitu
bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf
WAN SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, Ketentuan hukum penyelesaian perselisihan perwakafan
serta Peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf
WAN SYARITAH.

Penutup

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari

permasalahan yang diteliti.
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BAB2
TUKAR MENUKAR (RUISLAG) TANAH WAKAF
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

2.1 Uraian Tentang Perwakafan
2.1.1 Perwakafan Tanah Menurut Hukum Islam

2.1.1.1 Sejarah Perwakafan Tanah

Sejarah perwakafan (khususnya tanah) di Indonesia, tidak terlepas
dari sejarah perkembangan wakaf secara Islam itu sendiri, khususnya sejarah

perkembangan di Negara-Negara Islam terutama di Arab Saudi. ®. Sejarah
yang dijadikan titik awal mula praktik perwakafan tanah dimulai ketika dalam
suatu hadits: '

Dan dari Ibnu ‘Umar, bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang
tanah dari tanah Khaibar, lalu ja bertanya: Ya Rasulullah! Aku
mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu haria yang belum
pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu,
lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? maka jawab
Nabi, “jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah
hasilnya” lalu “Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh
dujual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk
orang-orang fakir, untuk kelusrga terdekat, untuk memerdekakan
hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untk orang yang
keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa
orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan
carayang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya)
dengan syarat juga dijadikan Hak Milik dan dalam satu riwayat
dikatakan: dengan syarat juga dikuasai pokoknya (HR Jama’ah).

20 M. Fuad Nasar, “Implementasi Wakaf dari Masa ke Masa”, Republika, (11 Agustus
2003) : 4.

1 Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, jil.5, diterjemahkan oleh
Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal.2001.
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Sejak perbuatan wakaf dari Umar bin Khatab tersebut itulah
kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan para sahabat lainnya seperti:
a. Sahabat Ustman bin Affan:?
Dan dari ‘Ustman, bahwa Nabi saw, pernah datang ke Madinah,
sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar, kecuali sumur
Rumah, lalu ia bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rumah lalu
ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama-sama timba-
timbanya kaum muslimin lainnya yang dia akan mendapakan sesuatu yang
lebih baik daripada sumur itu kelak di surga”. Lalu kubélinya sumur itu
dari tulang punggung hartaku (HR Nasai dan Tarmidzi; dan Tarmidzi
mengatakan Hadis ini Hasan).
Untuk wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (figh) dikenal dengan
istilah wakaf Khairi, yakni suatu wakaf yang diperuntukkan untuk
kepentingan umum (masyarakat). Wakaf semacam inilah yang digariskan
oleh politik Hukum Nasional.

b. Sahabat Abi Thalhah:®
Dari Anas, sesungguhnya Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah! Bahwa
Allah berfirman “kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu
menginfagkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai” sedang hartaku
yang amat kucintai ialah Bairaha’ (yaitu tanah lapangan terbuka), sedang
tanah itu benar-benar (telah ku) sedekahkan (waqgafkan) untuk (jalan)
Allah, yang kuharapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh
karena itu letakkan dia, ya Rasulullah dimana saja yang engkau (pandang
baik) sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rasulullah bersabda
“Oh Oh, (ini adalah suatu hal yang besar dan bagus). Itu adalah harta yang
menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar dan aku berpendapat
hendaknya harta itu engkau jadikan untuk kelaurga terdekat”. Lalu Abu
Thalhah berkata “akan kukerjakan, ya Rasulullah”. Lalu oleh Abu Thalhah

2 Ibid., hal 2002.

B Ibid., hal.2008.
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harta itu dibagi-bagi untuk keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya.
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (figh) dikenal dengan istilah
wakaf Ahli, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga

atau perseorangan.

c. Sahabat Bani Nadjar:*

Secara bergotong royong mengumpulkan harta bendanya dan kemudian
mewakafkannya untuk membangun sebuah masjid. Wakaf semacam ini
seperti halnya yang terkisah di dalam hadits dari Anas “Bahwa Nabi
memerintahkan untuk dibangun sebuah Masjid. Lalu setelah selesai, beliau
bertanya kepada Bani Nadjar “Berapa harga dinding-dinding itu?”. Jawab
mereka “Tidak, Ya Rasullullah! Kami tidak ingin diganti, itu adalah untuk
Allah™.

Wakaf semacam ini dikenal dengan istilah Wakaf Syuyu’, yakni suatu
wakaf yang dilakukan oleh kelompok perorangan atau dilakukan secara

gotong royong.

Setelah peristiwa-peristiwa perwakafan sebagaimana yang telah
dilakukan oleh para sahabat Nabi tersebut, wakaf menjadi berkembang dan
melembaga sebagai salah satu komponen dalam Hukum Islam yang tidak
kalah pentingnya dari komponen-komponen Hukum Islam lainnya. Berbagai
peristiwa dan perbuatan para sahabat Nabi tersebut diatas, dapat dijadikan
sebagai dasar khusus dari pada perintah amalan wakaf.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sejarah
perkembangan perwakafan tanah mengikuti pula perkembangan sejarah Islam
yang terdapat di suatu negara. Namun demikian, pada saat bangsa Indonesia
dijajah oleh Belanda, pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia sangat
memperhatikan perwakafan tanah milik ini, yakni dengan mengaturnya dalam
sebuah peraturan yaitu Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor
12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13480 Tahun 1935.

24 Hamami, op.cit., hal.44,
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Gambaran pengaturan perwakafan tanah yang terdapat dalam peraturan
pemerintahan jajahan Belanda tersebut mengindikasikan bahwa perwakafan
tanah telah disetujui oleh Pemerintahan Belanda pada waktu itu.

2.1.1.2 Hukum Islam Sumber Transformasi Perwakafan Tanah dalam Hukum

Nasional

Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya.
Dengan kata lain, selain mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhannya, yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh
pemeluk agama Islam secara pribadi, namun agama islam juga mengandung
kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan
benda dalam kehidupan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan
bantuan penyelenggara negara untuk dapat melaksanakannya dengan
sempurna. Untuk hal yang pertama, dikenal dengan istilah ibadat sedangkan
untuk hal yang kedua dikenal dengan istilah mu’amalat. Dengan demikian
antara Islam dan Hukum Islam tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga
pertumbuhan Islam selalu diikuti oleh pertumbuhan Hukum Islamnya itu
sendiri.”

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk Agama Islam
dengan demikian pergaulan kehidupan masyarakatnya banyak dipengaruhi
oleh Hukum Agamanya, yakni Hukum Islam. Oleh karenanya kedudukan
Hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta
tingkah laku para pemeluknya maka Hukum Islam telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan
keadilan. Berkaitan dengan hal-hal di atas maka praktek-praktek Hukum Islam
di Indonesia secara sosiologis empirik, penerapannya di tengah-tengah
masyarakat juga terus berkembang serta makin lama makin meningkat ke
berbagai sektor hukum. Tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan seperti
perkawinan dan kewarisan tapi juga ke sektor hukum lainnya seperti hukum

2 Ibid., hal.33-34.
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hibah, wasiat, shodaqoh, zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum

perbankan.

Kenyataan di atas dapat kita lihat dalam perkembangan pembinaan

Hukum Nasional di Indonesia, dimana Hukum Islam telah banyak

memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai macam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Adapun transformasi Hukum Islam ke
dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada:

a. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara;

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan;

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Selain transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional mengenai hal-hal

diatas, juga telah ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional (peraturan

perundang-undangan) tentang pertanahan, yakni mengenai perwakafan tanah.

Mengingat betapa pentingnya masalah tersebut dalam kehidupan
masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama Islam maka
lembaga wakaf tanah ini harus ditransformasikan ke dalam peraturan
perundang-undangan, guna melindungi eksistensi dan keberadaannya di
tengah-tengah masyarakat. Dimana pengaturan sebelumnya didasarkan kepada
doktrin-doktrin figh yang banyak mengandung ikhtilaf sehingga berakibat
menimbulkan ketidakpastian satu sama lain. Ditransformasikannya Hukum
Islam tentang perwakafan ke dalam Hukum Nasional mengakibatkan
peraturannya tidak lagi terpisah-pisah di dalam berbagai doktrin kitab-kitab
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figh (madzhab), yang seringkali mengandung ikhtilaf dan membawa ketidak
pastian disebabkan tata cara dan pengadministrasiannya secara publik tidak
diatur dan oleh karenanya langkah ke arah terwujudnya landasan kesamaan
kerangka hukum dan kesamaan pandangan hukum yang berwawasan nasional,
telah tercipta dengan dituangkannya perwakafan tanah tersebut ke dalam
peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UUPA yang
tidak mengesampingkan Hukum Agama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 5 yang berbunyi:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-
peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama

Pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA menyebutkan:

...Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya:

a -

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c.

Mengingat prinsip bahwa semua hak atas tanah adalah berfungsi
sosial serta harus mewujudkan penjelmaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha
Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial maka
dengan tegas negara melalui Pasal 49 ayat (3) UUPA, mengakui dan
melindungi masalah perwakafan. Dan karena masalah perwakafan tanah
dinilai penting, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
tersendiri yaitu yang kemudian diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 serta
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diatur lebih lanjut dalam PMDN No. 6 Tahun 1977, PMA No. 1 Tahun 1978
serta peraturan-peraturan lainnya.

Kesemuanya kemudian disempurnakan arah dan pengaturannya
dalam buku III tentang Hukum Perwakafan sesuai dengan Instruksi Presiden
No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Pada perkembangan mengenai pengaturan
perwakafan selanjutnya, dikeluarkan Undang-Undang Wakaf.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan
bahwa dalam rangka perkembangan pembangunan Hukum Nasional yang
diamanatkan dalam TAP MPR No. IV Tahun 1973, pemerintah telah
menunjukkan kehendak politik hukum di bidang perwakafan terutama
perwakafan tanah dalam bentuk hukum positif, sehingga untuk selanjutnya
rujukan pokok masalah perwakafan sudah pasti dan jelas, tidak lagi ada
kerancuan di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah perwakafan,
terutama perwakafan tanah.

2.1.1.3 Kedudukan Wakaf sebagai Lembaga Hukum

Eksistensi dan keberadaan wakaf dalam sistem keperdataan dan
peribadatan dalam Islam, tidak lain adalah sebagai lembaga dan ibadah sosial
yang oleh Al Qur’an dikategorisasikan sebagai amal sholeh yang merupakan
perwujudan dari iman. Selain itu bersumber pada sunnah rasul, wakaf adalah
merupakan shodagoh jariyah, yakni suatu shodagoh yang selama masih dapat
dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat dan umat, akan mengalirkan pahala
secara terus menerus kepada pemberinya. Dikatakan demikian oleh karena
harta yang disedekahkan melalui wakaf, khususnya tanah, merupakan harta
benda yang tahan lama sehingga manfaatnya akan dapat terus dinikmati untuk
maksud-maksud kebaikan meskipun orang yang bersedekahnya itu sendiri
telah meninggal dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW
yang berbunyi: “Bila telah mati seseorang anak Adam, maka terputuslah

Universitas Indonesia

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



22

semua amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yakni shodagah jariyah, ilmu yang
bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakannya™.?

Shodagoh Jariyah merupakan suatu amal perbuatan shaleh, terpuji
dan mulia yang mana pelaksanaan dan penunaiannya sangat dianjurkan oleh-
NYA demi pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan,
khususnya bagi umat Islam dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan
material dan spiritual, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
atas dasar ridha-NYA. Dengan demikian wakaf sangat besar artinya bagi
kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

Terhadap perintah amalan wakaf beberapa diantaranya dapat
dilihat dan dipahami dari ketentuan Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92 dan
surat Al Hajj ayat 77 yang terjemahannya berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Kamu tidak sekali-kali sampai kepada suatu kebaktian (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya

Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat

kemenangan

Jika ditelaah berbagai ketentuan firman di atas maka dapat
diketahui bahwa penyampaian perintah penunaiannya adalah bersifat umum,
yaitu berupa suatu perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud
mengandung dan mencakup pengertian zakat, infak, shadagah serta wakaf.
Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan karena merupakan suatu penyerahan

2 Ibid., hal.39-40.

Universitas Indonesia

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



23

harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata hanyalah
untuk mendekatkan diri (fagarrub) kepada Allah dalam rangka mendapatkan
pahala dari-NYA. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa
ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dijadikannya sebagai dasar umum
dari perintah amalan wakaf.

Dengan demikian dapat dinilai bahwa perbuatan wakaf tidak
seperti sedekah biasa. Wakaf akan mendatangkan pahala dan manfaat yang
lebih besar terhadap pewakafnya (wakif). Dikatakan demikian, karena
pahalanya akan tetap diterima olehnya secara terus menerus selama benda
yang diwakafkan itu masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, juga dapat
mendatangkan kemajuan bagi kehidupan masyarakat, terutama umat Islam,

baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya.

2.1.2 Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan Hukum Lain
2.1.2.1 Latar Belakang Hukum Agraria dalam Pengaturan Perwakafan Tanah

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa lampau terhadap benda
wakaf (khususnya tanah), seperti berubahnya status tanah wakaf menjadi milik
pribadi, ketidakjelasan perwakafan tanah dalam hal untuk apa tanah tersebut
diwakafkan setelah wakif dan nadzir-nya meninggal dunia, adanya perubahan
status maupun peruntukkan wakaf oleh nadzir atas kehendaknya sendiri tanpa
dilakukan permusyawarahan terlebih dahulu dengan masyarakat dan
sebagainya maka pemerintah berpendapat bahwa oleh karena masalah
perwakafan tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau
dari UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan dengan
demikian perlu diatur persoalannya secara khusus sebagaimana kemudian
diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) UUPA
dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 28 Tahun 1977. PP

ini masih ditindak lanjuti oleh peraturan perundangan lainnya.?’

7 Ibid., hal.16.
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Pengaturannya ke dalam sistem Hukum Agraria, ialah mengingat
wakaf (terutama wakaf tanah) merupakan suatu lembaga keagamaan yang
dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pembangunan dan
pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat Islam, dalam
rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil
dan makmur berdasarkan pancasila. Sementara di sisi lain, peraturan
perundang-undangan sebelum diatur dalam Hukum Agraria, belum memenuhi
kebutuhan akan cara-cara perwakafan serta membuka kemungkinan timbulnya
hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan tidak adanya data-data yang
nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang di wakafkan.?®

Adapun hal-hal yang diatur oleh peraturan perundangan
perwakafan antara lain mengenai tata cara kepengurusan, tata cara pemberian
hak, sampai dengan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah
yang diwakafkan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan jaminan dan
perlindungan terhadap keutuhan dan kelestarian harta agama yang berupa
wakaf tersebut.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, penuangannya ke dalam
berbagai peraturan perundangan selain untuk memberikan kepastian hukum
terhadap tcnah wakaf juga untuk menghindari terjadinya persoalan-persoalan
yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dimana di lain pihak, kedudukan
tanah menjadi sangat penting dan sangat kompleks, schingga sering
dihadapkan kepada perbenturan kepentingan antar berbagai pihak.
Persengketan-persengketaan tanah wakaf antara lain disebabkan karena tidak
jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir
ataupun antara keluarga wakif dan umat Islam setempat dengan nadzir-nya.
Demikian pula persengketaan antara nadzir dan masyarakat dengan pihak-
pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Selain itu, juga banyak
persengketaan terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf
(seperti perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan atau berubahnya
peruntukkan dari apa yang telah diikrarkan, yang oleh nadzir-nya kemudian
dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu

% Indonesia [2), op.cit., Konsideran Bagian Menimbang.
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dengan wakif atau keluarga). Sebab persengketaan lainnya, dimana setelah
wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris menolak dan tidak mengakui
bahwa tanah dimaksud adalah tanah wakaf. Peristiwa semacam ini banyak
terjadi terutama bagi perwakafan yang berbentuk wakaf mu'alaq, yakni wakaf
yang pengikrarannya diucapkan sewaktu wakif masih hidup sedangkan
pelaksanaannya itu sendiri ditangguhkan setelah ia meninggal dunia.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana yang telah disebut di atas
apabila tidak diadakan pengaturannya dan tetap di biarkan terus menerus
berlanjut sebagaimana praktek yang telah terjadi di masa lampau (sebelum
adanya peraturan perundang-undangan perwakafan) Maka tidak saja akan
dapat mengurangi kesadaran beragama (terutama mereka yang beragama
Islam) namun juga dapat menghambat usaha-usaha pemerintah dalam
menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama
sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Diaturnya mengenai masalah-masalah perwakafan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di maksud, berarti pelaksanaannya itu sendiri
tidak hanya cukup dilaksanakan melalui pengikraran secara lisan semata
namun juga harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta, yang
pengikraran dan pengaktaan-nya harus dilakukan di hadapan pejabat yang
berwenang sehingga perwakafan tanah kemudian akan mempunyai alat
pembuktian yang kuat berupa akta yang akan dapat melindungi dan menjamin
kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri.
Dengan demikian atas dasar kemaslahatan umum pengaturannya dalam
Hukum Agraria yang kemudian tertuang di berbagai peraturan perundangan
adalah memang dikehendaki oleh Hukum Islam.

Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan perwakafan,
menunjukkan bahwa masalah perwakafan tanah di negara kita telah diatur,
ditertibkan dan di arahkan menuju tercapainya suatu kehakekatan tujuan
wakaf sebagaimana yang di kehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri, oleh
karena pelaksanaannya tidak hanya semata cukup di dasarkan pada arah
terpenuhinya berbagai unsur dan syarat tertentu sesuai dengan kehendak

peraturan perundangan yang berlaku.
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Terhadap setiap pelaksanaan wakaf kini dalam pengucapan ikrar
wakafnya harus dinyatakan di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta
harus dituangkan pula dalam sebuah akta resmi dan agar tanah wakaf tersebut
dapat terkelola secara tertib dan teratur maka pengurusan wakaf harus
diserahkan kepada seorang pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan
dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya tanah yang telah di wakafkan harus
segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional
(Kantor Pertanahan) Kabupaten/Kota (dulu Kantor Sub Direktorat Agraria)
setempat.

Hal mana berarti ada 2 (dua) lembaga pemerintah yang berwenang
menangani masalah perwakafan tanah ini, yaitu:?

a. Departemen Agama
berwenang dan berkewajiban untuk mengatur, melaksanakan tata cara,
pengawasan serta bimbingan pelaksanaannya.
b. Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan)
berwenang dan berkewajiban untuk mendaftar dan mencatat perwakafan
tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.
Telah di daftar dan di catatnya perwakafan tanah pada Kantor Pertanahan
maka tanah wakaf dimaksud telah mempunyai kedudukan kuat karena wakaf
telah mempunyai alat pembuktian yang kuat.

2.1.2.2 Sejarah Peraturan Perwakafan Tanah di Indonesia

Wakaf sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan
masalah sosial dan adat Indonesia, sejak dulu diatur dalam Hukum Adat yang
bersifat tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Di
samping itu, Pemerintah Kolonial juga telah mengeluarkan peraturan yang

mengatur mengenai perwakafan tanah.>

% Hamami, op.cit., hal.19.

3 Farida Prihartini; Uswatun Hasanah; dan Wirdyaningsih, Hukum Islam Zakat dan
Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005), hal.122.
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Mengenai perwakafan tanah yang telah dikenal sejak sejak

Pemerintahan Kolonial sampai dengan Pemerintahan Orde Baru

pengaturannya itu sendiri tidaklah secara tuntas mengatur yang mencakup

pengaturan mengenai tata caranya, pengelolanya, perubahan peruntukan

maupun pendaflarannya dan lain-lain. Keadaan dimaksud tercantum pada

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:'

a. Zaman Pemerintahan Kolonial

Selama Pemerintahan Kolonial berkuasa di Indonesia ada 3 (tiga)

macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan tanah, yakni:
1) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435

2)

3)

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905
Nomor 6196. peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan
Madura, kecuali daerah-daetah Vostalanden Surakarta dan
Yogyakarta. Adapun kandungan yang ada dalam peraturan tersebut:

a) Untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan
suatu bangunan dan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai
wakaf, jangan ditelantarkan;

b) Supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kepentingan
apabila kepentingan umum menghendaki.

Dengan adanya peraturan ini maka bagi seseorang yang hendak
mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati
setempat. Surat Edaran ini mendapat reaksi yang cukup keras dari
umat Islam.*

Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 Nomor

125/3.

Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934 dan

tanggal 27 Mei 1935

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut ialah:

31 Hamami, op.cit., hal.6-8.

32 Imam Suhadi, Hukum Wakaf Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1983), hal.6.
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a) Nomor 3088/A yang termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor
13390 dan;
b) Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijbald 1935 Nomor 13480.
Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya
suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu
kepada Bupati akan tetapi cukup memberitahukannya. Hal ini
dilakukan dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau
tidak peraturan-peraturan umum atau daerah yang menghalang-halangi
pelaksanaan tujuan wakaf. Apabila ada, maka Bupati berhak
mengajukan wakaf tanah-tanah yang lainnya. Dengan demikian
diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan-
perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan
datang dan tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah
lainnya sehingga tanah wakaf dapat berfungsi untuk selama-lamanya.
Ketiga macam peraturan tersebut di atas bukaniah merupakan
peraturan yang mengubah hukuin figh yang mengatur perwakafan yang
tidak mengatur tentang keharusan adanya gabul, nadzir, saksi-saksi,
pencatatan dan pendaftarannya di Badan Pertanahan (Kantor Agraria)
sstempat.

b. Zaman Kemerdekaan

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama
sebagai salah satu struktur kelengkapan pemerintahan maka kemudian
didirikanlah Departemen Agama yaitu dengan suatu pertimbangan bahwa
masalah perwakafan tanah selain berkaitan erat dengan masalah
keagrariaan namun juga dengan masalah keagamaan maka dari itu tugas
pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas
masalah-masalah perwakafan, dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah
tentang perwakafan tanah, antara lain:
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10
Tahun 1952;

2) Petunjuk Departemen Agama Tanggal 22 Desember 1952 tentang
Petunjuk-Petunjuk Mengenai Wakaf;

3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8§ Oktober 1956
Nomor 3/D/1956 tentang Wakaf yang Bukan Milik Kemasjidan;

4) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang
Prosedur Perwakafan Tanah.

Peraturan-peraturan sebagimana yang telah disebut di atas namun
keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang telah
dikeluarkan pada zaman Kolonial, dalam arti tidak memberi aturan yang
jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah, yakni dalam hal
mengatur tata cara, peruntukan atau kegunaannya, hak dan kewajiban
pengelolanya, kewajiban pendaftaran tanahnya, cara perubahan status dan
peruntukkannya, dan lain-lain.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan pengaturannya
dalam mengatur masalah perwakafan tanah maka dengan adanya peraturan-
peraturan tersebut tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan
penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri sehingga dalam
prakteknya peraturan perundang-undangan yang dimaksud baik yang
dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan tidak
dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam rangka
pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan tentang perwakafan
tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam pasal 49 UUPA dan
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) perwakafan tanah menjadi wewenang
Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Urusan Agama Kabupaten.”

Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk ialah mengawasi,
meneliti dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksud dan

3 Ibid., hal.9.
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tujuan perwakafan menurut agama Islam atau tidak. Untuk keperiuan
perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan-peraturan
pemerintah sebagaimana yang telah disebut diatas, dapat dibuat surat-surat
bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah
penerbitan, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran Jawatan
Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah
tersebut yang antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat secara
tertulis.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem
19/22/23/7 SK/62 Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang
semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Pengawas Bidang
Agraria. Dimana dalam pelaksanaan selanjutnya dengan diatur Surat Pusat
Jawatan Perwakafan Tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan
pengaturan melalui Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 28 Tahun 1977 PP
dimaksud baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UUPA. Dengan
dikeluarkannya PP ini, diharapkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak
di Indonesia dapat lebih tertib dan lebih terjaga.

Wakaf sebagai salah satu Lembaga Islam yang berkembang di
Indonesia khususnya tanah, erat sekali hubungannya dengan pembangunan.
Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik
untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun untuk pembangunan-
pembangunan prasarana umum meningkat pula. Kondisi yang demikian
menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha
untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya
pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Disamping hal tersebut, adanya
keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum
dikeluarkannya PP, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang
teratur dan kurang terkendali sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

Sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah
tanah, perwakafan di Indonesia diatur pelaksanaannya dengan beberapa
peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun tidak langsung.
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Adapun peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafaan
tanah adalah:*

a.

PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal S, Pasal 14
ayat (1) huruf b serta Pasal 49 ayat (3) UUPA, sekaligus juga untuk
memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.
Sedangkan untuk langkah mempositifkan dan penertiban tata cara
administrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut dalam:

PMDN No. 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai
Perwakafan Tanah Milik;

PMA No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.
Kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan
tentang Perwakafan Tanah Milik;

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia Untuk
Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan Sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73
Tahun 1978;

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Nomor D 1/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan
Tanah Milik dan Permohonan Keringanan dan Pembebanan dari Semua

Pembebanan Biaya;

34 Prihartini, op.cit., hal.125-127.
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Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
No.D/II/511/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor
pada Formulir Perwakafan Tanah Milik

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Di samping itu, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan

yang tidak langsung menyebut mengenai perwakafan tanah antara lain sebagai

berikut:*

a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, yaitu dalam Pasal 49
ayat (3);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961
tentang Pendaftaran Tanah (kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Peraturan
ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga
berlaku untuk tanah wakaf:

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tanggal 23 September
1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas
Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya
Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang
Penyertipikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum
Sosial dan Lembaga Pendidikan yang Menjadi Objek Proyek Operasi
Nasional Agraria;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK.178/DJA/1982 tentang
Penunjukkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat Sebagai Badan
Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

3 Ibid., hal.127-128.
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Dari beberapa peraturan-peraturan penting yang berhubungan
dengan peraturan-peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan,
terlihat jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari
pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya peraturan-peraturan
diatas dan Undang-Undang Peradilan Agama ini diharapkan pelaksanaan
perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan-
penyimpangan sebagaimana yang sudah disebutkan.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada pada
tanggal 30 Nopember 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama
dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24
Tahun 1990 teniang Seriipikat Tanah Wakaf. Dengan dikeluarkannya PP No.
28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya PP
tersebut maka seluruh peraturan atau ketentuan-ketentuan perwakafan tanah
milik zaman Kolonial terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagaimana yang telah
disebut, masih diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua
hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat
dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
terjamin adanya kesatuan dan kepastian h 3¢ Oleh karenanya kemudian
ada suatu gagasan mengenai perlunya untuk menyusun suatu Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa jika
dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia telah meningkat
karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertipikat, akan tetapi
dampak bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat masih belum nampak.
Hal ini dikarenakan dalam PP Ne. 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf
tanah milik saja sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.
Dengan demikian tentunya perwakafan di Indonesia masih cukup sulit untuk

36 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama, 1992), hal.139.
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dikembangkan ditambah lagi dengan masih kurang profesionalnya para nadzir

wakaf dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa

mengembangkan wakaf secara produktif.

Selain itu apabila dilihat dari tujuan Negara Indonesia dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah memajukan
kesejahteraan umum maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu
diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam
lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah
strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk
meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya
bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial melainkan juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan prinsip syariah.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta untuk
memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan Hukum Nasional
perlu dibentuk Undang-Undang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai
perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang
telah ada dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Wakaf namun terdapat
pula berbagai pokok pengaturan baru antara lain sebagai berikut:*

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi
benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya
perbuatan - hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus
dilaksanakan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak memisahkan
antara wakaf ahli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan
benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi
yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan

tujuan dan fungsi wakaf;

*7 Indonesia [3], op.cit., Penjelasan Bagjan Umum.

38 Ibid.
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2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum yakni
cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan maka menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan
sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud
maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak
lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana
ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan
kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat
ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf
dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang
pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi
syariah;

4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang
merugikan kepentingan wakaf, perlu ditingkatkan kemampuan profesional
nadzir;

5. Dalam undang-undang ini di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang
merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang
perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir,
melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala
internasional, memberikan persetujuan atas perubahan dan status benda
wakaf serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(selanjutnya akan disebut Undang-Undang Wakaf) merupakan saat yang
dinanti-nantikan baik di lingkungan akademis maupun praktisi dan adanya
Undang-Undang Wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan. Hal ini
berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada bahwa jumlah tanah wakaf di

Indonesia cukup banyak tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum
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berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal di
Negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Bangladesh dan Turki,
wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat
membantu berbagai kegiatan umat dan di berbagai negara yang wakafnya
sudah berkembang dengan baik tersebut pada umumnya masalah wakaf telah
diatur dengan undang-undang.”

Masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, di berbagai negara
telah diatur dengan baik dalam undang-undang maupun peraturan
perundangan yang lain. Wakaf sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi
Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat maka pelaksanaan dan
pengelolaannya harus diatur dengan peraturan perundangan yang memadai.
Selama ini pengelolaan wakaf di berbagai negara pada umumnya diatur
dengan undang-undang. Sejarah menunjukan bahwa wakaf yang tidak diatur
dengan peraturan yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan
sehingga wakaf yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat, sulit

teralisasi.
2.1.2.3 Ruang Lingkup Pengaturan Perwakafan Tanah

Dalam tujuan pokok pengundangan UUPA yang bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu antara lain:

a. Meletakkan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani, dalam rangka terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur;

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di
dalam hukum pertanahan;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia

maka azas Hukum Agraria Barat yang bersifat individualisme, dirubah dengan

azas nasionalisme. Azas mana berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta

39 Pribartini, op.cit., hal.131.
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak
dari pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah dan pulau tidaklah
pula menjadi hak rakyat asli daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Atas
pengertian ini maka hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang
angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat dalam
tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan mengenai seluruh wilayah

negara.

Berkaitan dengan dianutnya azas nasionalisme maka sistem
perhakkan atas tanah yang semula diatur berdasarkan hubungan
individualisme Hukum Barat dirubah berdasarkan hubungan hak ulayat
negara. Semua hak-hak atas tanah dalam Hukum Agraria berfungsi sosial.
Artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada sescorang, tidak
dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan)
semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu akan
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaannya harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifatnya dari pada haknya, sehingga tanah tersebut akan
dapat bermanfaat bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat serta negara. Oleh
karena itu dalam Hukum Agraria kita tidak menganut sistem adanya suatu hak
mutlak atas tanah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam PP No.
28 Tahun 1977, ruang lingkup wakaf hanya terbatas pada wakaf benda tidak
bergerak seperti tanah dan bangunan, namun dengan adanya Undang-Undang
Wakaf, wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda tidak
bergerak yang meliputi:*

(a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik yang telah maupun yang belum terdafiar;

(b) Bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a;

(c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

49 Indonesia [3], op.cit., Ps. 16 ayat (2).
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(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(e) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundangan yang berlaku.

Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda-benda
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak ini meliputi
benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Benda bergerak
selain uang meliputi:*'

(a) Logam mulia;

(b) Surat berharga;

(c) Kendaraan

(d) Hak Atas Kekayaan Intelektual;

(e) Hak Sewa; dan

(f) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundangan lainnya.

Adapun mengenai hak atas tamah yang dapat diwakafkan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf kini telah diperluas yaiiu
meliputi:

(a) Hak Milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdafiar;

(b) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas tanah
negara;

(c) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau
Hak Milik wajib mendapat izin tertulis pemegang Hak Pengelolaan atau
Hak Milik;

(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Apabila wakaf di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas
tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dimaksudkan sebagai wakaf untuk
selama-lamanya maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang Hak

M Ibid., Ps. 16 ayat (3).
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Pengelolaan atau Hak Milik.”? Hak-hak atas tanah yang diwakafkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif
secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak
dijaminkan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan
untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah dalam Pasal
17 ayat (1) huruf c tersebut. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan
beserta bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.®
Namun untuk hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah,
pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain
yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan.*

Undang-Undang Wakaf tidak lagi memisahkan antara wakaf ahli
(wakaf keluarga) yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan benda
wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi (wakaf
sosial/umum) yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai
dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pengalihan hak melalui cara wakaf bersifat
kekal, abadi dan untuk sclama-lamanya. Artinya svatu tanah yang telah
dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah
tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain lagi, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan
sebagainya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.

*2 Indonesia [4], Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4667, Ps. 17 ayat (2).

3 Ibid., Ps. 18 ayat (2).

* Ibid., Ps. 18 ayat (3).
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2.1.3 Pengaturan Perwakafan
2.1.3.1 Pengertian dan Fungsi Wakaf

Wakaf berasal dari Hukum Islam, yang diberlakukan sebagai
Hukuin Nasional. Negara Indonesia menganut asas Pancasila yang
memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang
sesuai dengan keyakinan agamanya. Menurut pendapat Akhmad Ashar Bassir,
dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2), yang
menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya dan kepercayaannya itu maka secara yuridis formal
Hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk ajaran Islam.*

Bersumber pada sunnah Rasul, wakaf merupakan suatu shadaqah

Jjarriyah yaitu salah satu sumbangan kebaikan yang mengalirkan pahala
setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang dijelaskan
dalam sebuah hadits riwayat muslim. Berdasarkan hadits tersebut, agar amal
seseorang dapat berlangsung terus, ia perlu melakukan shadaqah jariyah yang
apabila di wujudkan dalam bentuk benda (terutama benda tidak bergerak yaitu
tanah) maka sebagaimana yang telah Nabi ajarkan kepada kita, supaya
eksistensi tanah itu berlangsung terus maka yang disedekahkan atau dibagikan
kepada umum ialah manfaat (hasil) dari tanahnya.

Perkataan wagf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab waqofa-yagifu-waqfan yang berarti
ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan,
mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan
tetap berdiri.*

Arti kata wakaf dengan demikian menurut istilah berarti menahan
harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan

> Dewi Shinta Anggraini, “Tinjavan Yuridis Pengalihan Fungsi dan Status Tanah Wakaf
di Indonesia (Studi Kasus Lahan Pemakaman Muslim di Kelurahan Citeurup, Kecamatan Cimahi
Utara)”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal. 17.

4 Prihartini, op.cit., hal.108.
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penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan
keridhaan Allah. Walaupun lembaga wakaf ini bersumber dari Hukum Islam,
namun bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam wakaf sudah meresap
dalam Hukum Adatnya, dalam arti masyarakat Hukum Adat sudah mengenal
dan mengetahui lembaga wakaf sebagaimana diatur dalam Hukum Islam.*
Meresapnya wakaf ke dalam Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Ter
Haar menyebabkan timbulnya berbagai bentuk wakaf di tengah-tengah
masyarakat seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain.

Definisi wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo.
Pasal 1 huruf b PMA No. 1 Tahun 1978 ialah perbuatan hukum seseorang atau
orang-orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai
dengan ajaran Islam. Sedangkan definisi wakaf menurut Pasal 1 Undang-
Undang Wakaf, ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai definisi yang ada maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa eksistensi benda wakaf haruslah bersifat tetap, artinya
walaupun faedah harta itu diambil namun tubuh (zat) benda itu masih ada
selama-lamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir dan berpindah ke
tangan Tuhan. Hal ini mengandung arti bahwa wakaf dipersembahkan oleh
wakif untuk tujuan amal sholeh guna mendapat keridhaan Tuhan. Dengan
melepaskan harta wakaf tersebut maka harta tersebut menjadi kepunyaan
Tuhan sehingga tidak dapat dimilikiserta dipindahtangankan kepada siapapun
dan dengan cara bagaimanapun juga, kecuali dalam hal-hal yang
diperbolehkan.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar ibadah wakaf menurut
ajaran Islam, adalah sebagai berikut:

‘7 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, Kompetensi
Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodagoh, (Bandung:
Mandar Maju, 1997), hal.63.
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Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 245:

...Barangsiapa yang memberi “pinjaman” kepada Allah berupa
“pinjaman-pinjaman” yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezeki) dan kepadaN'Y A-lah kamu dikembalikan;

Al Qur’an surat Al Hajj ayat 77:*

...Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan;

Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92:%
...Tidaklah akan tercapai oleh kamu kebaikan, sebelum kamu sanggup

membelanjakan sebagian daripada barang yang kamu sayangi;

Hadits Riwayat Bukhari Muslim:*'

Bahwa Umar mendapat tanah di negeri Khaibar, lalu berkata ia kepada
Rasullullah SAW: Ya Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan
kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata. “Kalau engkau
mau dapat engkau tahan asal (pokok)-nya, dan engkau bersedekah dengan
dia”, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya
tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan;

Hadits Riwayat Nasai:*

Dari Ibnu ‘Umar r.a.m ia berkata: ‘Umar pernah berkata kepada Nabi
saw: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah
harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain
harta itu, lalu sungguh aku berkehendak wuntuk menyedekahkan
(mewagafkan)-nya kemudian Nabi saw menjawab, “tahanlah pokoknya
dan wawafkanlah buah (hasil)-nya”; :

8 Abdurrahman, op.cit., hal.7.

* Ibid.

% Ibid.

*! Terjemahan Nailul Authar, op.cit., hal. 2003.

52 Ibid., hal.2005.
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6) Hadits Riwayat Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah:®

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabada, “apabila manusia
meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu
shodaqoh jariyah, ilmu yang dapat dimanfaatkannya atau anak shaleh yang
mendoakannya”

Mengenai keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa
mewakafkan harta benda jauh lebih utama manfaatnya daripada bersedekah
dan berderma biasa sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus selama
harta itu masih tetap mengasilkan sebagaimana layaknya dengan cara yang
produktif.

Fungsi yang diemban oleh wakafnya itu sendiri adalah tidak lain,
sebagai pengekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,
Sehingga melaluinya, manfaat daripada tanah atau harta benda yang telah
diwakafkan tersebut dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3.2 Bentuk dan Macam Wakaf

Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan,
yaitu:
1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
Wakaf dalam golongan pertama ini dapatlah disamakan dengan apa
yang disebut oleh Hukum Modern sebagai public trust yang bersifat amal
atau untuk tujuan kebaikan umum, misalnya sekolah atau rumah sakit;
2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan
untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf:
3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata
Wakaf golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-
bagikan bahan makanan, bahan pakaian atau bantuan obat-obatan bagi

mereka yang tidak mampu semata-mata.

%3 Ibid., hal.2000.
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Ditinjau dari sudut peruntukkannya, dalam lembaga wakaf dalam

. Hukum Islam, dikenal adanya 2 (dua) istilah yaitu:**

1) Wakaf Ahli, atau dikenal dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga karena
ditujukan khusus bagi orang-orang tertentu, perorangan atau banyak, baik
dari keluarga wakif ataupun bukan;

2) Wakaf Khairi, atau dikenal dengan wakaf sosial karena diberikan dengan
tujuan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat secara

umum, tidak boleh orang-orang tertentu saja.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam
Hukum Islam dikenal juga:*
1) Wakaf Syuyu’

Adalah wakaf yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong
royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu
untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan
berserikat.

Praktek-praktek wakaf syuyu’ ini banyak terjadi dan dilakukan oleh
masyarakat Indonesia dimana harga tanah sudah semakin mahal, misalnya
dalam hal pembangunan suatu masjid yang memerlukan lahan atau tanah
yang cukup luas. Apabila panitia pembangunan masjid tersebut tidak
memiliki dana yang cukup untuk membeli lahan yang diperlukan dan tidak
ada orang yang mampu/orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang
diperlukan maka panitia pembangunan biasanya (apabila tanah yang
diperlukan sudah ada namun dana untuk pembelian tanah belum
mencukupi), akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan
wakaf semampunya. Dalam arti masyarakat tersebut secara berserikat
(gotong royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar)
oleh panitia. Praktek perwakafan ini baik menurut Hukum Islam (figh)
maupun menurut Hukum Agraria dapat dibenarkan.

% Hamami, op.cit., hal.66.

35 Ibid., hal 68-69.
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2) Wakaf Muallaq

Adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan atau
ikrarnya ditangguhkan pelaksanaannya oleh wakif sampai ia meninggal
dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia meninggal
dunia.

Untuk wakaf ini dalam prakteknya di masa sekarang, yakni setelah
masalah perwakafan diatur secara positif melalui Hukum Agraria, sudah
tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut karena menurut Hukum Agraria, suatu
perwakafan tanah harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif
mengucapkan ikrar wakaf.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Demi kekalnya tujuan yang hendak dicapai dengan perbuatan

wakaf, ada beberapa unsur/rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:*

a.

Wakif

Yang dimaksud dengan wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang
berbuat. Oleh sistem peraturan perundang-undangan wakif ini
dirumuskannya dengan “orang atau orang-orang atau badan hukum yang
mewakafkan tanah miliknya”.

Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahnya

haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhannya itu sendiri
dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidaksahan perbuatan

hukumnya, baik karena adanya faktor intern seperti cacat atau kurang
sempurnanya dalam cara berfikir, maupun faktor ekstern seperti karena
merasa dipaksa oleh orang lain. Pemenuhan berbagai syarat semacam ini,
juga berlaku bagi perwakafan yang dilakukan oleh suatu badan hukum
atau yayasan yang bergerak di dalam bidang keagamaan atau sosial,
dengan menyesuaikan persyaratan seperlunya sesuai dengan persyaratan
subyek hukum tersebut.

56 Ibid., hal.70
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Adapun syarat yang dimaksud ialah:*

1) Wakif harus mukallaf, yakni orang atau orang-orang yang dianggap
mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain,
ia oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.
Sehingga apabila ternyata perbuatan wakaf dilakukan oleh orang-orang
yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, maka perbuatan
wakafnya dianggap tidak sah.

2) Dalam pelaksanaan perwakafannya itu sendiri haruslah atas dasar
kehendak sendiri. Yakni kehendak dan kemauan yang ikhlas, tanpa
disertai adanya suatu paksaan dan/atau ancaman dari pihak luar.
Apabila tidak terpenuhi, maka wakafnya tidak sah.

3) Wakif harus dapat mewakafkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, suatu
perwakafan adalah sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif
mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru yaitu melepaskan hak
milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan
mempunyai kecakapan tabarru dalam hal perwakafan apabila orang
tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal
sehat, baligh dan rasyid. Kemampuan melakukan tabariz- dalam
perbuatan wakaf sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan
benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Oleh karenanya
Syarat wakif yang paling penting ialah kecakapan bertindak, telah dapat
mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan
merupakan pemilik dari harta yang diwakafkan tersebut. Mengenai
kecakapan bertindak ada dua istilah, baligh dititikberatkan pada umur,
dalam hal ini umumnya ulama berpendapat 15 tahun. Sedangkan
rasyid dititikberatkan pada kesempurnaan cara berpikirnya, yaitu
haruslah orang-orang yang cerdas atau matang dalam bertindak.
Ketentuan mengenai wakif dalam Undang-Undang Wakaf diatur dalam

Pasal 7-8. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan

hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila

57 Ibid,, hal.71.
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memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif Organisasi
hanya dapat melakukan wakaf apabila harta benda wakaf milik Organisasi
sesuai dengan anggaran dasar Organisasi yang bersangkutan. Sedangkan
bagi wakif Badan Hukum ialah apabila mewakafkan harta benda wakaf

milik Badan Hukum sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum yang
bersangkutan.

. Mauquf Bih

Yakni harta kekayaan yang diwakafkan itu sendiri. Agar harta yang
diwakafkan sah maka harta benda yang diwakafkan itu harus memenuhi
syarat-syarat tertentu sebagai berikut:*®
1) Benda yang diwakafkan harus mutagawwim dan ‘agar

Yang dimaksud dengan mutagawwin: adalah barang yang dimiliki
oleh seseorang dan atas barang yang dimiliki tersebut boleh
dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun, misal
kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut
juga harus ‘agar yaitu benda tidak bergerak dan dapat diambil
manfaatnya. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, waktf
juga dapat mewakafkan benda-benda bergerak (baik berwujud maupun
tidak berwujud). Benda bergerak meliputi benda bergerak selain uang
dan benda bergerak berupa uang.

Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan oleh karena
maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauguf alaih dan
pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat
dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama serta tidak habis dipakai.
Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang
tidak dihalalkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat
perjudian. Dari syarat-syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai ékonomis, halal, tetap

zatnya dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

38 prihartini, op.cit., hal. 112-115.
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2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya
Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan
permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta
tersebut diwakafkan. Dengan kata lain bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang berhak

untuk menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.

3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara
sempurna, artinya bebas dari segala beban.

4) Benda yang diwakafkan harus kekal
Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa zat benda yang

diwakafkan harus kekal. Namun Imam Malik dan Golongan Syi’ah
Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.
Sedangkan golongan Hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang
diwakafkan zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat
dimanfaatkan secara terus menerus. Mereka berpendapat demikian
karena pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda-
benda tidak bergerak. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah benda
bergerak hanya dapat diwakafkan dalam beberapa hal:*

Pertama, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak

dimana ada 2 (dua) macam: '

a) Benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat
dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama
Hanafiyyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang
bergantung pada benda tidak bergerak;

b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak
bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan
untuk bekerja.

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak berdasarkan asas yang

memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang

% Muhammad Abu Zahrah, Mudhadarat fi al-Wagf, (Kairo: Dar al-Fikri al Araby, 1971),
hal.41.
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dipergunakan untuk berperang. Ketiga, wakaf benda bergerak itu
mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Dari pendapat di atas dapat dengan jelas diketahui bahwa para
ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan
adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-banda bergerak
tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang
memenuhi syarat di atas dan yang sudah pernah diwakafkan oleh para
sahabat. Dengan demikian jelas bahwa ulama Hanafiyyah
memperbolehkan wakaf uang.%

Diperbolehkannya mewakafkan benda-benda bergerak seperti uang
dan benda bergerak selain uang sebagaimana yang kini diperbolehkan
dalam  Undang-Undang Wakaf sangatlah penting untuk
mengembangkan benda-benda tidak bergerak. Untuk itu perumusan
mengenai benda yang boleh diwakafkan serta jangka waktunya sangat
diperlukan, terutama di Negara-negara yang wakafnya belum
berkembang dengan baik seperti Indonesia.

c. Mauquf Alaih |

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah yang berhak menerima
wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan
diperbolehkan oleh syari’at Islam. Syarat mauguf alaih adalah qurbat atau
pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang telah diketahui bahwa wakaf
adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Oleh karenanya yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (mauquf alaih)-nya
haruslah obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada
Allah.

0 Ibid.
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d. Shighat atau ikrar
Yaitu suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda
miliknya.®’ Pengucapannya harus memenuhi berbagai syarat, yakni:

1) Ikrar harus jelas dan tegas kepada siapa (nadzir) dan untuk apa benda
tersebut diwakafkan. Oleh karena itu apabila dalam mewakafkan wakif
berikrar tanpa menyebutkan untuk siapa dan untuk keperluan apa,
maka wakaf tidak sah;

2) Pengucapannya harus dilakukan di hadapan PPAIW (jika tanah,
PPAIW di kecamatan letak tanah berada). Selain diucapkan secara
lisan juga harus dituangkan ke dalam bentuk Akta lkrar Wakaf
(AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Apabila wakif
tidak dapat menghadap langsung, ia dapat membuat ikrar secara
tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota setempat dan selanjutnya ikrar tersebut dibacakan
oleh kuasa wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW;

3) Pengucapan dan penuangannya dalam AIW/APAIW harus disaksikan
oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Syarat saksi adalah
beragama Islam, adil, laki-laki serta aqil baligh;

4) Dalam pengucapan ikrarnya harus berlaku seketika itu juga, tanpa
digantungkan dengan terjadinya sesuatu peristiwa yang akan datang
(bersifat tunai). Dengan demikian benda yang telah diikrarkan saat itu
juga telah diberlakukan/berstatus sebagai benda wakaf. Hal ini
mengingat bahwa dengan adanya ikrar wakaf berakibat lepasnya hak
seketika itu juga setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Berbeda jika
suatu wakaf digantungkan kepada kematian seseorang (wakaf muallaq)
maka dalam hal ini figh memandangnya sebagai perbuatan wasiat.
Wakaf baru dipandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan
hanya dapat dilaksanakan sebatas sepertiga bagian. Apabila wakaf ini
melebihi sepertiga harta peninggalan, kelebihannya dapat dilaksanakan

¢! Indonesia [2], op.cit., Ps. 1 ayat (3) jo. Indonesia [5), Peraturan Menteri Agama
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik, PMA No. 1 tahun 1978, Ps. 1 huruf d.
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sebagai wakaf jika ahli warisnya mengizinkan. Praktek wakaf
semacam ini tidak dianut di Indonesia;

5) Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu syarat apapun. Misalnya “saya
wakafkan tanah ini dengan syarat apabila suatu saat keturunan saya
membutuhkankannya maka wakaf ini boleh ditarik kembali”. Namun
figh l1slam mengenal adanya kebolehan pernyataan syarat-syarat
penggunaan wakaf selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam,
misalnya sesorang mewakafkan tanah untuk mendirikan sebuah
Pondok Pesantren khusus untuk putri. Syarat seperti ini harus
dihormati karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lain
halnya apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan
sebuah masjid namun hanya boleh dipergunakan oleh masyarakat atau
golongan-golongan tertentu saja. Dalam keadaan demikian, wakaf
tetap sah namun syaratnya tidak perlu diperhatikan (syaratnya batal)
karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu wakaf juga harus

dibebaskan dari segala macam imbalan;

2.1.4 Pengelolaan Benda Wakaf oleh Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja Bahasa Arab nadzara-yandzuru-

radzran yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi.

Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi
tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia
dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas
untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. dengan demikian nadzir berarti
orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya,
memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak
menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta
itu tumbuh dengan baik dan kekal.®

62 Prihartini, op.cit., hal.117.
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Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak bahwa
dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar benda
wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus
menerus maka benda wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara dan jika
memungkinkan dikembangkan. Apabila dilihat dari tugas nadzir dimana ia
berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari
benda yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas
bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada nadzir yang
bersangkutan.® |

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif pada dirinya sendiri
untuk mengurus wakaf tidak dapat disebut nadzir namun keabsahan wakaf juga
tidak bergantung pada penunjukkan radzir, baik pada diri sendiri maupun pada
orang lain.* Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah
satu rukun wakaf namun para ulama sependapat bahwa wakif harus menunjuk
nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri ataupun atas
maugquf alaih-nya® Pengangkatan nadzir ini ditujukan agar benda wakaf tetap
terjaga dan terurus sehingga benda yang telah diwakafkan tidak sia-sia.

Pada umumnya para ulama membahas radzir yakni dari segi:

2.1.4.1 Bentuk-Bentuk Nadzir

Menurut golongan Hanafiyyah penunjukan nadzir adalah hak
wakif. Wakif.bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir atau tidak. Jika
wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi nadzir maka
yang berhak menunjuk nadzir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan
jika tidak ada maka yang berhak menunjuk radzir wakaf adalah Hakim.
Nadzir boleh lebih dari satu orang.

S Ibid.
% Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Riyad: Maktabah al-Riyad), juz V, hal.646.

65 Prihartini, op.cit., hal.117.
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Menurut golongan Hanafiyyah, jika nadzir lebih dari satu, mereka
akan menjaga harta wakaf tersebut bersama-sama dan tidak dibenarkan salah
seorang diantaranya membelanjakan harta tersebut dengan bebas.® Abdul
Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang
paling berhak menentukan nadzir adalah wakif, dengan alasan bahwa wakif
tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus.
Dengan demikian dialah sebenarnya yang paling mengetahui orang yang
mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan.

Wewenang Hakim untuk mengangkat nadzir kemudian diikuti oleh
beberapa negara yang mempraktekkan perwakafan, misalnya Indonesia.
Pengangkatan nadzir yang dilakukan oleh Hakim pada umumnya berdasarkan
pertimbangan bahwa pengawasan terhadap nadzir akan lebih mudah.

Sekarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang
Wakaf, nadzir meliputi perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum.

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir Perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi
persyaratan menurut undang-undang. Nadzir wajib didaftarkan pada
Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA
maka pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor
Departemen Agama atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota.
BWI kemudian akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir. Nadzir
Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit
tiga orang. Salah seorang diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah
seorang nadzir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf
berada. Nadzir berhenti dari kedudukannya apabila ia meninggal dunia,
berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

% Dalam perkembangannya, nadzir wakaf terdiri dari kelompok orang bahkan ada yang

berbentuk Badan Hukum. Hal ini disebabkan nadzir yang terdiri dari kelompok orang ini
umumnya dapat mengembangkan wakaf dengan baik, baik dari segi pengawasan maupun
pengelolaan wakaf tersebut. Antara lain dapat menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf
oleh perorangan, menghindari perselisihan di kemudian hari dan memudahkan koordinasi serta
bimbingan bagi nadzir. Apalagi jika wakaf itu dikelola oleh pemerintah dengan membentuk badan
pengelola wakaf tersendiri seperti di Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain.
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Namun- berhentinya - salah seorang nadzir Persecorangan tidak
mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.®’

Apabila diantara nadzir Perseorangan berhenti dari kedudukannya,
nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk
selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak
tanggal berhentinya nadzir Perscorangan dan pengganti nadzir akan
ditetapkan oleh BWI. Apabila tidak terdapat KUA setempat maka laporan
tersebut dilakukan nadzir meialui KUA, Kantor Departemen Agama atau
Perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam hal
berhentinya nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf
dalam jangka waktu tidak terbatas maka nadzir yang ada memberitahukan
kepada wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Nadzir yang dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan
tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif
atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian
dan penggantian nadzir %

. Nadzir Organisasi

Nadzir Organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan 8WI melalui
KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA maka pendaftaran nadzir
dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau
perwakilan BW1 di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;

2) Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak
benda wakaf berada; |

3) Memiliki:

%7 Indonesia [4], op.cit., Ps. 5.
% Ibid., Ps.6.

% Ibid., Ps. 11 ayat (3).
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a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar;

b) Daftar Susunan Pengurus;

¢) Anggaran Rumah Tangga;

d) Program Kerja dalam pengembangan wakaf;,

e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;

f) Surat Pernyataan bersedia untuk di audit.
Persyaratan dalam point 3, harus dilampirkan pada permohonan
pendafiaran. Pendaftaran dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Nadzir Organisasi bubar atau dibubarkan sesvai dengan ketentuan
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang
nadzir yang diangkat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan
tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir maka nadzir yang
bersangkutan harus diganti. Organisasi yang bersangkutan kemudian harus
melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kejadian tersebut.

Nadzir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak
melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
peruntukan yang tercantum dalam AIW maka pengurus pusat organisasi
bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud tersebut, nadzir Organisasi dapat diberhentikan
dan diganti hak ke-nadziran-nya oleh BWI dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir Organisasi dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya AIW tidak melaksanakan tugasnya
maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau
ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan

penggantian nadzir.
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c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir yang berbentuk Badan Hukum ini adalah suatu bentuk
perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi yang
oleh hukum diperlakukan seperti halnya seorang manusia, sebagai
pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban™, yang penunaiannya itu
sendiri diwakili oleh para pengurusnya. Nadzir Badan Hukum wajib
didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal
tidak terdapat KUA, pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat,
Kantor  Departemen  Agama atau  perwakilan = BWI di
Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Badan Hukum yang melaksanakan pendaftaran harus
memenuhi persyaratan:”

1) Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam;

2) Pengurus Badan Hukum harus memenuhi persyaratan nadzir
perseorangan;

3) Salah seorang pengurus Badan Hukum harus berdomisili di

Kabupaten/K ota benda wakaf berada;

4) Memiliki:
a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar Badan
Hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

b) Daftar Susunan Pengurus;

¢) Anggaran Rumah Tangga; .

d) Program Kerja dalam pengembangan wakaf;,

e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau

yang merupakan kekayaan badan hukum;

f) Surat Pernyataan bersedia untuk di audit.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas, harus dilampirkan
pada permohonan pendaftaran.

hal.15.

" R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980),

7" Indonesia [4], op.cit., Ps. 11 ayat (3).
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Nadzir perwakilan daerah dari suatu Badan Hukum yang tidak
melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peruntukan yang
tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf maka pengurus pusat Badan Hukum
bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
Dalam hal pengurus pusat Badan Hukum tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagaimana tersebut di atas maka nadzir Badan Hukum dapat
diberhentikan dan diganti hak ke-nadziran-nya oleh BWI dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir
Badan Hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya ATW
tidak melaksanakan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri
maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada
B WI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir.™

2.1.4.2 Syarat-Syarat Nadzir

1) Nadzir Perseorangan:
1) Warga Negara Indonesia;
2) Beragzma Islam;
3) Dewasa;
4) Amanabh;
5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Nadzir Organisasi:
1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir
perseorangan;
2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan/atau

keagamaan Islam.

2 1bid., Ps.12.
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¢. Nadzir Badan Hukum:
1) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nadzir perseorangan;
2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,
pendidikan dan/atau keagamaan Islam.

2.1.4.3 Kedudukan, Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan
mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.
Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga
berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bagi mauguf alaih sangat tergantung
pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir
mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta/benda yang diamanatkan
kepadanya. Kekuasaan nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. la tidak
boleh menjual, menggadaikan harta wakaf kecuali diizinkan.

Tugas-tugas nadzir apabila lebih diperinci yaitu antara lain
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta
melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.™ Sehubungan dengan tugas-tugas
nadzir, ia wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI
mengenai kegiatan perwakafan.™ Di dalam pengelolaan benda wakaf, ia bisa
menyewakan benda wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa
dalam pengelolaan benda wakaf tentu saja memerlukan biaya dan biaya itu
dapat diambil dari benda wakaf yang bersangkutan atau diambil dari sumber

™ Ibid., Ps. 13 ayat (1).

™ Ibid., Ps. 13 ayat (2).
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lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang
dikemukakan oleh wakif. Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan
syarat apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik
dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan.

Adapun hak-hak yang dipunyai oleh nadzir ialah ia dapat
menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”” Serta
berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jumlah dan jenisnya
ditentukan berdasarkan kclayakan atas saran MUI kecamatan dan KUA

kecamatan setempat.’

2.1.5 Pelaksanaan Perwakafan

Seperti yang telah disinggung pada sub bab terdahulu, wakaf sebagai
suatu instansi keagamaan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi.
Wakaf dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan dari rasa iman yang mantap
dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia.” Sehingga ia merupakan
salah satu usaha mewujudkan dan memelibara hablum minallah (hubungan
dengan Tuhan YME) dan hablum minannas (hubungan dengan sesama
manusia).

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan hablum minannas, maka
bagi orang pribadi ataupun kolektif (keluarga) maupun Badan Hukum, apabila
bermaksud hendak mewakafkan harta bendanya maka ia tidak dapat sekehendak
hati saat itu juga dapat mewujudkan kehendaknya melainkan untuk mewujudkan

keinginannya tersebut ia harus terlebih dahulu menempuh proses sesuai dengan

? Indonesia [3], op.cit., Ps. 12.
7 Indonesia [6], Kompilasi Hukum Islam, Ps. 222.
77 Satria Efendi, M. Zein, Analisa Yuriprudensi tentang Perwakafan (Ikrar Wakaf),

Dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama)} dan Analisa, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan -
Agama, 1995), hal.733.
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses
persiapan sampai kepada pelaksanaan ikrar wakafnya itu sendiri.

2.1.5.1 Persiapan Pelaksanaan Perwakafan
Persyaratan-persyaratan administrasi atas harta benda wakaf yang

diperlukan untuk diserahkan kepada PPAIW ialah:
a. Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf

Untuk perwakafan atas benda-benda tidak bergerak, diperlukan
sertipikat hak atas tanah atau sertipikat satuan rumah susun yang
bersangkutan. Apabila sertipikat tersebut belum dipunyainya maka dapat
diganti dengan tanda bukti pemilikan lainnya atas tanah seperti petuk,
girik, ketikir dan semacamnya. Sedangkan untuk benda bergerak selain
uang wajib pula mempunyai bukti pemilikan benda bergerak selain uang
tersebut. Persyaratan mana diperlukan untuk dapat membuktikan bahwa
yang akan diwakafkan adalah benar-benar miliknya.

- Surat Keterangan tidak dalam sengketa dan pembebanan

Surat Keterangan ini diperlukan guna memberikan kejelasan bahwa
tanah yang akan diwakafkan betul-betul bebas untuk dialih-hakkan kepada
pihak lain, karena tidak terikat oleh suatu sitaan (tersangkut dalam
sengketa) akibat adanya pembebanan tertentu. Dengan demikian berarti
pelaksanaan wakaf dijamin keamanannya dari gangguan-gangguan yang
dapat mengancam keberadaannya.

Surat keterangan ini harus dimintakan oleh calon wakif kepada Kepala
Desa atau Lurah (sejenisnya) yang mewilayahi tanah yang akan
diwakafkan. Juga harus diperkuat oleh Camat setempat. Hal-hal tersebut
dimungkinkan karena dialah sebagai pejabat yang terdekat dengan
rakyatnya dimana setiap persoalan berada dalam pengurusannya, sehingga
ia tahu persis akan setiap perkembangan tanah yang berada di dalam
daerah yurisdiksinya.
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Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Yang dimaksud ialah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diatur

oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Izin Bupati/Walikotamadya

Dalam prakteknya wewenangnya di delegasikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Surat ini dibutuhkan guna
mengetahui sejauh manakah keadaan tanah yang akan diwakafkan di masa
yang akan datang. Apakah termasuk dalam rencana pemerintah untuk
dipergunakan sebagai kepentingan pembangunan seperti untuk gedung-
gedung pemerintah atau terlewati oleh pembangunan jalan-jalan baru dan
sebagainya.

Apabila ternyata tanah tersebut sudah termasuk dalam rencana
pemerintah seperti dalam contoh tersebut di atas maka Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama Bupati atau Walikotamadya tidak
akan mengizinkannya dan menganjurkan supaya tanah lain yang
diwakafkan. Larangan ini dimaksudkan semata-mata agar tanah wakaf
tersebut tidak diganggu gugat nantinya sehingga keadaannya tetap aman.
Dengan kata lain, tanah-tanah yang akan diwakafkan juga tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan Pemerintah.

Termasuk pula dalam tahap persiapan adalah menghubungi para

saksi (minimal dua orang) yang akan dibawa oleh calon wakif. Para saksi
dimaksud sebaiknya dipilih dari mereka yang dalam pandangan kehidupan
masyarakat sehari-hari dapat dipercayai kesalahan dan kebaikannya, misalnya
Kyai, Pemuka Masyarakat, Imam Masjid, Ustadz. Dalam Undang-Undang
Wakaf, syarat-syarat saksi diatur dalam Pasal 20, yaitu dewasa, beragama
Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain
itu, calon wakif juga harus menghubungi nadzir yang hendak diserahi amanat

guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut.
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2.1.5.2 Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan

Setelah semua syarat-syarat administrasi untuk mewakafkan telah
terpenuhi, selanjutnya calon wakif bersama-sama dengan nadzir serta para
saksi yang telah dihubungi harus datang menghadap dan menemui Kepala
KUA kecamatan setempat sebagai PPAIW untuk menyampaikan maksud dan
kehendaknya, yaitu hendak melaksanakan ikrar wakaf. lkrar wakaf ini
nantinya akan dituangkan daiam bentuk AIW.

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah
Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. PPAIW
harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pcjabat
lain yang ditunjuk olch Menteri. Sedangkan PPAIW harta benda wakaf
bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.”
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1-3) ini tidak menutuep
kesempatan bagi wakif untuk membuat ATW (j hadapan Notaris. Persyaratan
Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Sebelum dilaksanakan ikrar wakaf, PPAIW yang bersangkutan
berkewajiban memeriksa terichih - dahulu terhadap kehendak  wakif.
Pemeriksaan yang dimaksud menyangkut hal-hal:

a. Latar belakang maksud dan kehendak calon wakif, dalam arti apakah
kehendak dan maksud calon wakif tersebut betul-betul ikhlas atas kemauan
sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah tersebut merupakan
tanah milik dari yang bersangkutan dan terlepas dari pembebanan apapun

juga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan penelitian

atas syarat-syarat administrasi yang telah diserahkan calon wakif kepadanya.

Tidak terlepas dari kewajiban PPAIW adalah memeriksa para saksi

yang telah diajukan oleh calon wakif, apakah telah memenuhi persyaratan

7 Indonesia [4], op.cit., Ps 37 ayat (1), (2), (3).

<
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selain itu ia juga wajib memeriksa nadzir yang ditunjuk atau dibawa oleh
calon wakif. Apabila nadzir belum didaftarkan maka setelah nadzir tersebut
dinilai oleh PPAIW telah memenuhi persyaratan, harus segera didaftarkan.

Setelah PPAIW menilai semua persyaratan telah terpenuhi
sehingga tidak ada halangan hukum untuk dilaksanakannya suatu perwakafan
maka PPAIW mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakaf
kepada nadzir yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.”™ lkrar wakaf itu sendiri dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan.®
Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan
oleh hukum, wakif dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan
persetujuan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan selanjutnya ikrar
itu dibacakan oleh kuasa wakif dengan surat kuasa kepada nadzir, dihadapan
PPAIW, yang diperkuat oleh dua orang saksi.*

Pengucapan/pernyataan ikrar wakaf harus mencakup:

a. Nama dan identitas wakif;

b. Pernyataan kehendak;

c. Identitas harta benda yang akan diwakafkan;
d. Tujuan yang diinginkan;

e. Nadzir beserta identitasnya; dan

f. Saksi-saksi.

Pernyataan kehendak wakif (ikrar wakaf) tersebut di atas dapat dalam bentuk
wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli diperuntukan bagi kesejahteraan
umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (rasab) dengan wakif.
Dan dalam hal sesama kerabat ahli tidak ada lagi karena telah meninggal
dunia, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi
yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

7 Indonesia [3], op.cit., Ps. 17 ayat (1).
% Indonesia [3], Ibid., Ps. 17 ayat (2).

81 Ibid., Ps. 18.
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Setelah pernyataan kehendak wakif dalam bentuk ikrar wakaf
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan maka demi untuk memperoleh bukti
autentik, yang akan dipergunakan bagi keperluan pendaftaran pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota serta untuk keperluan penyelesaian sengketa yang
mungkin saja terjadi di kemudian hari maka PPAIW segera menuangkan ikrar
wakaf tersebut ke dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda yang
diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf dengan dihadiri oleh
radzir, mauquf alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kehadiran
nadzir dan mauquf alaih dalﬁn Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda
bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nadzir
dan/atau mauquf alaih. Dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas
(publik), kehadiran mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf tidak
disyaratkan. lkrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW, diterima oleh
mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nadzir untuk keentingan

mauquf alaih.

AIW harus mencakup:®
a. Nama dan identitas wakif;
b. Nama dan identitas nadzir;
¢. Data dan keterangan harta benda wakaf:
d. Peruntukan harta benda wakaf:
e. Jangka waktu wakaf.
Dalam hal wakif adalah Organisasi atau Badan Hukum, nama dan identitas
wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus Organisasi atau
direksi Badan Hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar masing-masing. Sedangkan dalam hal nadzir adalah Organisasi atau
Badan Hukum, maka nama dan identitas nadzir yang dicantumkan dalam akta
adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus Organisasi atau Badan Hukum
yang bersangkutan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
masing-masing.*® AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, dua orang

¥2 Indonesia [4], op.cit., Ps. 32 ayat (4).

% Ibid., Ps. 32 ayat (5), (6).
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saksi, dan/atau maugquf alaih (tanda tangan maugquh alaih dicantumkan dalam
AlIW, dalam hal wakif menentukan secara khusus mauquh alaih) disahkan
oleh PPAIW.

PPAIW segera membuat AIW rangkap 4 dengan materai menurut
ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya 1 bulan dibuat
ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan dan
pendistribusian sebagai berikut:

1) Lembar 1: disimpan oleh PPAIW

2) Lembar 2: lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor
Sub Direktorat Agraria setempat

3) Lembar 3: untuk Pengadilan Agama setempat

Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh wakif kepada nadzir dengan
membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan
AIW/APAIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf, Dalam berita
acara serah terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda
wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir *

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan
perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 (dua)
orang saksi serta surat asli wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah
meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuat Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Mengenai APAIW, dibuat berdasarkan permohonan masyarakat atau
dua orang saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf dan mendengar
perbuatan wakaf. Permohonan tersebut harus dikuatkan dengan adanya
petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang
memohon pembuatan APAIW maka Kepala Desa tempat benda berada wajib
meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.®

8 Ibid., Ps. 36.

% Ibid., Ps. 35 ayat (1), (2), (3)-
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Atas penerbitan AIW/APAIW sebagaimana tersebut di atas, PPAIW
yang bersangkutan harus membuat salinannya dan kemudian disampaikan
kepada:®
a. Wakif,

Nadzir,

Mauquf alaih;

Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak
bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PPAIW ialah mencatat dalam
Daftar Akta Jkrar Wakaf dan menyimpanaya bersama aktanya dengan baik.

o A 06 o

Telah selesainya pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam
AIW/APAIW dan salinannya maka berarti perbuatan mewakafkan tersebut
telah dianggap sah dan mempunyai bukti auteniik. Tindakan selanjutnya untuk
lebih memperkuat bukti autentik yang telah ada, yaitu dengan
mendaftarkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
(dahulu Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota). PPAIW atas nama
nadzir wajib menyampaikan APAIW beserta dokume.. pelengkap lainnya
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka
pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama
30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan APAIW®’ sedangkan untuk AIW,
paling lambat 7 (tujuh) bari hari kerja sejak ATW ditandatangani.®

% Ibid., Ps. 34 hurufe.
¥ Ibid., Ps. 35 ayat (4)

%8 Indonesia (3], op.cit., Ps. 32.
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2.1.6 Pendaftaran dan Pencatatan Perwakafan Tanah

2.1.6.1 Pendafiaran Perwakafan Tanah

Berdasarkan ketentuan perwakafan yang terdahulu yaitu PMDN No. 6
Tahun 1977, semua tanah yang telah diwakafkan dan telah dibuatkan ATW-
nya harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
untuk memperoleh sertipikat wakaf. Kewajiban untuk mengajukan
pendaftaran ini dilakukan oleh PPAIW atas nama nadzir. Permohonan bagi
pendaftaran perwakafannya harus disampaikan oleh PPAIW selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar
Wakaf.*

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum
terdafiar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau belum ada sertipikatnya
maka dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan haknya menurut
ketentuan pendaftaran tanah. Sedangkan jika suatu bidang tanah akan
diwakafkan sebagian maka oleh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut
harus dilakukan pemisahan terdahulu atas bagian-bagian yang tidak
diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan kemudian pada masing-masing
bagian bidang tanah tersebut dibuatkan buku tanah dan sertipikatnya atas
nama calon wakif.

Adapun dokumen-dokumen yang harus diserahkan bagi keperluan
pendaftaran adalah sebagai berikut:®
a. Sertipikat tanah yang bersangkutan;

b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;
c. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang

bersangkutan.

% Indonesia [7], Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Pendafiaran Tanah
Mengenai Perwakafan Tanah Milik. PMDN No. 6 Tahun 1977, Ps. 3.

% Ibid., Ps. 6 ayat (1).
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Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum
terdafiar atau belum ada sertipikatnya maka harus diserahkan:®"

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya;

b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya
yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan
pendaftaran haknya;

c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW setempat;

d. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang
bersangkutan.

Ketentuan yang kini berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Wakaf
dalam hal pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah,
dilaksanakan oleh PPAIW berdasarkan AIW atau APAIW. Dalam
permohonan pendaftaran selain diperlukan salinan AIW atau APAIW,
dilampirkan pula:”

a. Sertipikat hek atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh Kepala
Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan diperkuat oleh
Camat;

c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi
pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintahan desa
atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertipikat dan
keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;

! Ibid., Ps. 6 ayat (2).

* Indonesia [4), op.cit., Ps. 38 ayat (2).
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e. lzin dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik dalam hal Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai yang diwakafkan di atas Hak pengelolaan atau
Hak Milik.

Pendafiaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau

APAIW dengan tata cara sebagai berikut:*

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus Hak Milik didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama nadzir;

b. Terhadap tanah Hak Milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas
keseluruhan, maka harus dilakukan pemecahan sertipikat Hak Milik
terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nadzir. Dengan pemisahan tersebut, maka akan terbit dua sertipikat, yang
keduanya atas nama wakif Untuk tanah yang tidak diwakafkan,
sertipikatnya tetap dipegang dan dikuasai wakif, sedangkan untuk
sertipikat tanah yang diwakafkan diserahkan kepada PPAIW bersamaan
dengan pendaftaran perwakafan tanahnya guna penerbitan/perubahan
sertipikat tanah tersebut menjadi sertipikat tanah wakaf:

¢c. Terhadap tanah yang belum berstatus Hak Milik yang berasal dari tanah
milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;

d. Terhadap Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas
tanah Negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari
pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama nadzir;

e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola,
makam di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

Kantor Pertanahan selanjutnya akan menerbitkan bukti pendaftaran tanah

wakaf. Bukti pendaftaran ini harus disampaikan kepada Pejabat yang

berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat kemudian
mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan
sertipikatnya.

% Ibid., Ps. 39 ayat (1).

Universitas Indonesia

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



70

Adapun tata cara dalam proses penerbitan sertipikat wakaf lama ialah:

1) Nadzir/turunan nadzir, wakiffturunan wakif, masyarakat, Kepala
Desa/Lurah menghadap Kepala Kantor KUA selaku PPAIW guna
melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya dengan formulir WD;

2) PPAIW meneliti keberadaan tanah wakaf tersebut, dapat diyakini sebagai
tanah wakaf/bukan dan selanjutnya mengesahkan nadzir;

3) PPAIW membuat APAIW (W3) dan salinannya untuk para pelapot/nadzir
(W3a);

4) PPAIW atas nama nadzir menuju Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
dengan membawa permohonan data wakaf dengan formulir W7,

5) Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;

6) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada
nadzir dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat pada
APAIW (W4a)

Untuk proses sertipikat wakaf baru, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Wakif, nadzir dan para saksi menghadap Kepala Kantor KUA selaku
PPAIW;

2) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan mengesahkan nadzir;

3) Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW .
kemudia selanjutnya PPAIW membuat AIW dan salinannya untk
diserahkan kepada Wakif, nadzir dan para saksi;

4) PPAIW atas nama radzir memndaftarkan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah
wakaf dengan pengantar formulir W7;

5) Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;

6) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada
nadzir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada
Daftar Akta Ikrar Wakaf (formulir W4).
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2.1.6.2 Pencatatan Perwakafan Tanah

Setelah surat permohonan pendaftaran tanah wakaf diterima oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan semua
surat/dokumen yang harus diserahkan sehubungan dengan permohonan
dimaksud telah dianggap lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan mencatat
tanah wakaf yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya. >
Sehubungan dengan pencatatan ini, hal-hal yang perlu dilakukan
oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berdasarkan ATW/APAIW adalah:®
1) Mencoret nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu wakif;
2) Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar di belakang
nomor Hak Milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan

sertipikainya;

3) Mencantumkan kata-kata:
“Diwakafkan untuk............ Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW
Kecamatan................. Tanggal......... Nomor......... ?, pada halaman

tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertipikatnya.

4) Menrcantumkan nama-nama nadzir pada halaman tiga kolom nama yang
berhak dan pcmegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertipikatnya.
Pengisian kolom-kolom lainnya pada halaman tiga dalam buku tanah dan
sertipikat dilakukan sesuai dengén ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jika nadzir terdiri dari Perseorangan maka yang ditulis dalam
buku tanah dan sertipikatnya adalah nama-rama orang dari kelompok tersebut
disertai kedudukannya Dalam kepengurusan sedangkan jika nadzir merupakan
Organiasasi atau Badan Hukum maka yang ditulis adalah nama Organisasi
atau Badan Hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah dilakukan
pencatatan, PPAIW wajib menyampaikan kepada nadzir. Dalam hal harta
benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, nadzir melalui PPAIW
mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI atas harta

% Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf, (Bandung: CV. Mandar

Maju, 2007), hal.36.

% Indonesia [7], op.cit., Ps. 8 ayat (1).
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benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran tanah wakaf.

2.1.7 Perubahan Status Tanah Wakaf

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang untuk
dirubah menyangkut status tanah wakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di
sita, dihibahkan, diwariskan; ditukar (ruislag) atau dialihkan dalam bentuk
pengalihan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf
menjadi tanah bukan wakaf. Larangan terhadap perubahan status harta benda
wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf
(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur
dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena
ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakatkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan syariah.* Seorang nadzir dalam melakukan
perubahan status tanah wakaf tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI. Tanah wakaf yang sudah dirubah statusnya
karena penukaran, wajib ditukar dengan tanah yang manfaat dan nilai tukar
sekurang-kurangnya sama dengan tanah semula. Ketentuan lebih lanjut
mengenai perubahan status barta benda wakaf pada Pasal 41 Undang-Undang
Wakaf akan diatur lebih lanjut dalam PP No. 42 Tahun 2006.

Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan
sebagai berikut:”’

% Indonesia [3], op.cit., Ps. 41 ayat (1).

%7 Indonesia [4], op.cit., Ps. 49 ayat (2).
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a. Perubahan tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai
dengan RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. Tanah wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan
mendesak.

Selain dari pertimbangan tersebut di atas, izin pertukaran tanah wakaf hanya

dapat diberikan jika:*®

a. Tanah penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Nilai dan manfaat tanah penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta
benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat tanah penukar ditetapkan oleh Bupati/Walikota
berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:*
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota;
d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Adapun nilai dan manfaat tanah penukar dihitung sebagai berikut:'®
a. Tanah penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya
sama dengan NJOP tanah wakaf; dan
b. Tanah penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk
dikembangkan.

%8 Ibid., Ps. 49 ayat (3).
% Ibid., Ps. 49 ayat (4).

19 7bid., Ps. 50.
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Penukaran terhadap tanah wakaf yang akan dirubah statusnya
dilakukan dengan cara-cara:'”

a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan
perubahan status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah menerima
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti
dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat
Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan selanjutnya
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri maka tukar ganti
dapat dilaksanakan dan oleh nadzir hasilnya harus dilaporkan ke Kantor
Pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Tata cara perubahan status perwakafan tanah milik scbelumnya diatur dalam

Pasal 12 dan Pasal 13 PMA No. 1 Tahun 1978 dimana perbedaannya dengan

Undang-Undang Wakaf ialah bahwa dalam hal perubahan status tanah wakaf,

yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Agama cq. Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyimpangan-penyimpangan dari

prosedur dan ketentuan tersebut di atas, selain terkena sanksi pidana seperti

namun juga dengan sendirinya batal menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan-
ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan status
atas tanah wakaf, pelaksanaannya dibatasi secara ketat dimaksudkan agar dapat

dihindarkan praktek-praktek yang dapat merugikan akan eksistensi dan
keberadaan masalah perwakafan itu sendiri.

191 rpid, Ps. 51.
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2.1.8 Pengertian Mengenai Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.'” Yayasan
mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasan
didirikan oleh satu orang/lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan
pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta
Notaris dalam bahasa Indonesia. Yayasan akan memperoleh status sebagai
badan hukum setelah Akta Pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia. Permohonon pengesahan Menteri harus diajukan
Notaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Akta Pendirian
ditandatangani.'®

2.2 Analisis Mengenai Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah
Wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakaria Selatan)

2.2.1 Posisi Kasus

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas 3 8985 m? yang terletak
di Jalan Nipah, Kelurahan Pela Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (Wakif)
sejak tahun 1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman umum
khususnya bagi penduduk asli Petogogan. Amanah ini dahulu diserahkan kepada
Lurah Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Habib
bernama Wan Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu, maka kemudian
tanah tersebut dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH

192 Indonesia [8], Undang-Undang Yayasan. UU No. 16, LN No. 112 tahun 2001, TLN
No. 4132,Ps 1.

' Indonesia [9), Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan. UU No. 28, LN. No. 115 tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 11.
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bahkan dinamakan Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan
Syarifah. Tahun 1974, dikeluarkan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT)

yang isinya menerangkan bahwa menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang

tanah yang terkenal sebagai Tanah Wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah

bekas eigendom verponding tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.

Adapun peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang tcrjadi

sehubungan dengan kasus ini, ialah:

1.

Pada tahun 1975 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor D.III-6143/a/16/75 Tanggal 3 November
1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum (untuk selanjutnya
akan disingkat TPU) Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru (termasuk
Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH yang terletak disebelahnya) yang
pada waktu itu dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mengingat TPU
Blok P (termasuk Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak
dimungkinkan lagi (karena sudah penuh) untuk menampung pemakaman
jenazah baru maupun tumpangan serta mengingat pula bahwa TPU tersebut
akan dikosongkan dan dipindahkar. maka sebagai langkah pertama perlu
menyatakan penutupan tempat pemakaman tersebut, baik untuk pemakaman
jenazah baru maupun pemakaman tumpangan.

Dengan SK Gubernur, Pemerintah Kotamadya jakarta Selatan berencana
menata ulang lokasi tanah pemakaman wakaf tersebut. Oleh karenanya,
sejak penutupan tersebut dilakukan, pelayanan Pemakaman Umum Blok P
maupun Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH otomatis terhenti. TPU Blok
P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi pemakaman baru maupun
pemakaman tumpangan. Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak
ada lagi warga, khususnya warga Petogogan yang dikuburkan di pemakaman
itu;

Dengan adanya penutupan justru masalah baru mulai bermunculan.
Kondisinya menjadi tidak terawat lagi, sehingga sebagian arealnya dapat
dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab untuk mendirikan bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya

mengganggu kondisi lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas),
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terutama pada malam hari dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK dan
transaksi Narkoba. Dengan demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN
SYARIFAH tersebut telah terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak + 68
KK serta kuburan + 1000 makam. Di atas tanah wakaf tersebut oleh para
ahli waris wakif kemudian juga didirikan sebuah musholla yang bernama
Musholla Arrofiqurrahim.

Dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi di atas tanah pemakaman
wakaf WAN SYARIFAH, tentunya merugikan serta menimbulkan suasana
tidak nyaman yang dirasakan oleh warga masyarakat Petogogan yang
mempunyai makam keluarga di lokasi tersebut (untuk selanjutkan akan
disebut ahli waris makam) namun yang lebih utama lagi penggunaan
terhadap tanah wakaf tersebut dirasa telah melenceng dari niat awal wakif,
yaitu hanya diperuntukan bagi pemakaman umat khususnya bagi warga
Petogogan. Oleh karenanya kemudian para ahli waris wakif, pada tahun
1987 mendirikan Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahim Wan Syarifah (untuk
selanjutnya akan disebut yayasan). Yayasan ini terdiri dari Badan Pendiri,
Badan Pengurus (di dalamnya juga terdapat Pengurus Harian) serta
pengawas. Pengurus Harian inilah yang nantinya akan berposisi sebagai
NadZzir (pengelola tanah wakaf);

Sebelumnya, pada tahun 1979, salah satu ahli waris wakif telah
mengajukan pendaftaran perwakafannya melalui KUA Kebayoran Baru, hal
mana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 PMA No. 1
Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

Pada tanggal 17 September 1987, dikeluarkan suatu Daftar Isian
Inventarisasi Data Pemakaman Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang
merupakan suatu keterangan yang berisi bahwa berdasarkan informasi dari
Habib Hamid bin Abdul Rachman Aidid (ahli waris dari wakif) menyatakan
bahwa benar lokasi yang terletak di Jalan Nipah telah diwakafkan oleh wakif
secara lisan pada tahun 1935 dengan dihadiri 3 (tiga) orang saksi. Bukti
kepemilikan tanah berupa Surat Ukur Tanah dari Suku Dinas Pekerjaan
Umum Jakarta Selatan Nomor 007/1970. Bukti lain tentang wakaf adalah
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pengakuan masyarakat secara tertulis serta surat kuasa dari ahli waris kepada

Achmad bin Umar Alaydrus. Keadaan lokasi pemakaman saat ini tidak aktif]

perpetakan makam tidak teratur dan sudah ditutup dengan SK Gubernur DKI

Jakarta dengan No D.III-6143/a/16/75 Tanggal 3 November 1975.

Kepengurusannya dilakukan oleh Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim;

Pada tanggal 1 Februari 1993, Syarief Husein Alaydrus, bertindak sclaku
salah seorang dari para nadzir, mengajukan permohonan pendaftaran tanah
wakaf atas bangunan musholla. Hal tersebut dilakukan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 3-4, Pasal 6
ayat (2) serta Pasal 7-9 PMDN No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;

Seiring dengan berjalannya waktu, lokasi Pemakaman Umum Blok P
kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Walikota Jakarta
Selatan dan Taman Kota sedangkan pada lokasi Pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH keadaannya masih sama;

Namun tanggal 23 Juli 2004 Walikota Jakarta Selatan mengundang
perwakilan dari pihak yayasan guna membicarakan hal-hal sebagai berikut:
1) Kawasan tanah wakaf tersebut direncanakan akan digunakan sebagai

perluasan/penatazan kawasan Kantor Walikotainadya Jakarta Selatan;

2) Di atas tanah wakaf tersebut terdapat + 68 KK yang telah menempati
tanah cukup lama, warga meminta kepada Walikotamadya Jakarta
Selatan, Camat Kebayoran Baru serta Lurah Petogogan guna segera
dilakukannya pengosongan bangunan liar sehubungan dengan rencana
tersebut di atas.

Oleh karenanya pada tanggal 22 September 2004, pihak yayasan
mengajukan surat permohonan kepada pihak Walikota Jakarta Selatan,
perihal agar tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH secara pasti dapat
dijadikan bagian Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan namun dengan
catatan dapat diberikan penggantinya;

Tanggal 31 Maret 2005, pihak yayasan kembali membuat surat kepada
Walikotamadya Jakarta Selatan perihal tidak keberatan diserahkan ke

Pemerintah Kota asalkan diberi kompensasi;
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Pihak yayasan kemudian mencoba mengajukan permohonan ruislag

tanah wakaf dengan surat No. 003/IV/IST/WS/2005 pada tanggal 25 April
2005 melalui Kepala KUA Keb Baru dengan alasan-alasan serta

pertimbangan sebagai berikut:
1) Bahwa lokasi tanah makam wakaf WAN SYARIFAH yang berada di

2)

3)

4)

3)

belakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan telah dimasukkan dan

direncanakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk perluasan/penataan

Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa guna realisasi program/rencana tersebut, kami sebagai

pengelola/pemelihara serta pelestari nilai-nilai wakaf dari keluarga Wan

Syarifah pada prinsipnya tidak berkeberatan, asalkan sesuai dengan

ketentuan Hukum Agama dan Negara;

Bahwa untuk itu dimohon baik kepada Pemkot Jakarta Selatan c.q

Walikota serta KUA di bawah Departemen Agama ¢.q KUA Kebayoran

Baru, dapat memberi pertimbangan tentang hukumnya guna ruislag

(penukaran) lokasi tanah ke tempat lain, sepanjang tidak bertentangan

dengan Hukum Islam;

Bahwa yayasan berencana akan menukar/memindahkan ke lokasi di

Jakarta Timur;

Bahwa penukaran (ruislag) ianah wakaf yayasan, diharapkan kepada

Walikota dapat memberikan kebijaksanaan antara lain:

a) Tanah wakaf seluas minimal + 9000 m?;

b) Bangunan kantor yayasan dan rumah penjaga;

c) Musholla/masjid untuk masyarakat sekitarnya dan rumah yatim;

d) Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional/perawatan dan
pemeliharaan.

Pemkot Jakarta Selatan akhimya memenuhi keinginan yayasan untuk

melakukan ruislag tanah wakaf. Pemkot kemudian menggandeng PT MPM,
perusahaan properti yang nantinya akan bertindak sebagai pihak penukar

sekaligus sebagai pihak pengembang;

Dengan telah adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pihak penukar

maka sesuai dengan prosedur/tata cara pengajuan permohonan ruislag, pihak
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yayasan pada tanggal 21 Juli 2006 mengajukan permohonan persetujuan
(izin) tukar menukar tanah wakaf kepada Menteri Agama Up. Dirjen Bimas
Islam dan Urusan Haji yang mana telah sesuai prosedurnya, permohonan ini
harus diajukan terlebih dahulu melalui KUA Keb Baru. Dalam surat
permohonan, diterangkan bahwa pihak penukar (PT MPM) terlebih dahulu
telah membongkar bangunan liar di atas tanah wakaf serta pihak penukar
berencana akan memindahkan kuburan-kuburan/makam di atas tanah
pemakaman wakaf WAN SYARIFAH ke lokasi lain;

14.  Pada tanggal 24 Juli 2006, PT MPM melakukan perjanjian tukar
menukar (ruislag) dengan pihak yayasan di hadapan Notaris, yang
ditandatangani oleh Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Dalam
perjanjian tersebut, telah di perjanjikan bahwa tanah pengganti yang akan
diterima oleh pihak yayasan adalah tanah bekas HMA (belum bersertipikat)
Nomor 156 Persil Nomor 53 seluas 10.600 m? terletak di Jalan Raya Kecapi,
Kampung Rawa Bacang, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi (tertulis atas
nama Dean bin Dekok). Bukti kepemilikan berupa surat girik dan bukti
pembayaran PBB. Tanah pengganti terletak di lokasi yang strategis, diantara
perumahan. Di atas tanah pengganti, menurut rencana PT MPM juga akan di
bangun madrasah (TPA), musholla serta fasilitas keagamaan lainnya, hal
mana berarti telah sesuai dengan keinginan dari pihak yayasan;

15. Untuk menindaklanjuti surat permohonan pihak yayasan tertanggal 21
Juli 2006, KUA Kebayoran Baiu meneruskan kepada Kantor Departemen
Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2006;

16. Tanggal 31 Juli 2006 Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan
menjawab surat permohonan ruislag tersebut, yang isinya menyatakan
bahwa belum dapat meneruskan/merekomendasikan permohonan ruislag
kepada Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang mengingat
masih adanya persyaratan ruislag yang belum terpenuhi sesuai Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam dan Urusan  Haji Depag RI  No.
D.II/5/HK/007/901/1989;

17. Adapun yang kemudian menjadi awal pemicu dari timbulnya

masalah/konflik serta terkuaknya fakta-fakta sebagaimana yang telah
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diuraikan diatas dalam kasus ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH ini
ialah meskipun izin untuk melakukan ruislag tanah wakaf masih tertahan di
Departemen Agama Jakarta Selatan, namun tanpa ada sosialisasi
scbelumnya yayasan meminta agar para ahli waris makam untuk segera
memindahkan makam ke TPU lain. Pihak yayasan menawarkan 6 (enam)
TPU baru, yaitu TPU Menteng Pulo, TPU Jeruk Purut, TPU Tanah Kusir,
TPU Srengseng Sawah, TPU Kampung Kandang dan TPU Jagakarsa.
Sekitar tanggal 26 November 2006, sebanyak 23 makam mulai dipindahkan
satu persatu. Atas pemindahan tersebut, pihak yayasan berjanji akan
memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (duajuta rupiah) per kerangka
sebagai kompensasi pemindahan kerangka;

Menurut dalih ketua yayasan, Syarief Husein Alaydrus, mengatakan
“bahwa pembongkaran dilakukan karena ada rencana dari Pemkot. Pihak
yayasan tidak bisa melarang warga atau ahli waris yang ingin memindahkan
makam keluarganya. Pihak yayasan hanya mengajukan izin ruistlag
sedangkan mengenai pemindahan serta akan dibangun apa di atas tanah
wakaf tersebut adalah merupakan kewenangan pihak pengembang (PT
MPM) dengan Pemkot setempat. Namun menurut kabar yang kemudian
berhembus, di atas tanah wakaf tersebut akan dibangun sebuah apartemen.
Selain itu pihak Walikota juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang
nilai tukar menukar ruislag;

Pada tanggal 1 Mei 2007, Walikota Jakarta Selatan juga telah
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Monitoring Pemindahan
Makam Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah (Surat Tugas
Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 785/1.711.313). Tim inilah
yang akan berkoordinasi dengan warga yang ingin memindahkan
makamnya. Tim monitoring bukan terdiri dari unsur yayasan melainkan
terdiri dari 20 instansi;

Meskipun belum final (belum adanya izin ruislag dari Menteri Agama)
ditambah dengan adanya penolakan-penolakan dari sejumlah ahli waris
makam serta juga ditentang oleh pihak lain seperti ketua komisi Fatwa MUI,

para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir
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pendaftaran permohonan pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan
dengan mengatasnamakan yayasan serta hanya dengan pembcritahuan
melalui telepon bernada ancaman, sekitar bulan Mei 2007, makam-makam
yang ada satu persatu kembali mulai dibongkar. Sebagian ahli waris memilih
pasrah dan segera memindahkan makam anggota keluarga mecreka, tapi
sebagian lagi dengan tegas menolak;

21. Para ahli waris makam yang menolak kemudian membentuk Ikatan
Keluarga Besar Ahli Waris Makam dan segera membawa persoalan ini
kepada Departemen Agama Jakarta Selatan serta mengadu ke Komisi A
DPRD DKI Jakarta. Iming-iming yayasan yang menjanjikan akan
memberikan uang sebesar Rp. 2 Juta per kerangka sebagai kompensasi,
hingga saat dibongkamya makam ternyata belum juga diterima keluarga;

22.  Mengenai adanya surat edaran atau formulir permohonan pendaftaran
pemindahan  kerangka jenazah yang telah diedarkan  dengan
mengatasnamakan yayasan disangkal dengan tegas oleh Ketua Dewan
Pembina yayasan, Alwi Aidid, yang menyatakan pihaknya tidak pernah
meminta penggusuran makam. Dewan Pembina yayasan kemudian pada
tanggal 27 Mei 2007 menyurati Ahli Waris keluarga yang dimakamkan yang
berisi pemberitahuan bahwa:

1) Pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan surat edaran pendafiaran
permohonan pemindahan kerangka jenazah dengan mengatasnamakan
yayasan

2) Pihak yayasan tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan surat edaran
atau formulir dalam bentuk apapun juga).

Apabila beredar surat-surat tersebut Dewan Pembina yayasan tidak akan

bertanggung jawab;

23. Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Selatan juga menegaskan
pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat perintah bongkar dan
pemindahan makam. Pihaknya mengatakan “mengenai masalah
pembongkaran adalah merupakan kesepakatan antara pihak yayasan dengan
ahli waris makam. Apabila ada makam-makam yang telah dibongkar berarti
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telah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak yayasan dengan ahli waris

»

makam™.

2.2.2 Analisis Permasalahan

2.2.2.1 Bagaimana pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf WAN SYARIFAH

yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dari keadaan-keadaan berdasarkan data yang ada mengenai tanah

wakaf Wan Syarifah yang akan di ruislag maka dapat diketahui permasalahan-
permasalahan sebagai berikut:

1.

Kasus tanah wakaf WAN SYARIFAH ini terjadi sekitar pertengahan
tahun 2006-2007, dimana sebidang tanah yang terletak di Jalan Nipah
(belum bersertipikat atas nama wakif), telah diwakafkan secara lisan untuk
pemakaman umum khususnya bagi warga Petogogan pada tahun 1935
kepada Lurah Petogogan. Tanah ini kemudian dikenal sebagai tanah
(pemakaman) wakaf Wan Syarifah. Tahun 1974, dikeluarkan Surat
Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang isinya menerangkan bahwa.
menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang tanah yang terkenal sebagai
tanah wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah bekas eigendom verponding
tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1975, ada SK Gubermnur DKI Jakarta yang
dikeluarkan dengan pertimbangan mengingat TPU Blok P (termasuk
Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak memungkinkan lagi
untuk menampung pemakaman jenazah baru maupun tumpangan serta
mengingat pula bahwa akan dikosongkan dan dipindahkan, maka sebagai
langkah pertama perlu dinyatakan penutupan tempat-tempat pemakaman
tersebut (baik untuk pemakaman jenazah baru maupun pemakaman
tumpangan). Akibatnya kondisi atas tanah wakaf menjadi tidak terurus
sehingga kemudian banyak berdiri bangunan-bangunan liar. Di atas tanah
wakaf oleh para ahli waris kemudian didirikan sebuah musholla. Hal
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demikian menurut analisis dilakukan agar atas tanah tersebut masih dapat
dimanfaatkan bagi keperluan keagamaan. Atas kondisi-kondisi yang
belakangan terjadi di atas tanah wakaf, tahun 1987 oleh para ahli waris
wakif didirikan suatu yayasan bemama Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim
yang nantinya akan berposisi sebagai nadzir.

Berdasarkan hasil analisis, seseorang tetap dapat mewakafkan
sebidang tanahnya walaupun tanah tersebut belum bersertipikat atas
namanya atau belum terdaftar haknya (meskipun demikian ia tetap harus
menunjukkan Bukti-bukti kepemilikan atas tanahnya) sedangkan untuk
hal-hal pengaturan perwakafan lainnya mengalami suatu perubahan dalam
pengaturannya. Berdasarkan kasus ini dapat dianalisis bahwa Habib
Abdullah Al Aidid mewakafkan tanah di Jalan Nipah dengan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20
tahun atau lebih secara berturut-turut olehnya atau pendahulu-
pendahulunya namun juga disertai syarat bahwa penguasaan dilakukan
dengan itikad dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang
berhak atas tanah serta diperkuat dengan kesaksian yang dapat dipercaya,
penguasaannya tidak dalam sengketa dan tidak pernah digugat oleh warga
masyarakat kelurahan Petogogan maupun pihak-pihak lainnya.

Adapun yang menjadi alasan didirikannya yayasan sebagai nadzir,
dapat dianalisa dengan maksud agar tanah tersebut dapat dikelola secara
tertib dan teratur. Oleh karenanya, pengurusannya harus diserahkan
kepada suatu pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan dari yang
berwenang. Dahulu amanah hanya diserahkan kepada seorang Lurah.
Berdasarkan ketentuan mengenai nadzir dalam PP No. 28 Tahun 1977,
dapat terdiri dari kelompok orang atau badan hukum.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik, banyak terjadi penyelewengan terhadap tanah wakaf. Oleh
sebab itu pemerintah kemudian berpendapat karena masalah perwakafan
tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau dari
UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan, maka perlu
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diatur persoalannya secara khusus, sebagaimana yang kemudian telah
diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo Pasal 49 ayat (3) UUPA.
Berdasarkan ke dua pasal ini, peraturan mengenai perwakafan diatur lebih
lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya PP
No. 28 Tahun 1977. Selain itu, juga masih dipandang perlu untuk diadakan
pengaturan-pengaturan lain mengenai tata cara perwakafan, tata cara
kepengurusan, tata cara pemberian hak serta pendaftarannya dalam suatu
Peraturan Pemerintah. Hal-hal mana kemudian diatur dalam PMDN No. 6
Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah
Milik serta PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dapat dianalisis bahwa perbuatan perwakafan tanah pada tahun 1935
secara lisan oleh wakif kepada Lurah Petogogan bagi pemakaman umum,
khususnya bagi warga Petogogan, dapat dibenarkan selama perwakafan
yang hanya diucapkan secara lisan tersebut juga dihadiri oleh minimal 2
(dua) orang saksi. Haknya telah beralih sejak terpenuhinya syarat tunai
yaitu pada saat diikrarkan oleh wakif kepada nadzir. Dengan demikian
sejak haknya beralih, tanah tersebut tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
~ Telah diaturnya masalah perwakafan dalam berbagai peraturan
sebagaimana yang telah disebut diatas maka terhadap pelaksanaannya itu
sendiri, wakif yang bersangkutan (jika wakif sudah meninggal, dapat
dilakukan oleh ahli warisnya dengan bertindak untuk dan atas nama wakif)
harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di
hadapan PPAIW (Kepala KUA setempat) dengan disaksikan minimal 2
(dua) orang saksi yang kemudian akan dilanjutkan dengan penuangan ikrar
wakafnya ke dalam AIW/APAIW-nya oleh PPAIW yang bersangkutan.

Dalam ketentuan PMA No. 1 Tahun 1978 yakni Pasal 15, diatur suatu
ketentuan mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP
No. 28 tahun 1977. Hal mana karena alasan inilah, pada tahun 1979 nadzir
mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf (untuk pemakaman)
kepada Kepala KUA Kebayoran Baru selaku PPAIW dengan dilampiri
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dokumen yang diperlukan yakni Surat Keterangan Kepala Desa tentang
perwakafan tanah serta 2 (dua) orang saksi ikrar wakaf atau saksi istifadah
(orang yang mengetahui atau mendengar perwakafan tersebut)

Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan APAIW
namun kewajiban PPAIW sebelum dibuatkan APAIW-nya yaitu meneliti
keadaan tanah yang bersangkutan, meneliti, mengesahkan nadzir dan
meneliti saksi-saksi serta menerima penyaksian wakaf. Dalam hal
perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sebelumnya, sedangkan
perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (yaitu
adanya surat kuasa dari ahli waris wakif kepada nadzir dan pengakuan
masyarakat yang mengetahui/mendengar perwakafan tersebut) dengan
disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi sementara surat asli wakaf
tidak mungkin dibuat oleh karena wakif sudah meninggal lebih dahulu,
maka dibuatkan dalam bentuk APAIW bukan AIW.

Dalam kasus, APAIW untuk pemakaman tidak dapat dibuat dan hasil
analisa penulis dalam hal ini disebabkan karena setelah berlakunya PP No.
28 Tahun 1977 diatur persyaratan bagi nadzir yaitu bahwa nadzir hanya
dapat terdiri dari kelompok orang ataupun suatu Badan Hukum. Nadzir ini
juga harus telah didaftarkan pada KUA kecamatan setempat untuk
mendapatkan pengesahan. Guna pendaftaran yang dimaksud adalah untuk
menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang
ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Pada waktu itu
(tahun 1935), amanah wakaf atas pemakaman hanya diserahkan kepada
Lurah Petogogan (Abdul Malik). Atas telah berlakunya ketentuan
sebagaimana dimaksud dj atas, pada tanggal 12 Oktober 1979 dibuatlah
surat pernyataan dengan ditandatangani oleh Lurah Petogogan yang dalam
isinya menyatakan bahwa benar pihak-pihak yang disebutkan didalamnya
sebagai nadzir tanah wakaf Wan Syarifah yang telah ditunjuk oleh ahli
waris Alm Habib Abdullah Al Aidid (wakif). Namun surat pernyataan

tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran nadzir-nya
kepada KUA Kebayoran Baru.
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Pada kenyataannya dalam kasus ini, meskipun tidak dapat dibuat
APAIW-nya namun atas perbuatan wakaf yang terjadi pada tahun 1935
tetap dapat dianggap sah dan haknya telah beralih kepada nadzir oleh
karena telah dilakukan pengikraran wakaf secara lisan oleh wakif, kepada
nadzir (Lurah Petogogan) serta disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang
saksi (dengan kata lain, telah terpenuhinya syarat tunai). Sebelum
dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, belum adanya suatu keharusan
untuk menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Namun dengan belum
adanya APAIW maka juga tentunya akan menimbulkan suatu dampak
yaitu tidak adanya bukti otentik yang dapat dipergunakan bagi
pendaftarannya dan bagi keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin
terjadi di kemudian hari. Adapun fungsi dari dibuatnya AIW/APAIW itu
sendiri ialah:

a. Membuktikan telah terjadi perwakafan dan akta tersebut
ditandatangani oleh wakif nadzir, mauquf alaih, saksi-saksi serta
PPAIW;

b. Merupakan syarat agar wakaf dapat di daftarkan di Kantor Kepala Sub
Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) setempat.

Menurut hemat hasil analisis, setiap perbuatan wakaf yang dahulu te'ah

dilakukan secara lisan tersebut harus diulang kembali menurut ketentuan

yang berlaku yaitu dinyatakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan
dilanjutkan pembuatan APATW-nya.

Pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan berkeinginan untuk
mendaftarkan tanah wakaf yang sama untuk keperluan musholla yang
telah berdiri di atasnya. Dalam pengaturan perwakafan, meskipun
perwakafannya untuk keperluan musholla namun yang didafiarkan adalah
tetap terhadap tanah wakaf dimana musholla itu telah berdiri. Sebagaimana
yang telah diketahui bahwa setelah berlakunya peraturan perundangan
perwakafan maka setiap perwakafan harus diikrarkan kehendaknya secara
Jelas dan tegas dalam ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW. Hal
ini berarti, harus dilakukan pengucapan ikrar wakafnya terlebih dahulu
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dihadapan PPAIW yang mana telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 1993
dan pada tanggal yang sama telah dibuat serta ditandatanggani APAIW-
nya. Dengan telah selesainya pengikraran wakaf serta telah
ditandatanganinya APAIW, maka perbuatan wakaf telah sah dan
mempunyai bukti otentik (berupa APAIW). Tindakan selanjutnya, PPAIW
yang bersangkutan berkewajiban untuk mendaftarkan perwakafan tersebut
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak APAIW ditandatangani.

Atas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH, sampai dengan
diajukannya permohonan persetujuan tukar menukar oleh yayasan juga
masih belum mempunyai sertipikat atas tanahnya. Sebagaimana yang telah
diuraikan diatas pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan sebagai nadzir,
telah mengajukan surat permohonan bagi pendaftaran tanah wakaf atas
musholla kepada Kepala KUA Kebayoran Baru. Pada tanggal 29 Maret
1993 telah dibuat ikrar wakaf yang kemudian ditindaklanjuti dengan
penandatangan APAIW. Pada tanggal yang sama, KUA Kebayoran Baru
(bertindak sebagai PPAIW atas nama yayasan) telah mengajukan
pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi
pendaftarannya (sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMDN No. 6
Tahun 1977) yaitu surat permohonan konversi/penegasan hak, surat bukti
pemilikan tanah, APAIW serta surat pengesahan nadzir.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PMDN No. 6 Tahun 1977,
permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum
terdaftar atau belum ada sertipikatnya, dilakukan bersama-sama dengan
permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kantor Pertanahan) setempat. Dengan
demikian berarti, jika tanah milik yang diwakafkan belum terdaftar atau
belum mempunyai sertipikat, maka pencatatan perwakafan tanah yang
bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya dilakukan setelah tanah
tersebut dibuatkan sertipikatnya namun proses pensertipikatan tanah wakaf
WAN SYARIFAH mengalami kendala, hal ini dapat diketahui dari proses
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pengajuan bagi pensertipikatan tanah yang kemudian dilakukan kembali
pada tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Tanah, langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh tanah yang berstatus

tanah Negara adalah yaitu:
a. Melakukan permohonan hak atas tanah (diikuti pemberian hak)

D

2)

3)

Adapun tata cara permohonan hak adalah sebagai berikut:
Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir
permohonan hak yang tersedia dengan dilampirkan surat-surat
yang diperlukan mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang
dimohonkan hak atas tanah.
Surat permohonan tersebut diajukan kepada pejabat yang
berwenang memberikan hak sesuai dengan jenis hak yang
dimohon, peruntukan tanahnya (tanah pertanian atau non
pertanian) serta luasnya melalui Kepala Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi desa/kelurahan letak tanahnya.
Kepala Kantor Pertanahan kemudian memeriksa surat-surat dan
kelengkapan data mengenai pemohon serta tanah yang dimohon
tersebut. Dibantu dengan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A),
kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Selanjutnya
akan dikeluarkan Surat Rekomendasi (dikabulkan atau ditolak)
permohonan hak yang bersangkutan dan disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang memberikan hak. Apabila dikabulkan
maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)
oleh pejabat yang berwenang memberikan hak yang akan
disampaikan kepada penerima hak serta Kepala Kantor Pertanahan
dimana bidang tanah tersebut terletak.
Berdasarkan SKPH yang telah diterima, penerima hak diharuskan
memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pemberian hak
sebagai berikut:
a) Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
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b) Membayar uang pemasukan;

c) Mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan kewajiban pemegang hak sehubungan dengan

penguasaan tanahnya adalah sebagai berikut:

a) Memelihara tanda-tanda batas;

b) Menggunakan tanahnya secara optimal;

¢) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan
tanah;

d) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;

€) Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya.

b. Melakukan Pendaftaran Hak yang bersangkutan (pendaftaran tanah
pertama kali)

Fungsi pendaflaran tanah dalam rangka permohonan hak pertama

kali ialah untuk keperluan pembuktian (karena akan dibuatkan buku
tanah dan sertipikatnya) serta sebagai syarat konstitutif (yaitu syarat
yang harus dipenuhi untuk lahirnya hak atas tanah yang bersangkutan).

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka

pendaftaran tanah pertama kali meliputi:
1) Pengumpulan data fisik dari tanah, yaitu:

2)

a) Penetapan letak tanah;

b) Penetapan batas-batas tanah;

¢) Pemasangan tanda batas;

d) Pengukuran;

e¢) Hasil pengukuran dimasukkan ke dalam DAFTAR ISIAN
DATA FISIK;

) Diberikan nomor bidang tanah (5 digit)

Pengumpulan data yuridis dari tanah, yaitu:

a) Memeriksa surat-surat yang diajukan;
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b) Hasil pengumpulan data yuridis dimasukkan ke dalam
LEMBAR DAFTAR ISIAN DATA YURIDIS

3) Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam daftar isian selama
60 hari (sporadik);

4) Dalam 60 hari tersebut harus dilihat jika tidak ada keberatan
dilanjutkan namun jika ada yang mengajukan keberatan maka
harus diselesaikan secepatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan;

5) Setelah jangka waktu pengumuman 60 hari berakhir, data fisik dan
data yuridis yang diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
disahkan dengan suatu BERITA ACARA PENGESAHAN;

6) Penegasan Konversi;

7) Dilakukan pembukuan dalam buku tanah yang memuat data yuridis
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada
surat nkurnya dicatat pula pada surat ukut tersebut;

8) Diterbitkan sertipikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat
ukur;

9) Penyerahan setipikat kepada pemegang hak.

Sertipikat itu sendini merupakan tanda bukti hak yang kuat, delam
arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik
dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai
data yang benar. Namun demikian data fisik maupun data yuridis yang
tercantum dalam sertipikat juga harus sesuai dengan data yang
tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena
data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Dari data kasus diketahui bahwa berdasarkan kesimpulan dari
daftar hadir dan penerimaan honorarium panitia pemeriksaan tanah
(panitia A dalam tugas pemeriksaan tanah) sesuai dengan SK Kepala
BPN No. 12 Tahun 1992, pada tahun 2001, dinyatakan bahwa
permohonan pendaftaran hak atas tanah wakaf Wan Syarifah dapat
diluluskan dengan pemberian hak milik serta dengan melihat letak dan
keadaan tanahnya maka tidak dipungut uang pemasukan kepada
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negara. Berdasarkan hasil dianalisis, alasan belum diterbitkannya
sertipikat atas tanah wakaf WAN SYARIFAH dikarenakan adanya
data yuridis yang belum terpenuhi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31
ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, jika dalam buku tanah terdapat catatan
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data
yuridis, maka penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang
bersangkutan dihapus. Catatan sebagaimana dimaksud dapat hapus
apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan
atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. Atas tanah
wakaf Wan Syarifah ini meski telah lewat 5 tahun namun prosesnya
tidak dilanjutkan kembali oleh nadzir.

Belum diterbitkannya sertipikat atas tanahnya maka sudah barang
tentu sertipikat wakaf juga belum bisa diterbitkan. Fungsi dari
dilakukannya pendafiaran wakaf (yang kemudian sebagai buktinya
akan diterbitkan sertipikat wakaf) adalah untuk memperkuat dan
memperluas pembuktian. Arti memperkuat pembuktian ialah bahwa
wakaf yang telah dibuktikan dengan AIW/APAIW-nya, kini dapat
dicatat dalam buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan
sedangkan memperluas pembuktian berarti bahwa wakaf yang semula
bersifat tertutup (hanya diketahui oleh wakif, nadzir, saksi-saksi serta
PPAIW) dengan dilakukannya pendaftaran wakaf, maka wakaf
tersebut dapat diketahui oleh umum (menjadi bersifat terbuka).

Kini dengan telah berlakunya ketentuan-ketentuan dalam PP No.
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf;, Pasal 39,
terdapat suatu ketentuan baru yaitu dapat langsung didaftarkan menjadi
tanah wakaf atas nama nadzir, salah satu ketentuannya ialah bahwa
terhadap tanah yang belum berstatus tanah hak milik yang berasal dari
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nadzir demikian juga terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri
bangunan masjid, mushola, makam maka untuk keperluan pendaftaran
sertipikat tanah wakaf dilakukan dengan cara pendaftaran tanah wakaf

Universitas Indonesia

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



5.

93

atas nama nadzir (dengan demikian, langsung dibuatkan sertipikat
wakafnya atas nama nadzir yang bersangkutan) namun oleh karena
kasus ini terjadi sebelum berlakunya PP tersebut dan pada saat setelah
berlakunya PP juga tidak dilakukan pengajuan kembali bagi sertipikat
wakafnya, dengan demikian atas tanah wakaf tersebut hingga kasus
terjadi masih belum bersertipikat.

Bahwa meskipun salah satu pertimbangan untuk diperbolehkannya
ruislag sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
dan Urusan Haji Departemen Agama huruf a jo. Pasal 11 ayat (2) PP No.
28 Tahun 1977 jo Pasal 49 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006, yaitu karena
harta benda wakaf tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf (dalam kasus, yaitu
berupa pemakaman Wan Syarifsh yang telah ditutup dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur pada tahun 1975 dan masuk
dalam rencana Pemkot sebagai bagian dari perluasan/penataan kawasan
Kantor Walikota Jakarta Selatan) dan persyaratan lainnya dalam Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (yaitu
tanah wakaf tersebut diperlukan untuk keperluan keagamaan yang
langsung dan sangat mendesak), terpenuhi. Selain itu dalam pengajuan
permohonan untuk memperoleh izin dilakukannya ruislag juga telah sesuai
dengan tata cara yang berlaku. Namun proses ruislag tersebut tidaklah
berjalan lancar dikarenakan masih menunggu keputusan dari Departemen
Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan kata lain, surat permohonan
masih tertahan di Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai
dengan isi surat dari Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan
kepada Yayasan dan PT MPM pada tanggal 31 Juli 2006).

Dalam hal penahanan proses pengajuan izin ruistag ini menurut analisa
penulis hal tersebut dilakukan karena masih belum terpenuhinya ketentuan
Pasal 49 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 serta 2 (dua) syarat ruislag
lainnya sebagaimana yang diatur dalam Surat Dirjen Bimas Islam dan

Urusan Haji, yaitu:
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-a. calon tanah penukar harus sudah bersertipikat

Dalam kasus sampai dengan tanggal diajukannya permohonan
persetujuan tukar menukar oleh yayasan (tanggal 21 Juli 2006), tanah
pengganti yang dimaksud masih dalam proses sertipikasi (bukti
kepemilikan surat girik serta bukti pembayaran PBB atas nama Dean
Bin Dekok). Yang lebih melanggar lagi, perjanjian tukar menukar
antara pihak yayasan dengan PT MPM telah dilakukan di hadapan
notaris (yaitu pada tanggal 24 Juli 2006) bahkan sebelum KUA
Kebayoran Baru menindaklanjuti untuk kemudian meneruskan
permohonan persetujuan (izin) tukar menukar dari yayasan kepada
Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dalam isi
perjanjian tukar menukar, diperjanjikan bahwa pihak pengganti (PT
MPM) menyatakan akan menyelesaikan sertipikat dan pajak-pajak atas
tanah tersebut serta pajak-pajak atas tanah Nipah.

Dibuatnya perjanjian tukar menukar dengan demikian dapat
diketahui secara jelas bahwa nadzir yang bersangkutan tidak bertindak
secara professional (telah melakukan perbuatan melawan hukum). la
dengan jelas-jelas mengetahui bahwa belum ada izin ruislag dari
Menteri Agama namun tetap melakukan perjanjian tukar menukar
dengan PT MPM. Sedangkan Notaris yang bersangkutan juga dapat
dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar
kode etik Notaris, walaupun ia mengetahui bahwa izin ruislag belum

didapatkan dari Menteri Agama, ia tetap bersedia membuat
perjanjiannya.,

b. nilai tanah penukar harus senilai dan seimbang serta sesuai dengan
tanah wakaf

Sesuai dengan hasil penilaian dari tim penilai ruislag yang
dibentuk oleh Walikota Jakarta Selatan, nilai keseimbangan terhadap

rencana ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH adalah sebagai
berikut:
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1) tanah wakaf WAN SYARIFAH terletak di Jalan Nipah, Petogogan,
Jakarta Selatan seluas + 8985 m? dengan NJOP Tahun 2006 = Rp.
2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- dengan demikian
mempunyai nilai keseluruhan 8985 m? x Rp. 2.015.000,- = Rp.
18.104.775.000,- (delapanbelas miliar seratus empatjuta tujuhratus
tujuhpuluh lima ribu rupiah);

2) tanah pengganti terletak di Jatirahayu, Bekasi seluas 10.600 m?
dengan NJOP Tahun 2006 Rp. 200.000,- dengan demikian
mempunyai nilai keseluruhan Rp. 2.120.000.000,- (duamiliar

seratus duapuluh juta rupiah).

Meskipun di atas tanah pengganti akan dibangun berbagai fasilitas
keagamaan seperti madrasah, musholla dan lainnya serta semua biaya-
biaya yang diperlukan seperti biaya pemugaran atas musholla Wan
Syarifah, biaya pemindahan makam yang akan dibagikan kepada para
warga yang bersedia memindahkan makam keluarganya, biaya
perijinan dan pajak-pajak serta dana taktis operasional akan di
tanggung oleh PT MPM selaku pihak pengganti sehingga nilainya
tentunya akan menjadi lebih besar daripada nilai tanah wakaf WAN
SYARIFAH yaitu menjadi senilai Rp 21.300.000.000,- (duapuluh satu
miliar tigaratus juta rupiah) namun dalam persyaratan ruislag yang
dihitung adalah nilai antara tanah wakaf dengan tanah pengganti itu
sendiri haruslah bernilai sama (dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebut
dengan jelas dasarnya adalah NJOP).'®

6. Bahwa mengenai masalah siapakah pihak yang sebenamya
mengeluarkan surat edaran atau formulir permohonan pendaftaran
pemindahan kerangka jenazah dengan atas nama yayasan serta pihak yang
harus bertanggung jawab atas telah dilakukannya pembongkaran-
pembongkaran makam, terlihat dengan jelas bahwa pihak yayasan dan
pihak Walikota Jakarta Selatan saling menyalahkan (saling melepaskan
tanggung jawab).

'* Hasil Wawancara dengan Ketua Seksi Zakat dan Wakaf Departemen Agama
Kotamadya Jakarta Selatan, Suja’i, tanggal 23 Maret 2009.
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Menurut hasil analisis:

1) Pihak Walikota Jakarta Selatan, sebelum ada izin dari Menteri
yang menyetujui dilakukannya ruislag, ia dilarang mengeluarkan Surat
Keputusan apapun berkaitan dengan kasus yang bersangkutan
(Walikota mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Tim Monitoring
Pemindahan Yayasan. Tim monitoring inilah yang ditugaskan untuk
berkoordinasi dengan ahli waris makam yang ingin memindahkan
makam keluarganya) walaupun seandainya ada pihak-pihak yang
memohon;

2) Ahli waris makam bukanlah para ahli waris dari wakif, warga
hanya mendapat manfaat dengan dilakukannya perwakafan atas tanah
di jalan Nipah (diwakafkan untuk kuburan dan musholla bagi umat
Islam warga Petogogan) namun seharusnya para ahli waris makam
tetap berhak untuk diberitahukan (dilakukan sosialisast) sebelumnya

mengenai adanya rencana pengosongan dan pemindahan makam.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa
sehubungan dengan masih adanya kendala-kendala di lapangan serta belum
terpenuhinya syarat-syarat ruislag sehingga belum adanya izin dari Menten
Agama perihal ruistlag tanah wakaf antara yayasan dengan pihak ketiga,
Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan kemudian memutuskan untuk
melayangkan surat secara langsung kepada Walikota Jakarta Selatan dengan
Nomor KD.09.01/7/BA.03.2/5853/2007 Tanggal 7 Juni 2007, yang berisi
bahwa kewenangan untuk melakukan tukar menukar harta benda wakaf hanya
ada pada Menteri Agama. Oleh karena itu perjanjian atas kesepakatan dengan
pihak manapun yang dilakukan oleh nadzir tidak akan merubah status tanah
wakaf tersebut dengan demikian pembongkaran dan pemindahan kerangka
Jenazah di tanah wakaf WAN SYARIFAH untuk sementara dihentikan. Hal
mana juga dilakukan untuk menghentikan keresahan para ahli waris makam
atas pembongkaran dan pemindahan makam keluarga mereka.

Menunjuk pada surat Departemen Agama tersebut diatas, pada

tanggal 15 Juni 2007, Dewan Pembina yayasan mengeluarkan surat
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pemberitahuan kepada Syarief Husein Alaydrus, selaku Ketua yayasan, yang

dengan surat itu memerintahkan:

1. menarik Surat Edaran mengangkat kerangka jenazah yang
mengatasnamakan yayasan;

2. menghentikan pembongkaran kerangka jenazah walaupun ada permintaan
dari ahli waris/kerabat makam, menutup kembali pagar-pagar yang terbuka
dan hanya ada pintu masuk satu seperti semula, tidak mendirikan
bangunan-bangunan lain seperti MCK, Pos, Posko, dll serta tidak ada lagi
melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan atau
pemindahan kerangka jenazah; tidak ada lagi orang yang mengaku dari PT
Multi Promo Mandiri yang berada di lokasi;

3. memasang kembali papan nama “PEMAKAMAN WAN SYARIFAH
ABDULLAH AIDID” yang telah diangkat.

Tanggal 20 . Juni 2007, Walikotamadya Jakarta Selatan
mengeluarkan Surat Sekretaris Kotamadya Jaksel Nomor 1081/1.711.313
kepada Ketua dan Anggota Tim Monitoring Pemindahan Makam Yayasan,
yang menyatakan bahwa mulai tanggal 21 Juni 2007 Surat Tugas Sekretaris
Kotamadya Jaksel Nomor 785/1/711.313 Tentang Tim Monitoring
Pemindahan Makam Yayasan dinyatakan dicabut. Selanjutnya pemindahan
makam yang berada di tanah wakaf yayasan menjadi tanggung jawab
sepenuhnya antara yayasan dengan para ahli waris makam.

Berdasarkan paparan-paparan hasil analisis terhadap kasus
sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
tindakan Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan untuk tidak
meneruskan permohonan izin terhadap ruislag tanah wakaf WAN
SYARIFAH adalah tepat mengingat izin untuk melakukan ruislag hanya ada
pada Menteri Agama. Dengan demikian ruislag tanah wakaf WAN
SYARIFAH tidak dapat dilakukan dikarenakan belum sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku yaitu masih diperlukan persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
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1. nilai keseimbangan (NJOP) antara tanah penukar sekurang-kurangnya
adalah sama dengan tanah wakaf;

2. tanah yang akan dijadikan penukar serta tanah wakaf harus sudah memiliki
sertipikat (bukti kepemilikan yang sah).

2.2.2.2 Ketentuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perwakafan

Dalam kasus mengenai ruislag terhadap tanah wakaf WAN
SYARIFAH kasusnya terhenti karena permohonan izin ruislag
ditahan/dibekukan oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan
dengan pertimbangan masih belum terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan
untuk memperoleh izin dari Menteri Agama. Dengan kata lain,
penyelesaiannya belum sampai pada diajukannya gugatan ke Pengadilan
Agama, namun hanya sebagai wacana, bahwa terhadap segala sengketa
perwakafan yang terjadi, maka penyelesaiannya harus di tempuh melalui
musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud tidak berhasil, maka sengketa dapat diperbolehkan
untuk diselesaikan, salah satunya melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan
Agama.'®

Di Indonesia, hukum dijadikan sebagai suatu sandaran atau dasar
yang utama yang akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif
antara sesama anggota masyarakat dan negara. Hukum memberikan suatu
gambaran bagi hubungan-hubungan yang dilakukan dalam masyarakat.
Dengan kata lain, hukum mengatur bagaimana hubungan tersebut hendaknya
dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya.'® Agar hukum dapat berjalan
sebagaimana mestinya, maka negara kita telah mendirikan sebuah lembaga
khusus yang diberi kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan hukum (lembaga
yudikatif) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga yang

195 Indonesia [3), op.cit., Ps. 62.

1% Satjipto Raharjo, Hukuin dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 10.

Universitas Indonesia

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009




99

dimaksud adalah Lembaga Kehakiman (diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung dan badan-badan Peradilan lain dibawahnya).

Badan-badan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus.

Yang termasuk dalam kelompok Peradilan Khusus adalah salah satunya ialah

Peradilan Agama. Dikatakan Peradilan Khusus karena tugasnya adalah untuk

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Bagi

Peradilan Agama (termasuk Peradilan Tinggi) maka wewenang dan

kompetensinya adalah khusus untuk mengadili masalah-masalah perselisihan

hukum kekeluargaan dan sebagian hukum perikatan yang memerlukan
penanganan dan penyelesaian secara syari’at Islam. Dengan demikian, karena
dalam pelaksanaan masalah pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari lebih banyak dilaksanakan secara syari’at

Islam maka dari itu politik Hukum Nasional menggariskan bahwa badan

Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan-perselisiban

yang terjadi di dalamnya adalah merupakan wewenang dan kompetensi dari

Peradilan Agama.'”

Adapun apabila diperinci mengenai wewenang Peradilan Agama
dalam masalah perwakafan tanah yaitu meliputi:

a. Wakaf, wakif, ikrar, nadzir dan saksi. Kewenangannya menyangkut
masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut
benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, nadzir dan saksi. Dalam hal
perselisihan perwakafan pada umumnya banyak di dorong oleh faktor
yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau
untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah di wakafkan, baik oleh
wakif atau oleh para ahli warisnya. Salah satu faktor pendorongnya ialah
wakif mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga
dengan demikian ahli warisnya merasa kehilangan sumber rezeki dan
menjadi terlantar kehidupannya. Akibatnya tidak mustahil dijumpai ahli

197 Indonesia [10], Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Takun 1989 tentang Peradilan
Agama, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Ps. 49.
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waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya kepada
nadzir.

b. Bayyinah atau alat bukti administrasi tanah wakaf, seperti Akta Ikrar
Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertipikat Tanah Wakaf dan hal
lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan
dan tanah wakaf;

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan dan

penggunaan harta wakaf oleh nadzir.

Kewenangan dari Peradilan Agama atas penyelesaian perselisihan
perwakafan tanah telah berjalan lama, yaitu sejak keberadaan Peradilan
Agama di Indonesia. Akan tetapi atas kebijakan politik hukum Kolonial
Belanda sebagaimana tertuang dalam Stbl 1937 No. 116 dan Keputusan
Gubermnur Jendera! No. 9 Tahun 1937, mencabut kewenangan Peradilan
Agama atas perselisihan perwakafan tanah dan selanjutnya dialihkan menjadi
wewenang Peradilan Umum.

Setelah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 yang diatur lebih lanjut
dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama,
ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan persclisihan antara umat Islam di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam serta wakaf dan shodagoh. Pengadilan Agama dimaksud adalah
Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan atau
Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA Kecamatan atau PPAIW tempat
pelaksanaan ikrar wakaf dan pencatatannya.

Di dalam ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta dalam berbagai
peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas siapa-siapa ataupun pihak-
pihak mana yang berhak mengajukan perkara perwakafan (khususnya tanah)
serta bagaimana tata cara pengajuannya ke Pengadilan. Dengan demikian tata
cara pengajuannya ke Pengadilan Agama adalah sama dengan tata cara
pengajuan masalah perkawinan dan perceraian serta perkara-perkara lain yang

telah berlaku selama ini di Pengadilan Agama, yakni berdasarkan hukum acara
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perdata Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang
Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam undang-undang ini

Menurut Drs. H. Taufiq Hamami, SH berdasarkan telaahan
terhadap berbagai yurisprudensi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
orang-orang yang berhak mengajukan perkara perwakafan ialah pihak-pihak
yang berkepentingan dengan perwakafan/tanah wakaf yang bersangkutan,
yaitu antara lain:

a. Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);
b. Wakaf (yang pelaksanannya dilakukan oleh nadzir),
c. Wakif (ahli warisnya) dan wakaf secara bersama-sama;
Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut;
e. Nadzir atau anak keturunannya.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan
Agama yang mengatur mengenai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan
Agama maka tata cara penyelesaian perselisihan termasuk tata cara pengajuan
perkara perselisihan perwakafan tanah adalah berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg. Gugatan
perwakafan tanah tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama
yang mewilayahi tanah wakaf atau tempat terjadinya perwakafan tanah.
Gugatan dapat diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.

Isi gugatan antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Penggugat;

b. Identitas Tergugat;

c. Dasar-Dasar gugatan (posita); dan

d. Isi tuntutan (petitum) yaitu mengenai apa yang dituntut atau apa yang

dimohonkan.
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Isi tuntutan atau permohonan harus jelas, terang dan tertentu serta
tidak bersifat umum.'® Antara dasar tuntutan (posita) dengan isi tuntutan atau
permohonan (petitum) harus relevan. Ketidakrelevannya akan mengakibatkan
tuntutan tidak diterima, meskipun dasar-dasar tuntutan atau permohonannya
dinyatakan terbukti. Selain itu, penggugat di saat memasukkan perkaranya di
Pengadilan Agama harus membayar perskot biaya perkara. Tanpa disertai
dengan pembayaran ini maka perkara belum dapat diregistrasikan di
kepaniteraan Pengadilan, akibatnya perkara belum dapat diperiksa akan tetapi
bagi mereka yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran
tersebut dengan syarat bahwa ketidakmampuannya dapat dibuktikan dengan
surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui

oleh Camat setempat.

2.2.2.3 Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Tukar Menukar (Ruislag)
Tanah Wakaf WAN SYARIFAH

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang untuk
dirubah menyangkut status tanah wakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di
sita, dihibahkan, diwariskan, ditukar (ruitlag) atau dialihkan dalam bentuk
pengalihan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf
menjadi tanah bukan wakaf. Larangan terhadap perubahan status harta benda
wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf
(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur
dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena
ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan syariah. Tidak bertentangan dengan prinsip

198 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1972), hal.22. '
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syariah di sini artinya tidak bertentangan dengan akidah dan serta diharuskan
peruntukkannya bagi kemaslahatan umum. Untuk lebih menjamin hal tersebut,
pihak penukar diharuskan untuk membuat surat pernyataan bahwa di atas
tanah wakaf akan dibangun/digunakan dengan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan syari’at Islam.
Scorang nadzir dalam melakukan perubahan status tanah wakaf
tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
BWI merupakan lembaga Independen dalam pelaksanaan tugasnya serta
berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi
dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan
BWI di daerah dilakukan setelah BWI berkonsultasi dengan pemerintah
daerah sctempat.
Dalam ketentuan Pasal 51 diatur bahwa BWI terdin atas Badan
Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur
pelaksana tugas dari BWI sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur
pengawas pelaksanaan tugas BWI. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
BWI masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang
Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Mengzrai susunan
keanggotaan masing-masing, ditetapkan oleh para anggota. Adapun tugas dan
wewenang yang dipunyai BWI, antara lain;:'®
a. melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional;

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan
status harta benda wakaf;

d. memberhentikan dan mengganti nadzir;

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf:

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

1% Indonesia [3], op.cit., Ps. 49 ayat (1).
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BWI dalam hal pemberian rekomendasi persetujuan (izin) tukar
menukar (ruislag) kepada Menteri di haruskan bertindak sangat hati-hati. Pada
dasarnya meskipun NJOP antara tanah penukar dengan tanah wakaf telah
seimbang dan lokasi tanah penukar berada di lokasi yang strategis namun
peran BWI yang utama adalah mengamankan aset wakaf.

Apabila lebih diperinci maka peran BWI dalam hal tukar menukar
(ruislag) tanah wakaf ialah sebagai berikut:'"

1) Memberi rekomendasi kepada Menteri atas persetujuan (izin) tukar
menukar tanah wakaf;

2) BWI pada dasamnya mempunyai suatu keinginan untuk tetap dpat
mengamankan tanah wakaf (apabila hal tersebut masih dapat
dimungkinkan untuk dilakukan). Artinya apabila tanah wakaf masih bisa
untuk tidak ditukar (di ruislag) maka sebisa mungkin dipertahankan
keberadaannya di lokasi yang bersangkutan;

3) BWI berkeinginan untuk selalu mempertahankan peruntukkan tanah
wakaf. Niat awal peruntukkan harus tetap dijaga. Misalnya apabila tanah
wakaf tersebut awalnya diperuntukkan untuk keperluan pembangunan
sebuah masjid maka di tanah penukar juga minimal harus dibangun sebuah
masjid walaupun bisa secara tidak utuh (di tanah penukar dijadikan tempat
SPBU dimana di dalamnya juga disediakan fasilitas musholla);

4) BWI berorientasi untuk memproduktifkan tanah wakaf oleh karenanya
tanah penukar diharuskan berada di lokasi yang strategis sehingga bias
dikembangkan menjadi wakaf produktif;

5) Apabila telah diizinkan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) maka
peran BWI adalah untuk memantau agar tanah penukar dibuatkan
sertipikat wakafnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran yang lebih utama bagi BWI dalam

tukar menukar (ruislag) yang dikaitkan dengan kasus tukar menukar (ruislag)

tanah wakaf WAN SYARIFAH ijalah bahwa sebisa mungkin BWI tetap
mempertahankan keberadaan tanah wakaf WAN SYARIFAH, dalam arti
apabila masih dimungkinkan maka sebisa mungkin tidak diberikan

""" Hasil Wawancara dengan Staff Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Fahruroji
Tanggal 15 Juli 2009.
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rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) atas
tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka
dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus tukar menukar (ruislag) tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan,
Jakarta Selatan yang dilakukan antara pihak yayasan (selaku nadzir) dengan
PT MPM (selaku pihak penukar) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengingat dalam hal perubahan
status tanah wakaf dengan cara ruislag hanya dapat dilakukan apabila telah
mendapat izin dari Menteri Agama. Dengan demikian tindakan penghentian
permohionan persetujuan ruislag yang dilakukan oleh Departemen Agama
Kotamadya Jakarta Selatan adalah tepat;

2. Apabila terjadi sengketa mengenai perwakafan maka penyelesaiannya harus di
tempuh melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun apabila
penyelesaian sebagaimana dimaksud tidak berhasil, sengketa dapat
diselesaikan yaitu salah satu caranya melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan
Agama. Dalam kasus, sengketa ini belum sampai diajukan gugatan ke
Pengadilan Agama karena permohonan persetujuan ruistlag telah dihentikan
oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan;

3. Peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah
wakaf ialah mempertahankan keberadaan aset wakaf dalam arti apabila tanah
wakaf WAN SYARIFAH masih bisa untuk dipertahankan maka sebisa
mungkin tidak diberikan rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar
menukar (ruislag) atas tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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3.2 Saran

1.

Perlunya ditingkatkan pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan manajemen
yang profesional, terutama dari segi nadzir karena ia memegang peranan yang
sangat penting. Berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada
nadzir yang bersangkutan. Agar benda wakaf dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan dapat berlangsung terus menerus maka benda wakaf tersebut
harus dijaga, dipelihara dan jika memungkinkan dikembangkan;

Perlunya peningkatan pemahamén serta pengecekan segala persyaratan yang
diperlukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan jalur permohonan
persetujuan (izin) tukar menukar (ruislag) tanah wakaf sebelum memutuskan
untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan;

. Hendaknya para calon Notaris dapat mempelajari tentang wakaf. Untuk itu

hendaknya materi mengenai perwakafan dapat dimasukkan ke dalam
kurikulum pengajaran Magister Kenotariatan.
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. R .. .‘- . - e N . --‘\_
. SHX DIREKTORAT AGRARIA aadnl KOTERAHIAY I K
DAER‘\H KHUSUS IBUKOTA JAKARTZ, . l s il'.‘- 2
. « I Gojah Mads No. 27 LTIARSN ¥AHAD e ] PGt
JAKARTA , _ | |
3 I.,:. .t ~ : ".:I:“T-- . .
SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH. =~ "=~ N
No. .3 JH oo . .

Yong bertanda tangan dibawah ini Kepala Dircktorat Agraris Dacroh Khusus ltukota
di Jakarta, mencraogkan bahwa menurit Daltar Pendafiaren Tanoh. bidang tonah yang

tcrkenal sebagal ¢

folbon 7Knmp.‘ :...E!«’.lnke.nz...hul_mre.n.....D..".}S.-.I...,..B:l.ée.k....!:’..'.(.'l‘.a.nah Makaf Wan Syary ¢

 dslam kelurshan; : -Bms;'n,.o”amét'}i;ui ) i :
Kecamatan : .m&om-ﬁm!!a ‘ .
Wi lay ..h : ]akartva....&'?latan. 7
Dafiffh Kbusus Tbu Kota Jakseta, adulah tanah : -
"iH_.D k bekas :.EIGENDOM.perponding.No.6220xseb.= ¥ . ‘
: 'sm‘; Ukue/Siviasi & wS5ooommemmasoss. .
Louae b T JU2L . wé
Sweat Hak Tanah/Buky. Tenoh l. 122SEPTRMBER. 1927: N0 F296 A ‘
Teewwlis acss nama  : ...NEGARA REPUBLIK. TNDONESIA.../ .. = : .
- 5 . .

o G@  cecmir b s esee @ w E——— e

dtnoan  cataton’

a. Keterangan 'ini tidak dapat diartilkan bahva atas bidan tanzh te :
[3285 03 X < e TS
Yelun mendapat Oecupatic~vergunning.(1c1z;{n memperguna}%an tano_h).-ebu‘

0. Dari persil/tonah tersebut diat b :
R .atas hingga saat. ini belum dikcil.uarkm\ o

‘.\i_.
3

. A

. Y .

—~— '

.,
S ———
A

T akean gl 27 - - 19 P

- Kepala Dicektorat Agraria Paceah” Khusus Ibu Kota

Jufiar peaghasilan No., JSDELC

4'.’ . . Jakarta, . .
° cS./._. Ub. BixiKep. Sub./Dit. Pend. Tanah. . )
& w

(.15 TNGCORT ) . f
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,'\H . F .

.- e e BENTUK W,D.
Y R S R R A N, —

Nomor N Krepadna:

Lamp. ) . Yth, Bapuk Xepaly Kaotnr Urusan Agamus

Hal : Pondaftoran Tansh Wukolyang terjadi se- Kocmmmatan Jebayoran Daru
Lbolum kcluaroye P P, No 28 Talun 1937 ' di

Catatan
1), Untuk pama lengkap ini Jimaksudkfn salali satu dar

LA X AR T A,

ASSALAMU'ALAIKUM Wy,

Dengan ioi saya

Nama leagkap D) . Sayid Ahmad Umar Alydrus

Tnoggal lobir/umur ¢ Jakarta, 30_Des ember-1930(k9)—tahun, -

Agama . i Is 1l am. —

Pekorjoan v B _uh : N

Jabotau : N B

Kowargsnogaraan t InAONESEa. e e e e e

Tempat tinggal : J1,Nipah (Tapah Wakaf Kramat Han Syacifah)
—. RT.0012_ Ry, o1.-Jeluraian-Retogogan M—

mecnorangnan. .doogan sosoowuulinva’ buhiwa tonyh vang herope
sawalh, pckarangh"- kobun astan tambak 2)

belkas EICENDOM perponding No.6220-seb.

Porsil nomor

Kelas Desa . —
. N .

Ukuran panjang

lobar :
Juns . 1.586,60 M2, . _
tedotak di ” 4
Desa 'K'Q'l“mrm?—ﬁ&.t_qg_o_(;an
Keco mn' tau 'K‘Oba}‘OI\aﬁ-Ba_ru

< \
Kabupa ten/Kotamadya 2) "I""kmfﬂatan S )
PropinsifSotingknt 2) ' : Daerah-Khusus—Ibukote-Jakarta—TRayss

Yeng sekorang dikolola oleh Sz d—Al:Jm.ad__Umaz;.AlycLI:uf-

adalah _tangh wakaf wu:uk 2) Nuburan Umat Islam

Borsamu ini s3Ya sertakuo surat ketorangan Kepala Dosa  tentapg Posrwakapan Tanah

35ilik terscbut. . .
Hal ini saya ;amp'-\““‘“ }-'n“-‘k diduftarkan scbrgai Tonuh Wakaf.

]

W assalaim,

SRS £, o 2 PG W33 YR AV oY A A -
Yang mendafturkan,

S
‘Nadzir Wukif atsu ahli warisnyo pnsk keturunng : KU " \ . ‘\-."_.
I AR Vo)

o8

-

~

. | .
. Nadzir atay anggotx musyurd kat )"5"8 mongohlh\"'
bahwa taual tyrsobut ndalul taneh wakal atpw M w“

2), Diisi suluh satu duri tujusn wnlcai' : ”éAIORAN BAR)

b,

P
Ecpaln Dosa i J REBR (.p'i&\}{fgm.&hmm,um.ar._.Alxdrus

a. Pombaogunau Poribu dntin tefmasuk Musjid L'Dggnr' don Mosbollu

Keperluan umum termasuk didalimnyy biduoy pevdiditao dari tingkat kamok - kenuk tingknat

' . Loy . . . i R .
dasurks.nnpu tingkat tingyi ssrtn ytompat pooyentdoan wnak yatim viatu tuna notra tuua wisma
dan koperluan umum lnionya sq:suul dongun ujul—un l\gal}m Islam.

‘ i ”,
t !
,
i
A}
A TR e .
U TR R e
YT . M . [
Td e\ . : . . “

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



SURAT - PERITYATAAN

Kami yeng bertende tengen divavmh ini maszing-masing:
OV, leme Sayid Ahmed Umar Alaydrus
J

Pzl,lahir ; Jekerta,30 Desember 1930 (49) tah
Pekerjaen : %ndonesia an
leviox, gersan  : !

%Sﬁaguﬁgﬁgggl . Jln.fipah (Tenah Viakaf Kremat

Syerifeh) Rt.0012 Rw,01 Kel.Petogoge=

v2, leme Hugin Adhy SIHK

P5l,lehixr Jekerte,12 Agustus 195(5 (29) tahun
Pelcerjean : :S[g?iggisia

leviorganegaxraan ¢ . .

' $ finac : Palmereh Gs.Along ilo.61 Rt.008 Rwv.O
Tenpet tinggel I.’.el.Pe.lmergh. S 1

ljohormed Jeis Abbes
Brunei,10 Pebrueri 1928 (51) %
. Pelerjean Dezang Kelontong
Hewersonegaracn -Indonesie
Temnet tingcel J1.Cikajang Wo,30 Rt,006 Ryw,06 Kel,
. Petogogon.

J3, Tane

o oe e 9 oo

4, Hone Liohapncd Sidilk

Tgl,lehir : Jekarta,4 Desember 13949 (30) tahun
Peizerjeen : Buruh .
Kewergenegaraen ¢ indonesia
Tenpat tinggal . Jln.lJipeh Kubur Rt.0012 Rw,01 Kel,
Petogogen., '
V5. Namae : A. Henef
T71,lehir : Bogor,10 Nopember 1959 (20) tehun
Pelcerjaan : Pelajar
" Keworgonegaraen : indonesin -
Tempet tinggel . : Jin.Nipah Kubur R%.0012 Rw.01 Kel.
Petogogen.

Adalah benar keni sebagai Nedzir Tenah VYekef Hramat
jlan Syarifeh yerg teleh ditunjuk oleh Akhli %axris Alm,
Seyid Abdullash bin Abdurehmen Aidid., (. H(lbl‘a auitad Al-mSS)

Demivianleh surat pernyeteen ini kami perbuat dan ager
pihak yang berkepentingan menjadi maiclum,

Jakarta, 12 Oktober 1979,

ot go L

£0

Yong membuat pernyel

g
b

BUere

) _.'“_ 2
s

OUAPALUHLIAA
RUPIV'H

3

oA .

( llohammad Sidik ).-

Honot : 1394/Un/JIS/V/T/PL;5/ 0979,
Tenggzel @ 13 Oktober 1979,
L.DIGEDALUT ' o (A, W a 'n
Bohwa Denar nenc-ngmna yong

e £ )
_.es=nenbuat perprataan dan taneh wekaf '

,,’;" "}“—-w’f”?~ berado ex lingkungan lkemi.,
Jaose s 3l S LURNA RILTAY
& L ’
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DAFTAR ISIAN INVENTARISASI DATA PEMAKAMAN
A T DAERAH KHUSUS YBUKOTA JAKAQTA °

T, L(g%'f!’fd%k&""rwfmt ! Selason
, wialsyan Kéta Jakerta | Kebayoran Siin
| ) Kecaéat&n& .éé%ééé;aér.............'......
5. Kelubshen ‘ I3 e Fabur . Bror RE.G0ILS
W. Aronat Jadan PSRRI, L Blok Q7Y R 40y

[ANERY
RN St

. auwmber Informasy

V. Instannd Pomarintahn: L -
O amymrnknt ——= : Masyaxekqt e
- ke C AN Mowsg T

. Nama Femberi (niormasi ! .”.Qb'ib' '}Sql}ﬂ:c}':l.)p}.}_.pt_lg)‘..}}gchmm; /‘idi.d.
. puapon Jabata : .QI;q)qq/&‘qbib oo N o - .
ne Alomat s PR -J-lo'ox-l:qq"li.f .I}‘E}SQ".’:E'.'JQV.'C-P""?“ L.

). soal yeng berwokel

- 1{ b - N - .t PR -
o 1. Nama Yiaded ! ®. Doy .i.b ):bdullc}h .}.‘].'T'}j:(.l?'d/l{omid Al-aidasg!
Zz. Alamat v Aazhus T
3. Po}:orja&n . ! !tt'};o.u.q.,,.' ..... R ‘._'\‘" .o
¢. Diwakafkan Tgl/i“n- ANRN935 ] (Zaman Belyode) N
5. pentuk Iloar Viokef P @) Lisanr Loy 34 i
' (--) 2qn swtg: 7 R 1. Syarifah fisah
RSP o & - R | Y1 Aln:{d;.;-.
0+ Dan lain 1.3 2.8 Mawiral “ThET L
» n lein 3 ;‘1)“‘}2- %}0,,r,ﬂ_]}
Cntatgn * Kalauw nge Lol .3-'1‘([;.’:1 e wahd
.. Lonvickan,
S, sulkti Pemilikadi o : . J
. Girix/Potuk/Kekitir atau = . %u\]l;.a'twl{lgx{r Tanah dari: Sm'min-w
eier Usnitre "1 1t g e vy e AST
Gepti ket / VI 140.00%3?’9‘78"“”“ Jaliarta ‘Seintan -
. 19 Prentairi02i/1970, :
Ssuratl resmit latnaye N i
Cutatan : Bukt mokon d“()’";";"lnmr.\”'
. sukti Lain Tentanpg #akaf _ ?Cn&ukgrqn da1d Scksi ,

Faneldt:
i. Pengakuan Masyarkat Lisan /DtQE”xﬂ;"co'{
2. Pengaluen ahly ¥aris , V Sertulis | ) ’

3. Surat Resmi Pemerintah . e, .
'30 D:‘n lC\in-‘l'CLin' : . = ""'...'.-."

] . LI IR I I I I

LI T .y
...........
LRI

_Catatar. Ryl ts “han ‘\;1"'l|"il‘.': ‘

——— EA . o vellye STy !

’ \/hsurot j'\uugo das . ‘
axy I i

Achmad bin VI, *x_eaﬁléak.\“’.‘lf%"?.'.‘":1?‘3‘?0 l

Unor Alnydru5' . " -
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cadaan Lokasy Pomakaman :

vi. Xecadaon Lokas: TOMAXCTAT
1. Namo Tempet -Pemakaman

Luos Lokasi | 7

Batas bates

- Sebelah Utara

v - Sebelah TEmur

~ Sgbelah Selatan

-~ Sobelah Barat

Kondisi _dano_l?o‘bensi‘

- Tiﬁg§i Ke jenuhan- makem

( %

- Kegiatan Pemakoman
- Perpetckan Makam

4,

-~ Peraviatan pokasi Makan
Serana Pembanginan Pema
kamay YEng ada

Sudah di tutup

-]
VII..Keterangan'Penguruson :
a.“Sendiri :

1. Hama
2. Alamot '
3. Pekerjoan
4. SK. Nedzir

Organisasi s,

1. Nasn a

2. Alznat

3. Akte Organisasi -
4. SK. Nadzir -
Instansl .Pomerintah :
1. Nema

<)

2. Alamat ”\ .
3. Dasar . ’

~raket oo

'l l'

Penpgurus Mak

. Tanah Wakof Kromat 'Vian Syazifon..

. 7.586,60 m2,

IO LT I B ] R T T T S
-

DR IR ) e e 09 4 - s e 0 @

Islom -

ol P (Mokum DKT), baginn Xvisters

.\.'00000|'0100\-0n.|....'....

Vxxddoddddt / Pddak Arif,
‘I:W/rit}ak Terptur { wmenur=iy  wgme
dar makom ).

Baak / ooy / badoic

. . .
1. L e R U
.
2' L S S,
“ e e a
- PP :
A A 2 T R PREPOS

Poerdon N&. :

: o, Perda No. : ..., ... .. . ..
Tanggel P e et re e, .:::..
(b) SK. Subornur No.D:IXIS112/n/15/19%
Tanggal : 3.Yopembe : 31975
c. Lain lain. ¥ T

s poo
s

v

Swasta

s LIS 1 3575

Yayasan Amaliyo

«®ee

n Axrori

JL.Ninoh Xuhur .-t ,001~
lotarie Mudiyomo " O

Irrahim
’Qn'g Sdrifeh
(09 Bybrife)

Aomor VRSN AR 1979

D RN R B R S

SK. Gubernur No. ......... ~ay
Perda

S — e

el

. il“‘- ©~ay TS LR
———

KIP, otiuzgas>

o ey eaen

-
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SITUAST 11000,

Lo TANAH WARKAY RRAMAT WaN SARIEAR
Jjang dikuasekan kepade ACHMAD Bin AR ALNCH:

oleh acnli warisnj2, menutel Sured Koasa Agh 2 anua

- ciatds meteral Ap, 23, AL 1hISST P

Luas janydwkor 7.S28 80 a2 VoL

[N . . [

Letak di Kelurahan FETOGH 30N, Ketjamatan V\ESA,JOR’A.\" '3‘3“? o

— . L O, RO Rt R TR Rt BER.

Nomer:. 007 /1870 Prentah @ (26 /970 § &% 7

SR e e e e e ——. ."_:._v__'
N B ._‘.,-;.5_\‘1.‘5.’\'})%-\:?;‘: CTIMERDIAAM LvUM Lo e

- X LT s S BIAKAR A SELATAN ! PR
VOUTSETIOON b s S Seks b PEREE AN, FRVOURURAN. |+ T 8L
o =y <EEL N AR e 3\ . s e
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BENTUK W.D.
NOMOT o venvoenssvsrooscansssvosss
(10711 T F EEERER R
Hal : Pendattaran Tanah Wakatf yang
' tcr]adl'sebelurr: keluarnys PP
Nomor 28 Tahun 1977

: Kepada
Yth. Kepsla Kantor

U| san Agamsa Kecamatan

d‘_xﬁmmm BAWU .. o.een

|
-;JAYJ‘m SELATAR . ...
Assalamu’alalkum Wr, Wb, _ ' ‘ ;

Dengan Inl says
Nama lengkap 1)

1 JSTARIFY.BOSEIH.BAPs . ...... e e s
Tempst lahir/umur : .Jekartm,.18.0ktobex.1943.. ... ...
Agama D ¢ ) T T .
Kewarganagaraan : JInQenesde, L, R
Tempat tinggal ¢ .XKpes.Xromad .RTe 034/05 Jals .Cililditan.

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tansh yang berupa sswsh, pakanngan,' kebon atsu tambak 2)
Sertifikat/Persil 2) nomor -

Kelas Desa
Ukuran panjang

lebar

lues -
terletak dl :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya 2)
Propinsi/Setirgkst
dengan batas-batas :
Sebelah timur

) barat

Utara

selatan
Yang sekarang dikelola oleh
sdalah tansh wakaf untuk 3)

Bearsama Inlsaya sert

A—WW‘“M\Q perwakafan tanah millk tersebut.
Hal Inl saya campatkar{untuk didaftarkan sebagal tanah wakat

Wassalam,

Inknria, ©PODXUeRi 4993,

Yang mpndﬂ%
' .

Catatan ©

V) Untuk nama lengkap inl dimaksudkan salsh satu darl nadzlr, wakif atau ahil mr]myé anak keturunan nadzif atau
anggota masyarakat yang mengetahul bahwa t ;

anah tersebut adalah tanap o
2). Coret yang tidak pertu, ah wakaf atau Keéala esa. ‘
3). Diisl salah satu darl tujuan wakaf :
a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk masjid, langgar dan musholla
b. '

Keperluan umum termasuk dl dalamnys bidang pendidikan darj tingkat kanak-kanak, tingkat dasar t,amp al tingkut

tinggl sarta temp‘at penyantunan anak yatim platy, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesual
dangan ajarsn sgama lsism, '

Surat ini dimuat rangkap dus

lembar pertama untuk PPAIW
jembar kedua untuk arsip. . ;
-

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009




BERTUR W.X.

SURAZ KETEi’b\NGAH KEPALA DESA _ .
TENTANG PE'RWAKAFAN TARAW MILIK

Jenganitliazyes Kegole Oese L. . PEEOBQBERG ..o vnv i TR B R

Tengrengvan Lahvee tanah

Lirepa. _ L : s:mh,pckzranga'r.','r.cbun alzu lzr"lnbekl)
Fuesilnerm s . : k ..... e
. Ne.as Do e % 00000 B i
:!‘.Uran:;;:_;i;ng : O I ...........:..- ...................
et DR T . . AN R

1las & . ;_‘:‘,7@.5.85:.69._52.2:...._.., ................... .

bupaten,Nolamalyd 1) ) A Jakar't.a..'Sglatan\.'. ‘. ..................
Tiopinst . - *ﬂ’uI-Jakarte!

tlalzh berzr t2neh woakall

Demirizalah azar.menjedikan meklum bagi yang bersepentingan,

Yooy s '2/01‘:857.1
Tgle s O Deousbar 1992

st DrrCH. SOETOMD
Kiitringonts N1P: 010044949
4/ )

. . /....%- o . .
1 i?-}?"‘,\ AL yb/'n; tidak perlu, ' N

Ditenoh waksf tersebut diatas berdird:
schush bengunean Mushollah, :

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



BENTUK W.7,

——

KANTOR URUSAN AGAMA . Cbe L
KECAMATAN..m.m;u....nu ' * l .

T : Jnoria,, 29 nom..msp.... :
l;Joc_nor : “MP.%... : Kepnda

tamp. : A .(ntn)m e Yth. Kepata Kantos Pertanahan
-t Pendaftaran tansh wakaf, Kabupaten / Kotamadya
! e Jh:ta Salatan . .
di -
° -Y 4..’:. ARZA .

Dengan hormqt,

Bersama ini kaml sampaikan berkas permohonm pendaftaran tanah wakal dengan
- lamplran sebagal buikut :

l: SI;rat pecmohonan konversi/penegasan hak.
2, Surat bukti pemilikan tanah,

3. Akta dkrar Wakaf, ;
4. Surat pengesshan Nadair, )

Demikianlah, selanjutnya  mohon dicapat Pada buku tapah dan sertifikatnya.

" Terima kasih,

R, BODJALY. 23,

'0'l‘l'..‘.'.O.‘.l..O.l.o,

‘ \
..mpz.tmw%.-:.....'.... |

~ TEMBUSAN : smmvie Jelaten
. Kepals Kantor Oepartemen Aglma'Klbupmn/Kodyl J ‘

"
R R T T e
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P

Sonin

Pada harl Ini, harl

BENTUK W.5.
SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nonvor 3. 66[111/93 . ’l;)hl..ln L1993
unwoa.m 1‘"3 .. Hostau angpal e.9 .w ‘”S.M Kaml Kepals

.- Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakal wilayah kacamaton KODKYOTOD BAXS. . ... ... Kibupaten/

. Koumadya Jokarts, S0lxtan
{ penelltian sepertunys, mengesahkan :
B

Nama lengkap
Tanggal lahirfumur
Agama

Pekerjaan
Kewarganagaraan
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadazir sebagai

2. Nama lengkap

Yanggal lahir /Jumur
Agamas
Pekerjazn
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

. Jabatan dalam Nadzir sebagai

3. Nama lengkap

Tanggs! lahir/umur
Agama

Pekei Jaan
Xewarganegarasn
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzis sebagai

4. Nam3 lengkap

Tanggal Vahir/Jumur
Agamas
Pekerjazn
Kev:z-ganegaraan
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai

S. Nama lengkap

Tanggal lahir /umr
Agam?
Pekerjaan
Y.e\'&a(ganeganan
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzie sebagai

sobagai Nadzir atas tanah wakal yang \erﬂ&euk di Desa
Solndan

Kabupaten/Kotamadya V. O

Swa;’pgngcuhan ini berlaku sejak tanggal disahkan,

Keterangan

"\, A#ll Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkUtans"
% Lembar Ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kodya,

d Arslip.

" oae

...........

Propingi TET . JEXATMS, ... ...l seteleh mengadaken

-lna-.W‘B’hﬁti0""""""""'!0 LI R NI T Y .
Jekarte, 31, Dosambar, 1930, 11T

. PRI N A TR,
O, e R,
R :- - 2 <1 SN e e e,
A .| oin...... .

71, Dipsh, Kabuy. ROIZ/01 Keltrehan Doteceens,

UOMISEAD SAIS AWML,
10 Yobroewd 9528 T T
Teaey .
CoXaNam U T,
FT006/05 Xulurahisn Potegegan Yobayeran Texde | |
Al e,
-mnm‘]w' ------------------------ L I Y
31 Haved ' 1949.. ..............
Iatem S e by en v reean e
Indedaaly " S
E2008/07 oY Paloorol Jekaves Bordte T
POW ........ chammg IOMM
....................... P(ooimi....J..........................
JAKARTA
[¥]
§ ol e
.|. . !
RN

—

<X e - }:/ if

Y im0 /1, -RONVALT RS
RN A errreeeeines)
N CAMN o -

N‘P.vtl:l.'ii‘:."?IQUIO"

-’

> Iakow 50}
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IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dl bawah inl saya : :
'Nama lengkap v HGHUSIR ADY, BHe. ... ool cevees
Tempat dan tanggal lahir/umur I T D . .
Agama o dsdeme e e e
pekerjaan . . [ .P.ep.g.a.o-a?-a.‘. . Gt et e e e .o . vee
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) T e reveadeseraesrrraeas e Ceerares
Kewarganegaraaﬂ HE .I.n.dxop.e.sif\' ........... T S Y
Tempat tinggal . S ;zg.ﬁgiiﬁ;rggﬁégﬁ Kﬁthﬁﬁﬁ& Kusume. . . .
Bertindak untuk dan atas nama : Hakif.T ............. . .
Pada hari ini ' . JKemdse L de v Ceeene
:anggal ' ;. A Jenpari. 19931, (2], Rajab. 1413.H) ... ..
dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya : :
: berunz 1) ; -, Tenoh Pekarongan, . L.
Sertifikat/Persil 2) nomor Y A . . . A ... ... .. ..........
“Kelas Desa S 05000000 o NG co oo N o NN
Ukuran panjang ' T L S . ................
lebar R 2 |
) fuas 3 7?586’60' ................................
Terletak di :- ’
Desa .n L KoleTetogogan, L.
Kecamatan o ’ .Kebayoran Baru. . ... ...l
Kabupaten/Kotamadya 2) : . .Jekerta Selatan, ... ... ...
Propinsi ‘ . KT Jekarta. .
. dengan batas-batas :
? Sebelah timur : .JKomplekg Bank, ....... ... ... ... e
) ’ barat : . ..Jalen Nipsh, =~ el e ‘e
utara . . . Jalen Nipah. N
selatan : , Mekam Blok P, .

Untuk keperluan 3)

..........................................

Nama lengkap . JAMMAD ALYDRUS. . ... .. .. ....... .. .. ... ...
Tanggal lahir/umur : . .Jakarta, 31 Descember 1930.. . .,

Agama ., Xslem. e .
Pekerjaan 1 Buruh. ............................. Ceaane .
Jabatan dalam nadzir I T T TS I T
Kewarganegaraan JIndonesia. .
Tempat tinggal

+ J1o, Nipsh Kubnr, RT.012/01. Kol,. Petogogan. -
. Xoos Kebayoran Barw Jekarts Selatan,......
Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan
Kebayoran, Barp

...................... Ne s o v e @

............ v v.... Kabupaten/Kotamadya 2) ..Jakarta. Selatan.......ooo s

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



BENTUK W.1.

Propinsi MJNRTA

eeterieiiiieissses.. . dengan disaksikan oleh saksl-saksi :

1. Nama lengkap v BALIE BIN BBMANG ... e
Tanggal lahlr/umur ; Jakexta, 21 Deseqber 1938, ... .......
Agama R L 3 T R
Pekerjaan o Kamymwan, .
Jabatan T e e eireeeaaes
Kewarganegaraan v Indonesta. L e .
Tempat tinggal :

Kp3 Poidak’ AranKeld Peplsk Karya = .3
Keos: Pendsk AT ARANESTAIG) bl ... sieea.nn.
! .

2. Nama lengkap ! MOOHAMMAD JALS ABDAG, * ntror coroee cesasan
Tanggal lahir/umur : Brunel, 10 Pebruari. 1928...... . ccieiveeans
Agama : .I.B.l.a.m.'.., - ”'. . ..:.....'...... ..... e
Pekerjaan ; Dogenge . ... y.. B A ... Ceeeeeeens
Jabatan D e eieeiienaaeae . [ .. A Ceseneenes
Kewarganegaraan : Indonesip, ;

Tempat tinggz! Kels. Petopogan, RTy, 006/06.Kegs K ebys Baru..

Jakarie. Selatan.
krar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar.penama untuk Nadzir,
Lembar kedua untuk PPAIW
Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksanaan pihak lain.

o . Jekartp,. . 29 ){z}re‘;

e A LE 6
<=y

(..4% : .
H. HUSIN ADY, BH.
i

Saksi-saksi :

——

1. He.- SALIM: B, -USHUAN. (

.....

Méngetahui

R B T
. / et ala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
2. MOGH, JAIS ABBAJ ( ., //,‘:—‘:-—"’ﬁ’f PASAL "opabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

......

wip £ 154,291 450 L

Keterangan : \
2). Coret yang tidak perlu,

i
i
(X3 . ‘
1). Diisi salah satu darl sawah, pekarangan, kebun atau tambak, i
3). Diisi salah satu dar| tujuan wakaf, :

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjld, langgar dan musholla,

b. Kepertuan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dar tingkat kanak-kanak, tingkat
dasar sampal tingkat tinggl serta tempat penyantunan anak yatim platu; tuna netra, tuna wisma
atau keperluan umum lainnya sesual dengan ajaran agama lslam,

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



AKTA PENGGANT! AKTA |KRAR WAKAF
Nomor .| 66/ITT/93. Tahun: ..1993s....

.‘:/
. 5, Syawal ..A413He 39.. Yaret ~ 1993e
Pada hari ini, hari SRR ., o anggal < v vat, - e o o7 Hoatau tonggal Lol e
PR . .. M. datang menghadap kepada kami, nama . He. RODJALL. H3a... Kepala Kantor Urusan Agama Keca-

matan .Kebayoran.Baru. ... . selaku Pejabat Pambuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Keby. Bar. .. Kabupaten/
Kotmadya 1) - Jakarta-Selaban. . - yang oleh Menteri Agama dengan peraturanays Nomor | Tahun 1978 pasal 16
ayat 2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta ‘Penggantl Akta Ikrar Wakaf wilayah K?camalan K@‘?wﬂ‘a{l, Beru..
dangan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenalf
diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan didalam akta pengganti Ini :

1. . Nama lengkap . Hy HUSIN ADY, SHy . ... ...................
Tempat dan tanggal lahir 9 6000000000000C BN ¢+ s s s ar s e e eaeee e .
Agama ' : . Islame L, T e
Pekerjaan . PengegaTee. ... e
Jabatan : -, Indonesia. . ........ . ..............
Kewarganegaraan . Xpe.BoH BT .008/02 Kel, Wi ji\Y%.K‘}?W&_ ..
Tempat tinggal . Keo, Petamburen Jekarta Barav. .
Sebagai 2) . ”“kif e v o o RN . B . . . - N S

telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :

Berupa 3) Tangh -PoKATalgoNe e o« v v v v o v o n v toennnann
Persil nomor S AR e Y. 4. . ...
Kelas Desa P et AN ...
Ukuran panjang ' P 102 PO < L Ot SR S
lebar Bme. . T
luas 15863 .00 M2« . ... I, ...............

Tedetak di : ]
Desa . Kels Retosogens ... .. ... oy 37
Kecamatan . Kehayoren .Baru, = L et
Kabupaten/Kotamadya 1) Jakarta Selakene......... e
- Propinsi IKI Jekertae . ...
Dengan batas-batas : '

5:_ Sebelah timur . KOmMRLEKT BaNKae «vvvvveneene o ennnnan

barat . Jmlen NERENe i

E utara ' . Jelan Mipahe = L.

. selatan Mekam Blok Po ... . ... ...,
“Untuk keperuan 4) . Musholah Arrofikur Rohdim, .~
dengan disaksikan oleh saksi-saksi : . '. ’

. 1. Namalengkap ;o oHy, SMJW.'BIN U-SW.' e et e e e e e
Aoama | s 21 Doembe 9B
Pekerjaan : KWW“" ''''''''
Jabatan OO e ORI
Kewarganegaraan . -Indenssla. ' N
Tempat tinggal . Kpo yPendek Aren RTe '02'/0'1- Kol P-?}}.q-ok' ..

\, Aren XKeg. Pendek Aten Tangerang.
R R VI . wee <

v

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



ah tersebut adalah wakaf dari :

| BENTUK W23,

3, MNama lengkap . . HOSHAMMAD, FATS, ABBABA. o ov v vrnreennn,
Tanggal Iahirfumur : .?F}llf‘.e.i 10, Pebruart, 1928, . v v i
Agama : Isam..."\‘
Pekerjaan D?Sﬁngp.,
Jabatan : —,
Kewarganegaraan : Iodonwia...................|
Tempat tinggal : .‘.(?.12.P°t°5°6°‘.‘.5‘?..9.. 9.6.K9°.~.‘.(eb)f~ Baru

: Jakarta Selatan, l'

sh wvakaf tersebut diurus oleh Nadzir : ’ |

Nama lengkap 5) L AUMAD, ATYDRUS........... S R

Tanggal lahic/umur . . Jakarta, 31 Desember 19392.4

Agami : Iaa’“'l .....

Pekerjaan - ) . Bumh. .....

Jabatan R . . - - -l cees

Kewarganegaraan : ,Indonesia,

Tempat tinoaal .1 Ndpah Kubur Rbe 012704 Kel. "Petogogan

e s s 000

XKec, Keby, Baru .Jelsm.e.%el.a’ee}m \.....

Nama - + HARIR ARRULLAY HAIDIR Lalmgrhum)e | .. cee
Tempat tinggal 5N o NPT e u e NIRE o AN T
Y ang diwakafkan pada tahun o M3

------------------------

ta Pengganti Akta Ikras Wakaf ini dibuat rangkap tiga :
nbar pertama disimpan oleh PPAIW,

nbar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati Kepala Daerah cq Képgla Subdit Agreria.
nbar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tansh wakaf tersebut,

SYARLEF HUHN BAP

ksi-saksi ¢
Vo SALIM.B. USMAN...

Yang mendaftarkan

l.r N*I }_is.

....................

eterangan

Coret yang tidak peru,

Oiisi salah satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetshui
bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Des,

). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak,
). Diisi salah satu dari tujuan wakaf,

3 Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musholla,

b, Kepeduan umum termasuk bidang pendidikan dar tingkat Xanak-kanak, tingkat dasar sampal tingkat linggi ssrta
tempat penyantunan anak yatim piatu tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lamnya sesual dengzn tujuan
djaran agama Islam, _ ~ '

3)

.- Kalau Nadzir Badan Hukum, maka yany bertindak dalam hal Ini ialah Ketua/Sukretaris/Bendaharanya,dengan menunjuk-
kan dan menyerahkan susupan pengurusnya,

Mlam mondatrarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3 ini harus disortakan surst tanah, surat keterangan Kepala Dess

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



- uRaT PrRmyATAAN
| KETERANGAN IKEMAIYAM .

y4~6" BERTANIA TANEAAs D/ BAWAH IA17, SA yA

MAME  : AMINAH -
Ps&é@/AAM L (Bl RumAl TAMEGA .
ALAMAT 2 Jl, MIPAH KUBUR , BLok &~V
R7. 012 Rul.of KEL PEr0EOGAR
- KEB . BARY — FANCARTE SELATALL -
\Jé@As_M'MWM O7ERS AL . WA/ A//Mfw AlayrReS, —
DENIGAN) I SAYA MEMBERIIAN PG?MXAM [/ KETERAE Ay
YANE SESYMGBuuriya , BANWA STAM U SAYA N ANG ALAIMAALY,
| TERSEBUT I/ATAS BENAR TECAH WaLur, PAna TAGEAL & I8 2
KIGF DANS JEWAZAHMYA S7 MAKAMIAAS }1’@%645/' Mus ol Ca
| 'MRO/-‘&/&RM//A " Tl ALpAH KuBaR RT: o1 f01 ICelurRan.
PETOGoG A - ' ' .
o DEMII A1 LA SCORAT ALy A TAARS [ ATETERAL E AR 7RI, Lay
B BC’A?‘ DENG Ans ;PEBENAR-JGEfJA&NyA,JG&'?A—/./ZE??'.‘)/A/QA A
kffssfwr/ku ALAZ/R JPENCURLS TAN A !M&—A,t “ans Sy
R/F“"" ABLUUNKY AL Q1D . arpatf KUBUR RT 012 RWS -0
K’G,Z' P E70606Ax,, MMA.KG/AAOA ,0/#44(‘ VANGE RERKEPEAL
TN & ats <{Iwa Oty B PND CLAITUR AAEA/G ETA #tr1” AbAAY,

VAKARTA,; 1 Funt 200z

.<#.,s(z/s/}v ADy ALAYORuS SHD.
KEL OIS A AA «
AAEMGBE 7A HUt) Ay

Aerrca R7: ar2 /0Z. f:f

to

Y

frorrm——e . e e

KEL ¢ t'.‘f".'-f.\f-,oi".‘é. /
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\
\
URAT KETERANG FMBERTAN KUASA.

Yang bertanda tangan dibawah ini, S

Nanma : H.HUSIN ADY ALAYDRUS SH.
Pekerjaan : Pengacara
Al amat :

Jl.,Masjid Nurul Iman I No.24A RT.008/02

Kelurahan Durl Kosambi Ceng_kareng
Jakarta Barat,

Kami atas.nama Wakif dan selaku Ketua Peng\lrus Tanah Pemakaman-

Wakaf “Syarifah Habib Abdullah Al-Aidid" yang berlokasi dilingkun gan
RT.Ol2 RW,01 Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru';Jakarta Selatan,Maka
dengan ini Kami nenunjuk dan mengangkat serta mé.mberi. Kuasa selaku -
NAZIR/Pemelihara Tanah Pemakaman Wakaf,dan sekaligus sebagai Ketua-
Musholla yang berada diatas Tanah Pemakaman Wakaf tersebut, kepada

N amna : HM.Mustar H,Saabah
Pekerjaan + Guru Mengaji |
Alamat : Jl.Nipah Kubur No.l RT.012/01 Xel.Petogogan

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170.

Yang selanjutnya menggantikan Almarhum Bapak Achmad Alaydrus
selaku Ketua Pengwrus Pemakaman yang telsh Wafat.

Demikian Surat Keterangan Pengangkatan Selaku NAZIR/ Pemelihara’
Tanah Pemakaman Wakaf, yang Kami buat dengan sesungguhnya.

Maka kepada Instansi Yang berwenang untuk mengetahui adanya.

Jakarta, 13 Juni 2001.

A/N.Wekif/Pengurus Tanah Wakaf
"Syarifah Habib Abdullzh Al-Aidid"

Yang diberi Kuasa . Yang. me'r?njg‘igi Kuasa

34 107

\~—~—*::£::TJ'

. ) ‘\:: 1.:? . 30 ‘
v . . c__ l.\'\l i )\{ Npum%
(H.M.Mustar H,Saabah).

(K HUSIN ADY ALAYPRUS sH).

-

o Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



4
; H PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA :
ROTAMADY A | oI NAER SELATAN 00 OAKARTA SERIIA
KECAMATAN  : ... KEBAYOHAN BARU No. 467357
KELURAHAN :...DETOGOGAN Model P PM.1WNI
Kode Kel. |

Jalan ¥iJaya. Iimur Raya No,1 Telp. 12790654 ..

|
[
]
|
SURAT - TERANGAN \
Nomor : l ?/1 .755,09/2001 :

Yang bertanda tangan di bawah'ini Lurah: ....Petogogan

W Sy
Tempat/Tanggal Lahir : ....Bogor,..18...Jund...1957. ...~
Jenis Kelamin : Laki-laki/Regempuan .
Agama RN ) oo
No. KTP/SKTLD  :....09,5307..1506557.0Q489.. ... 77"
N D Do ot O SR T
_ ...Xelurahan.Petogogan. Kecamatan. Kebayoras Baru .
Pckerjaan TR § S 30 OO OO
Maksud/Keperluan N\ a ma...it.ab....Cii.aiia..ﬁ...ﬁ.d:@.lﬁb...b.'.a.?fl.?é.l."...X‘!?.?Eé:::}:\iémi yang

N_ama :,H' HUSIN ADY---JALAXDRUS,---SH-,---,"--Sura"tr-Keterangan...ini.. diberik

untuk mengurus NADZIR Femakaman Wakaf Nipah Kubur,-——____
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Tanda tangan ybs.
Jnets s 7T
_— et

A JUHAMAD MUSTAR,
( )

A
3 Juni: 2001

NO. L TR
Mengetahui ; A
Camat........ ... . . ... eeiiannes
( ) |
NIP/NRK l‘
[TIDAK DIPUNGUT BAYARAN |

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



SURAT KETERANGAN PFMBERTAN TUGAS. ’

¥Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : H.Husin Ady Alaydrus SH.
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl.Masjid Nurul Iman I No.24A RT.008/02

Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng.
Jakarta Barat.

Kami atas nama Wakif dan selaku Ketua Pengurus Tanah Pemaka
man Wakaf "Syarifah Habib Abdullah Al-Aidid" yang berlokasi dili
. ngkungan RT,012 RW.Ol Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, Maka dengan ini Kami menunjuk dan mengangkat serta mem-
beri tugas selaku Sekretarig Nazir Tanah Pemakaman Wakaf tersebu

kepadaj;
N ama : Kanil Yusuf S.
Peker jaan : Karyawan ‘
Alamat : Pejaten Timur RT.O004 RW.06

Kelurahan Peajaten Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Yang selanjutnya menggantikan Almarhum YUSUF SEHBUBAKAR se:
ku Sekretaris Pengurus Pemakaman yang telah Wafat.

Demikian Surat Keterangan Pemberian Tugas Selaku Sekretari;
Nazir Tanah Pemakaman Wakaf, yang Kami buat dengan sesungguhnya.
Maka kepada Instansi yang berwenang untuk mengetahui adanya.

Jakarta, 13 Juni 2001

A/N,Wakif/Pengurus Tanah Wakaf
"Syarifah Habib Abdullah Al-Aidic

Yang diberi tugas

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakal wilayah Kecamatan Hebayoran Baru
mengadakan penelitian seperlunya, menpesahkan ¢ :

1.

Pada harl ipi, hari 58188

Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur
Agama

- Pekerjaan

Kewarganegaraan
Tempat tinggal

.Jabatan dalam Nadzir sebagai

Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur
Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

. Jabatan dalam Nadzir sgbagai

Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur
Agama - .

. Pekerjaan

Kewarganegaraan -
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai
Nama lengkap

Tangyal lahic/Umur
Agama

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai

Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur
Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Jabatan dalam:Nadzir sebagai

sebagai Nadzir atas tanah w

Kzbupaten/Kotamadya

BENTUK W,

SURAT PENGESAHAN NADZIR -

...............................

S

...... .kami Kepala
................ setelah

---------------------------------

..........................................

-------------------

------------
--------------
.......................................

...............................

‘pe'jaten Timup ‘RtDO4,/06 " T
‘LeX P&jeten’ Tinty ‘Ked. Pasay 'minggu
".'.'-“'SEKRI;‘DARI‘S .;; .......................

.
Soothe s oo s o000 000’ 0800000000000 caesens

SYARI? HUSEIN BAP. = '\ ./
Jakdrta, 18 Uktobsr 194317
SR AR AR I O S PR

........

-----

i BERDAHARA ‘arr fr e e s

® aie 006 0 s L 0600660060600 0060coe o5t 0000eooseasaose

JOCHAYMAD "JAYS 'ABBAS. 77734l

.....

‘KLUO6705 ‘Kél. 'Pétbj;égau """"""""""
‘Reodiétad ‘Rbbdyorad ‘Bayu " " e
:...'E.:::!t.:'bTA...-:- ------ AREAAA . qu.’..‘-. .......

----------------------------

ABUBAKAR SHAHAB. '
Al ;éf?,c:.igw..........:.'.-l(
:Ioal.a.n:. "‘.I.l.lioltl. lllllllllllll

...............................

....................

-------------------

------------------------------------------------

................

...............................

O erenns

fidn K DAY O PAR ‘Bar
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ETEN

.~

D a Vs Stwid a

TR LW AT ALY LAY

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELAf[‘AN

Jalan Trunojoyo No. 1, Telp. 7393788 .‘

T Jakarta Selatan \ )
W—————_—-—_m
|
Daftar  : Hadir dan Penprimaan  flonorarium Panitia
Pemeriksaan Tardah (Panitia A dalam tugag
Pemeriksaan Tangh), sesuai dengan SK Kepala
BPN No. |2 Talum 1992,

A. Hari s Tanggal : . i
B. Waktu T 13.00 WIB \|

C. Tempat “Letak Tanah  :  Jalan Nipah Kubur RT, 012 t’\\ 0]
Kel. Peiogogan '
Kee. Kebavoran Baru i

1. Pemohon TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

A T Nama ; Jabatan | Kedudukandim | Banyak |
e . Panitia Honorarium: .
n \,xmm rf\.\uu\n SH. | Staf PHT Ketua’Anggota | Rp. 2501 i 1. (%
i
' I
| KUSNANJAR. BE. Staf P&PT i Anggola Rp. 2,500~ i 2. ¢ cen)
., .
i T SUMARIANTO Kasubsi PPT Angeota Rp.2spb- VA .. 4.2,
! Ir. DAHRIZIAL SYOFYAN [ Kasie PGT  Anggotz Rp. 2.500,- !
° P [] ' .
, .
i HAIRUDDIN ANWAR Lurah Petogogan Angpota 7y Rp. 2500.-
] . 3 . '
i i ‘
tSUAWARNO ; Staf PHT Anggots Rp. 2.300,- i 6. (_ e T
g. Hduala Rp. 15,000 | i
MENGETAUUL ; Jakarta, ... . 2001

.-\.\’ . KEPATLA KANTOR PERTANAHAN AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
' JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN
KEPAL A SERSI HAK-HAK ATAS TANAH Bendaharawan Khusus.
("KIETUA PANITIA™) .

(HARDJONO, SH ) (INARYATUN)
NTP. 010164657 NIP. 010071667 )
Kwilansi . Tgl

Nn
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_ 1.
© HARUDDIN ANWAR 5.
SUWARNO 6.

I ESIMPULAN

1. Bahwa permohonan terscbut dapat diluluskan dengan Pemberian Hak Mxhk

- 2. Balwa pemberian Hak Milik yang dimohon itu hendaknya disertai syarat — syarat :

!

3. DBahwa atau melihat letak dan keadaan tapahnya, maka dmsulkan unfuk mcmba\'ar vang pemasukan
kcpada Negara berdasarkan harga Dasar sctempat { -) sebesar Rp. 0 (nol rupiah) permeter
persegi. ,

4.

Bahwa zanti rupi tersebut hendaknya d\lcrluk'm unluk dibayay sckahgusldcng'm sceiwa angsuran waki 6
(cnam) bulan.

#niKian Pcmcnksaan ini telah kami buat pada tanggal tersebut dalam rangkap

b ti (dua) untuk dlpcrgunakan
i agaimana mestinya. _

# PANITIA PEMERINS A4 TANAH TERSEBUT

: - Nama

7 11 NADJIB TAMAM, SH

1.
RNUSNANIAR. BE. 2.
‘S THARJANTO

I, DAIIRIZIAL SYOFY AN
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N Nz
253 =

1537 alg . YAYASAN

e & <
a3 o Nomor: 13%.

jol2 = =% | : .

'\5 % ﬁ“"/-f‘ada hari ini, Oenin tanggal. enam April seribu sembilar
™ R N 1% |ratus delapanpuluh tujuh (&4 1927)) menghadap kepada st
wY o hy ) 3 s '
Tz i - — ya, POERKON KARIM, berdasarkan surat l'enetapan Hakim Pe

R | g%& .ailan Megeri Jakarta Iusat, tertenrmal enambelas- Peb

2 r 1 |l=< .
-g M o 2 ri seribu sembilanratus delapsnpuluh tujuh (16-2-1987)
Iz <X . . .

SN 4 LQ ' \F_y] nomor O4/CN/I'DT/P/1987, peam(;anti darl tuan MUDIYOMO, N¢
. -7 ] : . . U : n -
332 - taris di Jakerta, dengan dihadiri oleh parn seksl yang
i > : . —namz da -
438 3 s saya, Notaris kenal dan akon disebyt nama-namanya pa
v 2 oa - : :

228 3 > bopian akhir akte ini .
_uan JUSEIN RIN ABUBAKA ALAYDIUS) keryowan Hotaris, D
Ptempat tinggal di Jakarta, Jalan Hsye Condet nomor 33 .

\
| ;
PR .0%-:00 .09, Cililitan, Jakarta 'n‘n.rlm)r‘;"".".—’—"——

L] -
‘—=dalam hsl ini menurut keteraan?“ni""‘- bertindak

1.

e e e e =

—

A. untuk diri eendiri;- ..—

! ! SR atas
ib. relp¥u kuasa lison dari dan karenaega untuk den

p Lo : .+ puna menang
nema serta soberapn poriu mencuatian eixrs B
A (54

. e
.

‘punp dan menjamin kepent.ingan  tuan-tuan

L

‘1. Incinyur ALL BIN ABUBaiA: BIH SHATABG——

@/v Hadi MUSIN ADY BIN Uil AeAVESUS Serjana Hhikuns —

\Q, YULUT ILERIBAKAR e

) ANMAD BTN UMA™ ALAYDRUS s e e e

IS, MALTH BIN ULHAN ALAIDITS - -

4 | |64 ADUBAKAY BIN ABDULLAR BIN SHAIRE; —rre—

ggr'g‘éégé%a;jﬁ;;;i : \ '7.‘ FUMANAD DIN ARDULRAUFAR ALALAGS ‘ -

e R Sk '8‘ Doktorandus llaji MUILANAD JALS ABBASS T
. -Penfr,{mdnp bertindak scbagaiwana tersebut diatas menered

‘:'l‘.’ Ly \ \‘kn‘n denga;’llini, bahwa dengan uang 5ehesal Rp,50.000.- —
‘: (limapuluh ribu mhiut}),

\
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" i
yang tolah dipisahkan dari kckayaan mercka, dengan ini -.

) mendirikan suatu Yayasan dengan momakai angiaran dasar s.
bagai borikut : : -

NAMA DAN T+MPAT KWDUDUKAN

~ Pagal 1.~ I S

WAN SYARIFAH, berkedudukan di J akarts , dengan mempunyal
Cabang~c abang/perwakilan-p erwakilan dit empat-tempat lain

yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan persetuju

an Badan l'endiri.-

’

LAMANYA BRERDIRI
- Pasal Qe= - - e -

-Yayasan ini dimulai pada hari dan tangpral akte ini dita

da tangani dan di_.diriknn untuk suatu walitu yang lamenyn

tidak diténtukan terlebih dAhULU .= --mi—commimmmem o —
A 2 A S ___

~ Pasal 3.-

~Yayossan ini berazaskan PANCA UILA sebagnimana tercantum

dalam pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 (scribu sembila
ratus empatpuluh lima).-

- o— e wmese s

MAKCUD DAN TUJUAN

= Pasal Be= e e

-Malcsud dan tujuan Yayasen ini, ialah :

o

glemelihara. mengembangkan dan melenjutlan Amaliyah Tane

Wakaf Wan Syarifah yang terletak di sclurahan Petogegar

Q—}lemelihara, mengembangkan dan memanfaatkan serta memp¢

{ baiki Mushollah yang telah ada yang bernama: NMUSIIOLIAH

'\MROI"IQ(Di{BA}IIM, terletak di . - tnnéwh wakaf kopunjaan .

Vian “yarifah,

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009

-Yayasan ini diberi nama: YAYATAN AMATLIYAH ARROFIQORRAHI: -

RT.012/01 Kecamatan Kebayoren Baru, Jaknrta “elatan; —-.



./r-l‘ueninskatkan rasa nolidax::i.‘-taé sosial. terhadap ummat Islam

khususnﬁm dan menjungjung tinggi raqi-,a kemanusiaan pada --

umumnya § - e
1

----- — : U S A H A e .

- Pasal 5.,= - mm e

-Untuk mnncapal maksud dan tujuen sebarnimena tersebut da-

lam pasal 4 diatas, Yaynsan ini berusaha

a. liembentuk dan mendirikan fambaga iendidikan Islam seperx
i ti: l!adrasnh-u;adraanh dinulai dari tinpkat Vaman kanak-

lkanak, fiekolah Dasar Islam (Ibtidaiyanh), ‘rhanawiyah, -—-

Aliyah sampai kepada Perguruan Tinggi.
lo. Mendirikan HMajlis Taklim;

Ic o Membantu fakir miskin dan yatim piatuj- - -

ld . llembina keschatan dan kesejahteraan para keluarga:yané;"-

| ticak mempu;- — e -
‘w. Beruasaha mengadakan Bmmb:ma—lcnbni}a Ileterampilan dan =—-
Jenyuluhan gosial terhadap umpmat Ialam agar bisa mandi -

' ri;_ . ) . ! ) . e -

If. Flembentuk usaha-usaha lain yang tidak bertentangan de -
| nean syariat ap;ama Islam, demi tercapai maksud dan-tu -
' Juan seperti disebut dalem pasal 4 diatase~.oom———

¢ eeeme———— . KEKAYAAN / KIUANGAN. . .-

- Pagal 6.- i

-Kekayaan/iieuangan Yayasan ini terdiri dnri :
, |
a. Modal pan{ikal sebesar Kp.50.000.~ (1ima puluh ribu
1 ) .
Tupiah). :
b. Pendapatan-pendapatan dari usaha ¥

ayasan; :

c. lumbangan-pumbangan dari manapun juse yang tidak mengi-
'

katj- ..

d. Hndiah-hadiah, wasiat-wasiat, hibah~hibah.dan hibah wa.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



./ . . i
* i 8lat yang tidak mengikat.-
BADAN PENGURUS  ~—revmeeos ouv

_:“ - Fagal 7.~ .- ry mem e e e + e o e oo

1, Yayasan ini diurus oleh suatu Bndan I'engurus yang ter-
diri dari seorang Ketua atau lebih, scorang.ilekrotaris
atau lebih, seorang Hendahara ntmu lobih dan beberapa-

orane: anpgota menurut bidang unah:n dnn keahliannya, di

" bawah pengavasun Badan Pendiri j— --—--- mee

2, :’mggota-ang;t:oto-Ba&an Pénp;urus dipilih dan diangkat «-

dalan kedudukannya masing-masing Es;ortn ditetapken oleh

| Bncianll‘end.iri untuk waktu 3(ti~a)| tahun.- __,.....___
3. I'fenyimpan:t dari jangka waktu pangnngkatennys masing—-ma
sing anprota Bazlan Penpurus dapat! diberhentikan olsh =
Badan ’endiri depgan alasan-n.lnsairu terlentu, antara --

Jain yong borsanﬁkutah harus diosngeil untuk diminta -~

.
keteranroannya.— s e -

ommee e KGABGGOTANT  BADAN  PIBOURUS o oo

| o e = Pasa.i 8.- A

|1~ Keanprotaan Baden Pengurus berakhir lkarepna ¢ ——==—~—

‘a. meninggal duniaj; - R

Y
b. atas permintaan sendiri meletakknan jabatannyaj -

'c. pemecatan atau alasan lain akak keputusan DBadan Fen-

l diri; e e
‘d. ditaruh dibawah pengampuan; L e

2, Pt_angan(r,katan-penc;dngkatan dan/atan pembarhentian-pom -

berhentian para anggota Badan Pengurun akan dilakukan-

oleh Badan Pendiri.~ -t oo L

3. Jika terjadi lowongan, maka pengangkaltan untuk menpisi
\l\lbwonrcan‘itu akan dilakukan oleh: Badan f‘endiri, akan -

_tetapi anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajulcan

..
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 rmtemmem et Er——— - $0® SO

[
]

| —— . —————— e

calon-calon wntuk mengisi lowonraniitu kepssla Badan .L-’é_n.
diri. .

Simemt . @ maamn s cwew

== KeMAJINAN DAl BRUAGARE BADAR JodbsiUkUyg == —-

-~~~ = Pagal Q.- —— A

Badan l'enrurus berkawajidan menpgusghakan tercapainya may

- aud dan tujuen Yayasan dan memelihora kekayaan Iayasan -

acoaik-baiknya dengen menrindahkan peraturan~peraturan -

turscbut dalam angraran dasar fayasan,-

L e e —— 4t vme b

UJadan l'onpgurus menga‘i:ur seperlunya dalam peraturan-pera-
turan .iumm{ Langra, sémua hal yans ticink atau tidak cu -
kup diatur dalam anggaran dasar ini, dengan mémbunt per-

aturan-poraturan yang: dipandang prrlu dan’ berguna untuk-

1nyaﬂnn.

3

Feraturan-peraturan yanp tersebut dalan ayat dinuka ini~

Eiclak holch bertentanean danfon angparen dasar dari Yaya

'7

N, ——

Piap-tiap tahun sekali, selambot-lambatnya dalam triwula
nartana dalam tahun berikutnya, lenmirus mengadskan lapo
roan veéntane lzeadanan Yayasan dalam tahuh yang lumpau.—

~fanoran mana diumumkan dengan solmnknya dan harus disa

kan oleh Badan iendiri,.- e

PINGURUS  iGRIAN e

- - Fasad 10,~— ' -

hetua, bersama~sama dengan dibantu olch scorang fekreta-—

. . ’ ' .
rls can seoranr Wlendahara merupakon lenrurus liarian dan

‘karenanya kewakili Yayasan ini di dglam den di luar Peng.

dilon tontan( sepala hal dan dalam s"(rnla kejadian denga)

hok untuk aelakukan segala perbunt.m dan tindakan baik -

)
yahe mengenad Denlﬁur_unan maupun ysnp menrenai penilikan,

akan tetapi dengan pomba.tasiz\n bahwa

f—_ :

S
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]
a., meminjam atau meminjamkan uangg atne rann Yaynsan (da—
lam had ihi tidak termasuk men(;a}!ibil uang Yayagsan ——-—
yrop disimpan di Bank-Bank atns reviening, ataun kredit-

' yeng telah dibuka)s-

l b, mombali, menjual atau dengan cara lain mnlepaskan -—-
atau mondapatkan harta tetap atnu momborstkannyas- —
cl. mengFadaikan barang-barang bergernk kepunyaan Yayasany

‘ -haruslah mendapat peractujuen tertvulis terlebih dahulu-

- | dari .bLadan fendiri.-

- ——————— e+ § St . — ot 4 & 48 ¢ @ © Ny — T

rengurus harian nenimpin pekerjaan schari-hari dari Yaya-
san Ann diwajibkan dalam manjalankon pekerjnan tersebuts -

Lertanigune Jawab kepada Badan fenpurus dan Badan ieadiri

AC7
.

“urat-aurat Felvar yang bersifat paating harus ditanda --

tangani olsh Zetun atau

wakilnya dsp hersame~sama deagan

. 82orAng elkretaris atau wakilnyas-~

——

-Lurat-surat wmengenai pengoluaren dan/atou penerinesen UWREg-
dari surat-surat lainnya yang berhubunean dengan keuanfan =
Yayasan, harus ditanda tongoni- oleh ietun stau wakilnya ber.
sama-sann dengan seorang, Bendaharn ‘h.ts\in waKILlNYA e~ e e

- o KSANGGOTAAN BADAN 1=;;i;¥)1n1

¢ e ata. e o - I’af’.al ll -«

~Anmeota Badan Fendiri terdiri darvi

1. Mereka ynne mendiriken Yayasan ini.-

$ >, ce e e LR L R -

2. a. navera yanq atas ugul seorang anpota indan Lendird -~
| dan disetujui oleh rapat angesota ladan i'endirig-
\ b. meraka yang monurut Badan l'endipi telah memberikan Ja

ra-jasa, baik morriel maupun matariel yang ’bel“g,unn ba

A A e em e e e ce i e e ) o s S————_ L

i Yayason,~ — coemommesee—e

‘3. l“enp;nn;_r,kéltan angrota Hadan Fendiri dilakukan dalam rapat

| khusus 3adsan Yendiri dengan ketentyan bahwa keputusannya

T —
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® corame o

./’

bila Jdianpgen perlu oleh neorany idtua atiu ummrsmg-ku- )

ransnya 1/5(8&1:\1 portira) dari. ;jnmlah mrrota yang, mome -
beritahukan kehendaknya itu gacara: iertulin kepada Ketua
bDi dalnm semun rapat, l\otua yanr menerene 1mpinan opa-
biln wtua tidak hadir, I‘impman dipepanm oleh wakilnya
dnan apabila wakilnya jugn tidak badir, rimpinen dipe —.
ran(; oleh scorengs yanit dipilih oleh dan 2ari antara me-

rabla vangs halir dalam raont.- :

Rapat Uptan Pengurus hanya sah apabila sokurang-kurang-

nya 1/2(actongah) dari para ones obanya hadir.-

Anabila yanr hadir tidak cukup, fetun ropat berhok me -
manFcil rapat bsru; sccepat-ccmntn:yﬂ dalam l(satu) ming
ru dan a<lapba H--lanl)at;nya dalan 2(dua) minpmu setelah -
rapat pertaita, dalar rapat mona dapoi diambil eputusan
dangan tidak m-:m.rr,ik;\t .‘luﬁxlah anprotn yans hadir.- — -

Liap--tinp angrota dalam rapat berhak nang 2luarkan satu

L334 R AF2 TN e
amua2 }’o-)u!,usan diambil demman suara terbanysk, "‘“‘"l"ti
hinnn kecuali dalam anmrarsn itunah Pan:pa ditentuksn —

cara lain.- , T

Apabila jumlah suars yanp satuju don tidek sctuju sama

banyaknya, maka diadakan undian.- ;===

BADAN = PoHNCANMAS + - e

-==- = Passl 1.~

Hadan 'encrawes terdiri dari« ooranp‘ anceota qtqu lobih

"W

¥an~ disngkat dan diborhentlkan olrah Bgdan Pendiri.- -
Badan Pengawas bertumas menpawaci f&adan renuruf.-_____ -
Iare ans:-*;ota Bnlan Penpawas baik bi_:rrsnmn—sama maupun -
énndtiri.-ﬁb{endiri, berhak getiap ‘wak‘i:'u kerja untuk meme-

i

rikaa cemala buku-buku, surat-surat dan lain-lain bs =

——— _ !
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)

ranpg-barang kepunyaan Yayasan, memcriksa dan mencocoklcaln
keadasn uang kas serta mamasuki segala runnran atau tem-
pnt yang dipergunakan atau dikuasai olah Ynynson dan me-

nrotahui semua tindakan yanp tolah dijalankan oleh Badan

'empurus ¢~ e e

‘ 4, Badan Feongurus diwajibkan memberikan nenjelnsan-poanjelas

an tontang hal-hal yang ditanyakan olech Unclah Pengawas -

untuk kepentingan pemcriksaan terscbut.-

cimmee P A H U R-B UK U S

. . - Pasal 15.,- - -rm—ee commimen o=

| l. 'l‘ahun'bu!.'u')_f_aymmn ini dimulai pnrln‘ nval Janurri sampai

* - rm—

dengan  tigapuluh satu Desenber tlap-—tlnp tahun.— == -
Bacan ienrurus divajibkan membuat laporan tahunan yang
di“"‘!iﬂkﬂn: beromna dengian perhituncsn Keuwangnn I:\ynnan
d.'.m po_-t'tang',r:\mf;mi Jasad lainnya unthk ¢iminta pengesahan

nFn e, Bo'an ) endiri.—~

N
o
")- Paonyg esnhan nla*‘ pernltunum F»-uang‘;a[ dan pertangmungan -

Jawab dmnk ud, adalah membébaskan [Pacdan tenpurus untuk .
serala tindakannya terhadap Yayns nn.(lalnn tnhun buku -—

yonr bersanglutan.-  -oeemsee——

tmem—=- . - PUKUBAHAN, TARMBAIUAN AN 1 J1HUBANAN

S

. o e 0 5 - Yasal 16.- . ’ e
Ffeaputusan untuk merubah dan menambah angi.aran dasar Ya—

yaran ini atau membubarkannya, hanya sah apabila disetu

\ Jjui olel rapat angpota Badan iendiri.- "“‘".‘;
4

ikeputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabi
1a"menu'rut pertimbangan Badun l'ondiri ternyata bLabwa ke
kc\-ynan' Yayasan telah habis atau nede}mikian kurangnya se
hingpa tidak cukup lagi untuk memem.!hi tujuan Yayasenj;-

e —— e CANA MENGGUNAKAN BIVA .}';aJ';:\YA/d'I

\
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-Apabila Ynyasan dibubarkan, moka daneon mengindahkan by -
nyi pnaal 1565 Kitab Undang-Unien~ ‘u‘ﬂm I'ordata, Badan -
Penpurus bcrkewajiban untulk monr-'r\'.:uri, nembareskan semua eo
huteni: Ynya9an dibawah pengawasan 2npan ! wmdiri, dan ais;_;
nya anrnbils ada diberikan kepada Uad‘ﬂ.n-.-!mc‘an yanm tu.jua_n..._'
nya anma dengan S8adan ini, kecuali aimbila rapat DLalan l<gn

. t
diri vaputnakan cara lain, tentang penepunrasn sisa kekaya-

en Yoynsan dengan menmindahken daaar tujuan Yoyasan.— ———

- PIEAMINALY Ut

-~ btapal 18.-

1, tepala hal yang btidek ataun tidnk én‘mp diatur dalan ang
| ravran dasar ini atau dalam anpearan cumab Tan(gaR raupun

dalam peraturan-peraturan laiaorre, dipatuskan oleh ra - -

pat Baitan Pendiri .-

T
L]

- o — —— g

I'onyimpenr dari ketentuan gane «itinbtukan dalan pasel 7 ,

d:n pnsal 11 diatns mengenai rnnﬂﬂhﬂvﬂtan “‘adan sengu — j

rugs, maka uatu% pertama .m'l_vn‘"\ niantkat sebagai : ' !

-n.\o.« "FENDIRI : .
1. ‘tuan Insinyur ALT BIN ABUMAKAR BTN SHAHAY; _
@ Puan ilaji UUSIN AOY BIN UMAR ALAYDRUX -.arjann lh_lkumz —
Do Tunn HYSEIN RIA ABUBAKAR ATAY.IUS; ———

“%. Tuan YUSUT -SHERUBAKAR =
5. Tuan AHMAB BIN UMAGK ALAYDHUSG - -——— -

G. taan SALIM BIR UsMAN ATAILI; -
7. Tean ABUBAKAR BIN ABOULTAH BTN SHAHAR; — '~

8. luan MUGANAD BT ABDULRARMAN ALATAS; v
9. Tuan ;)oklornmlun [aji I'UHAL AD T'\I.. LOBAS, .
~BADRN PENGURUS - e

@" etua PoHadi IUSIN ABY BTN UHAR ATAY-:UD Sarjana
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dihnuat Jan :lir.m].nzmnja.n di vakartn oaia hari dan tangeal -
sopcirti dissbuat pada swal akte ini, denae dibad iri oleh-

.tuan-tuqn LUILGIIR dan SUPARPA, kedua—luanya peravai kentor

Notax.‘is, bartempat tingeal di Jakarta, scbapei saksi-sakai

-l

'1#h aaya, Notaris, membacakan nkte ini kepada pengha-
dap dan para sek8i, maks segera penchacap, para saksi dan-

sayn, M ; . . . ————
ayn, Soteris meananda tanrani akkn ipil,- —— 7]

.

~Pibuab denran empat tambahen.— — e T
'\._"'"5"11 alkte ini telah ditanda tangani nccukupny&le —=-=-
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

NZANZA
NN,
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&

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPULIK INDONESIA
NOMOR : C-256.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Z
AV

Membaca

Surat permohonan dari Nolaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor 09/MW/PT.X1/2005
tanggal 17 Nopember 2005 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan

Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah dan Nomor 35/MW/PT.1/2006 tanggal 25
Januari 2006 perihal Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah.

AN
NN,

74N
N4

Menimbang Bahwa scielah dilakukan penelitian terhadap Akla Pendirian Yayasan® yang

Ps disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syara dan ketentuan
. peraturan perundang-undangan yaag bérlaku. schingga cukup beralasan untuk

W7
N

AN
N\t

memberikan pengesahan Akta Peadirian Yayasan tersebut.

AN
A

Mengingat : |. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tenlang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430). )
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o> %V
ANV

v/
N

4
\V

<O4¢

N

Surit Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum _Debanemen
. Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH

2004 tanggal 06 Desember 2004 tertang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

NN
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N
N
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MEMUTUSKAN

AN
NA

3
2

Menetapkan '.
PERTAMA

%
\/

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

N
N
N

-\}\3
26>

YAYASAN AMALIYAI{ ARROFIQORRAHIM “WAN SYARIFAH
NPWP : ¢62.411.240.1-005.000

N
AN
é’" N

0 {<¢§

AN

berkedudukan ai Jakarta, sesuai Akta Nomor 13 tanggal 06 April 1987 yang dibuat
oleh Poerkon Karim pengganti Notaris Mudiyomo berkedudukan di Jakarta, Akta
Nomor 102 tanggal 19 Oktober 2005 vang dibuat oleh Yana Valentina, SHMKN
pengganti Notaris Misahardi Wiiamarta, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta

Nomor 47 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta,
SH_berkedudukan di Jakarta.
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KEDUA
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Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai
berlaku sejak tanggal ditctapkan,

WA
N

Ditetapkan di Jakarta
_pada tanggal 09 Pebruari 2006
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
~ SEKRETARIAT KOTAMADYA

JI. Prapanca Raya No. 9 Telp. 72789171 - 72789 173 _
) . . : Kode Pos 12170

NOTA DINAS

Kepada - : Walikotamadya Jakaria Selatan

Dari . »Kabag Adm Sarana Perkotaan

Hal : Rapat masalah Tanah Wakaf JI. Prapanca

( Belakang Kantor Walikotamadya Jakarla Selatan)

Dasar : Undangan Sekretaris Kofamadya Jakarta Selatan

Peserta rapat : Hadir sesuai vndangan 1.Sdr. Huscin Alaydrus
: ’ ' 2.8dr. H.M.Mustar *

_ 3.8dr. Syarifuddin
Hari/Tgl : Jumat tanggal 23 Juli 2004

Pimp.rapat : Kabag Adm Sarana Perkotaan

at : :
Hﬁzwaﬂm Tanah Wakaf tersebut direncanakan akan digunakan sebagai perluasiin /
penataan kawasan Kantor Walil.otamadya Jakarta Sclalan g
2. Kawasan Tanah Wakaf scluas +_7586,60 m adalah milik dasi Yayasan
Arrofiqorahim dan pada prinsipnya Yayasan mendukung terhadap Rencana
Penataan Kawasan tersebut :

. 3. Diatas tanah wakaf tessebut adiz + 68 KK yang mencupati, tanah tersebul cukup
lama memelihara tanah wakaf tersebut, Warga meminta kepada Wialikotamadya - *= 34
) akarta Sclatan, Camat Kebayoran Baru, Lurah Petopogan untuk memberikan RN
y Sosialisasj kepada warga tentang rencana tersebut ' .

Hasil rapay g Kanlor Watikotamadya Jakarta Sefalan akan disampaikan Ketua
Tim Warga sebagai bahan Sosialisasi : :

?- J‘:’kan diadakan rapat dengan warga setelah ada koordinasi Ketua Tim dengan
arga :

Demikian agar menjadi makium
KABAG ADM SARANA PERKOTAAN

KODYA JAKARTASEFATAN,
Dis HEPARYANTO

: NIP. 010090607
Tembusan ;

Asisten Ekbang Jakarta Selatan

. ) ), .
(= o '"f""ﬂf,/r Congped 08¢0 pe i 3L s B

Syt e o 2e0q
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! YAYASAN | : g
AN‘ALIYA.H ARROFIQORRAHIM , '
WAN SYARIFAH |

Alamat : JI. Raya Condet No. 35 Rt 004/05 Cililitan, Jakarta Timur 13640

R(02)) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-masil : Lpbhi_ alnydms@eudornmml con._

- L . x
:»' .'\.%\*EE‘.N
. D »
N
. Q
. L - e

No - : 003/lV/lST/WS/200 Jakm't.a, 25 April 2005
Lamp : | (satu) berkas, . )
Hal vitslag ‘Fanah Wakaf

Kepada Yib:

Bpl. Kepala Kantor Urusan Agama
. Kecamatan kebayorqn Baru
Di tempat . 1

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. '

Sehubungan dengan kcberadaan tanah wakaf WAN SYARIFAH yang terletak di JI.
Nipah 1V (belakang Kantor Walikota Jakarta Selatan), perkenankanlah kami yaug
Lertanda tangan dibawah ini YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM “WAN

SYARIFAR" melaporkan serta mohon kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan
. Kebayoran Baru, hal-hal sebagai berikut '

R

( T} Bahwa lokasi tanah maqam wakaf WAN SYARIFAH yang lerada dibelakang
.~ kantor Walikota Jakarta Selatan telah dimasukkan dan direncanakan oleh PEMDA
Jakarta Sclatan untuk perluasan/penataan kantor Walikotamadya Jakarta Sefatan.

Bahwa guna realisasi program tersebut, kami sebagai i’engelolal Pemclihara serta
Pelestari nilai-nilai wakaf dari keluarga WAN SYARIFAH pada prinsipnya tiduk
berkeberatan, asal scsuai dengan ketentuan HUKUM AGAMA dan Negara.

@ Bahwa untuk itu kami mohon, baik kepada PEMDA Jakarta Selatan ¢.q Bapak
Walikota joga kepada Bapak Kantor Urusan Agamz dibawah Departeen Agania
¢.q KUA Kee. Kebayoran Baru, dapat memberi pertimbangan tentang hukumnya

puna ruitslag penukaran lokasi tanah ke tempat lain, sepanjang tidak bertentangan
i dengan hukum Islam.

i @Bahwa YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAH
berencana akan mcenukar / memindahkan ke lokasi di Jakanta Tin]ur.

5/ Bahwa penukaran  / ruilsian tanah  wakaf YAYASAN AMALIYAH
ARROFIQORRAIIM WAN SYARIFAL, kami harapkan H.\p,\k Walikota dapat
memberikan kebijaksanaan antara lain :

i, Tanah wakaf scluas minimal £ 9.000 m?*.

b. Bangunan kantor yayasan dan rumah penjapa.

c.  Musholla/ masjid untuk masyarakat sekitarnya dan rumah 9alnn

d. Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional / perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa selanjutnya apabila berkenan mendapat pertimbangan / Fatwa dari Bapak

Kepala KUA Kee. Kebayoran Baru, p\.uauu,,unb jawab pelepasin atau persetujuan
akan dilakukan oleh :

l.  Ketua Yayasan Amaliyah Arroliqorrahim Wan Syarilah, Sdr. Husin Ady, SH.
2. Wakil Ketua Yayusan Amaliyah Arroliqorrahim Wan Syarifih, yang jupa
scbagai Nadzir dengan jabatan Bendubara sesuai dengan Surat Pengesuhan

Nadzir No. 66/111/93 tahun 1993, Sdr. S. Husein Alaydrus, SH.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Demlluan penmohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan FatT«a / pertimbangan
dari Bapak kemi ucapakan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kumi,
YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
“WAN SYARIFAH"

X IA'J Il 7
HUSIN ADY, SHI, \-‘ ©  S.HUSEIN ALAYDRUS, SH
Ketua _ Wakil Ketua
PARA NAZIR :

Sekretanis Ketua

1. MUSLAMAD MUSTAR 11. SAABAII

Anggota Anggota

/?mucﬂﬁpb/

g
ABUBAKAR SHAUAB M(JHAMAD JAIS ABBAS

~Catatan;

Bersama ini kami lampirkan :
a. Surat Keterangan Pendaflaran Tunah No. 3589 tanggal 28-9-1974 tentang Keberadaan.'
@ Tanah Wakaf Wan Syari fah.

Surat No. 002/111/1ST.WS/2005 tangg,«d 31 Marel 2005 untuk/kopada Bapak Walikota
Jakana Selatan,

c. gulrat ukur No. 00527/2001, fangpal 22- 10-2001 dani Kantor Pcnanah.m Kotamadya Jakara
elatun.

Foto copy Akla Yayasan Amaliyash ARROFIQORRAHIM WAN sYARlFAH beserta |
keterangan Domisili, dil.

e. | Foto Copy surat Iamnya perihal TANAH WAKAF,

Tukar menukar..., Dewi Damayant| FH Ul, 2009
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YAYASAN

L.MALIYAH ARROFIQORRAHIM

v

WAN SYARIFAH

Alamat ¢ JI. Raya Condet No, 35 Rt, 004/05 Cilllitan, Jakarta Timur 13640
T(021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-mall : Lpbhi_alaydrus@eudoramall.com

4 \]
¢ S
.

Nomor 1 027/VII'Y A7WS/2006 Jakarta, 21 Juli 2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Persetujuan (Izin) ;
Tukar Menukar Tanah
Wakaf
Kepada Yth.

BAPAK MENTERI AGAMA RI
Up. DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

Melalui :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kebayoran Baru
Jakarta Sclatan

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil musyawareh para Pengurus Yayasan dan Nadzh Yayasan
Amaliyah Armrofigorrohim “WAN SYARIFAH™ pada tanggal 2 Juni 2006, kami segenap
Pengurus/Nadzir menyetujui penukaran Tanah Waokaf WAN SYARYIFAX yang terletak

di Kelumhan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan

Dcmmbangan

L Bahwa Tanah Wakaf tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D. T-6143/a/16/75 tanggal 3 .
Nopember 1975 TENTANG PENUTUPAN PEMAKAMAN UMUM NO. 4

BLOK P KEBAYORAN BARU (TERMASUK PEMAKAMAN WAKAF
WAN SYARIFAH YANG TERLETAK DISEBELAHNYA) dan Leinbaran
Daerah Khissus Thukota Jakarta Nomor 61 Tahun 1975. (foto copy terlampir).

Bahwa dengan adanya Penutupan Tanah Makam Wakaf WAN SYARIFAH
yang telah dipergunakan untuk penguburan (makam), sebagian tansh yang
belum terisi makam telah dlscrobot/dxbangun rumah-rumah kumuh/liar tanpa
seizin pihak yayasan; dan sesuai dengan Rencana Penataan -Kota Jakarta

Selatan, pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) akan melaksanakan penyesuman
pembangunan di atas Tanah Wakaf tersebut.

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan dan persctﬁjuan untuk tukar-menukar
(Ruslag) Tanah Wakaf tersebut dengan rincian sebagai berikut.

L Tanah Wakaf yang dimaksud :
a. Status dan Kepemilikan : Belum bersemt' kat

b. Luas : 8985 m?* (gambar situasi BPN ter]amplr)
¢. Letak tanah : Kelurahan Petagogan
Kecamatan Kebayoran Bar,
Jakarta Selatan
d. NJOP tanah JI. Nipah  : Rp 1.147.000,-
Kubur

1L Tanah Pengganti :
a. Status dan Kepemilikan : Sedang dalam proses sertifikasi
b. Luas : & 10.600 m* (foto copy girik, PBB terlampir)

G

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



I, Pihak Penukar akan mepambahkan fasilitas berupa :
- Bangunan Panti Asuhan dan Teman Pendidikan Al Quran (TPA)
- Bangunan Kantor Yayasan
- Bangunan Rumah Jaga
- Bangunan Mushola
Dengan luas seluruh bangunannya adalah + 1150 m?.

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan hal-hal sebagai beriku.

a. Pihak Penukar telah membongkar rumah-rumah liar sebanyek + 80 rumah di atas
Tanah Wakaf,

b. Pihak Penukar akan memindahkan kuburan-kuburan/makam tersebut ke lokasi
tempat lain,

c. Makam WAN SYARIFAH akan dipugar seperti Makam Ade Irma Suryani
Nasution,

d. Mushola Arrofiqorrahim akan direnovasi bangunannya.

Demikianlah permohonan ini kemi sampaikan dengan harapan semoga mendapat
pertimbangan Bapeak.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

.Hormat kami,
Yayasan Amaliyah Airofigorrahim
“WAN SYARIFAH”

/\\\
< j}u.« —y '_{/ t‘g_\ROI-'/,)
) F et

: § Srr
S. HUSEIN ALAYDRUS SK "‘#}:U‘\ < H. M. MUSTAR H SAABAH

KETUA Vel SEKRETARIS

Tembusan Yth: .
1. Bapak Welikota Jakarta Selatan

:;. iraspak Kepala Kantor Departemcn Agama Jakarta Sclatan
. Arsip.
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. . YAYASAN
g__MAUYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SYARIFAH

—

Alamat : JI. Raya Condet No. 35 Rt, 004/05 Cllilitan, Jakarta Timur 13640 »
T(021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-mall : Lpbhi_slaydrus@eudoramall.com

> v.‘:' lll'Y:

’ el

LAMPIRAN
SURAT NO 027/VII/YA/WS2006 TANGGAL-21 JULI 2006
TENTANG PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG DITUJUKAN KEPADA BAPAK MENTERI AGAMA RI
Up. DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

1. Foto Copy KEPMEN HUKUM DAN HAM RI No. C-256.HT.01.02.TH 2006
_ Tentang Pengesahan akta Pendirian Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah v
A @ a. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3589 tanggal 28 September
1974 dari Direktorat Agraria DKI (Tanah Wakaf WAN SYARIFAH).
b. Foto Copy Surat Ukur No. 00527/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, v
c. Foto Copy Surat Ukur dari suku Dinas Tata Kota gakana Selatan.

3. Foto Copy Keputusan.Gubemur DKI Jakarta No. D.[1-6143/2/16/75 Tentang
Penutupan Tempat Pemakaman Umum No. 4 Blek P Kebayoran }\3/aru {Termasuk
Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang Terletak di Sebeiahnya).

4. Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Dewan Pembina Yayasan
Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah yang ditandatangani pads tangga! 27 Maret
2006.

S. Kesepakatan Tukar-Menukar Tansh Wakaf Antara Yayssan Amaliyeh
Arrofiqorrahim Wan Syarifah dengan PT Multi Promo Mandiri.

6. Foto Copy Surat Perjanjian Ruislab/Tukar-Menukar Tanah Wakaf Sesuai UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Tansh wakaf Pasal 41 ayat i, 2, 3, dan 4.

7. Foto Copy Girik No, 156 tanggal 20 Juni 1984 JI. Kp. Rawa Bacang RT 06 RW 012
Kelurahan Jatirahagu Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. a/n Dean bin Dekok.

Foto Copy PBB Tahun 2005 s.d 2006 a/n Nenti Bin Dean (Dean bin Dekok).

9. Foto Cocy Peta Lokasi Tanah Penukaran,

10. Foto Copy Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 17
Februari 2006.

11. Foto Copy Berkas Keterangan/ Permohonan Pendaftaran Tanah No. 736/17559/X1/92
pada Kantor Urusan Agama.

Jakarta, 21 Juli 2006

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR UIRUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARL
J1. Kerinci Blok E No. 20 Telp. 7393335

Jakarta Selatan R
. Nomor : KK.09.01/KP.01/63/2006 Jakarta, 25 Juli 2006
Lamp. : Satu Bundel
Perihal :. Persetujuan Perubahan Status/
Tukar Menukar Tanah Wakaf
Kepada

Y th Bapak Kepala Kandepag Agama
Kola Jakarta Selatan
Di

Jakarta

Assalmu’alaikum Wr. Wb.-

: Menindak lanjuti surat permohonan Pengurus Yayssan Aumnaliyah - Arrofigorrohim
“WAN SYARIFAH" tertanggal 21 Juli 2006, perihal sebagaimana;pada pokok surat di
atas. Dengan ini Kami mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah
wakaf - yang terletak di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayomn Baru Jakarta
Selatan, Untuk dapat penyelesaian semestinya, adapun sebagai bahan pcmmbani-.\an

Bapak, Kami lampirkan data-data pendukung sebagaimana terlampir. q

Demikiau, atas perhatian Bapak Kami haturkan Banjak terimé kasili.

Wassalamu’alaikum Wr, Wh.-

"..
l vadl l""

“YRIP.. 150 212521
Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Depag DKI Jakarta
2. Arsip

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTAJ AI(ARTA SELATAN

"0 Buncu Raya No 2 Pejaten Barat Pasar Mm;,gu Jakarta Selatan. Velp. 7‘)‘)4()07 Fax.7940217 Jakarta l"S 10

Nomor : Kd.09.01/7IBA,01/ 2192 2006 Jakarta, &4 Juli 2006
Lamp : 1 (satu) Bendel : I

Hal : Permohonan Ruislag

Kepada Yth,

Bapak Walikotamadya Jakarta Seintan
. Jakarta

- Assala.mu ‘alaikum Wr WD .

Sehubungan dengan -surat Kepala KUA Kec. Kebayoran Barn Kodya Jakarta
Selatan No KK.09.01/KP.01/63/2006 tanggal 25 Juli 2006 feutang Ruislag Tukar
Menukar Taaah Wakaf di Kel. Petogogan JI. Nipah Kibur RT.912/01 Kebayoran -

Baru Jakarta Selatan, dengan ini kami mohon ktmd.\ Bapak Kiranya  dapit
mengundang Tim Ruislag untuk menpadakan _rap:

wakaf Yayasan Amcliyah Arrofiquirohim “WAN '\YARh AN dian lokasi tanah
pengpganti.

- ———

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan tetima kasity

\\-’ms:\hnn

Tembusan :
chala Kanwil Departemen Ag,amd Provinsi DK lal\.nl.\

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009




DEPARTEMEN AGAMA' |
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN 7 -

I Bun.cil Raya No. 2 Pejuten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. 7994007 Fax. 7940217 Jakarta 12510

——

Nomor . 09 UI7TTBAUT/ZT372006 - Jakatta, 31 -7 - 2006 .
Hal -
Lamp : Ruislag Tanah Wakaf

Kepada Yth,
1. Ketua Yayasan Amaliyah Arrofiqurrohim Wan Syarifah
2. Direktur Utama PT. Multi Promo Mandiri

di

Jakarta

Assalamu *Alaikum, Wr Wb

Sehubungan dengan surat permohonan pengurus Yayasan Amaliyah Amrafiqurahim = Wan
Syarifah * tgl 21 Juli 2006 dan surat dasi kepala KUA Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan No.
KK.09.1/KP.01/63/2006 tgl 25 -Juli 2006 tentang persetujuan perubahan status tukar
menukar Tanah Wakaf dengan ini kami bentahukan .

1. Bahwa sesuai Undang-undang No 4l .Tim 2004 tentang Wakaf pasa: 41 ayat 3
harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian

" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang
manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf .
semula.

Bahwa sesuai surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag Depag
RI'No.D.11/5/HK.007/901/1989 Foto copy terlampir.

[S)

3. Bahwa setelah kami meneliti permohonan dari Yayasan Amaliyah
Arrafigurrahim Wan Syarifah belum terpenuhi sesuai yang disyaratkan Undang-
undang No 41 Thn 2004 tentanp_Wakaf dan surat Edaran Blr-en Bimas [slam
dan Urusan Haji Depag RI No.DI 1/5/HK.007/901/1989 yaitu :

-a._Calon tanah penukar harus sudah bersertifat
b. Nilai tanah penukar harus senilai seimbang dengau tanah wakaf

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,

;-/ .:\[ Pony akat dan Wakaf

R S

i LT
o s’Hha id smand(
s Nipy/ 1; 225210 ;

e \x"

Tembusan :

1. Kepala Kandepag Jak-Sel sebagai laporan
2. Kakanwil Provinsi DK1 Jakarta
3. Walikotamadya Jak-Sel

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul,.2009
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WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN - 7.7

//ﬂ'!': - R .
11265 /-071.3 v 29  September 2006

1 (satu) eks .

Tukar Menukar (Ruistag) Kepada

Tanah Wakaf Yth. Ka. Kantor Departemen Agama
Kotamadya Jakarta Selatan
di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KD,09.01/7/BA.01/2754/2006 tanggal
31 Jult 2006, hal Ruislag Tanah Wakaf, setelah diadakan peninjauan lapangan dan -

penelitian admmstrasl serta hasil rapat Tim dengan ini dlsampalkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa tanah wakaf Yayasan Amaliah Amofiqorrohim Wan $yarifah seluas 8.985 m2
yang terletak di Jalan Nipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogan, Kecamatan .
Kebayoran Baru, Kodya Jakarta Selatan, temyata telsh ditutup pemanfaatannya
berdasarkan Keputusan Gubemur KDKI Jakarta Nomor D. 11-6143/a/16/75 tanggal 3
November 1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum No.4 Blok P

Kebaycran Baru (Termasuk Pemakaman Wakaf Wan Sarlfah yang terletak
dlsebelahnva)

Bahwa sejak penutupan tersebut dilakukan, maka pelayanan Pemakaman Umum 8lok
P maupun Pemakaman Wakaf Wan Syarifah terhenti; lokasa Pemakaman Umum Blok
P pada saat Ini telah dimanfaatkan untuk Pembangunan Kartor Walikotamadya -
jakarta' Selatan dan Taman Kots, sedangkan Jokasi tanah! wakaf Yayasan Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah kondisinya tidak “teranatl Jarz:l sehingga sebaliagian
arealnya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung fawab untuk mendiinzn
bangunan/rumah hunian tarpa ijin (liar). Akibatnya mengganggu kondisl hngkungan
(kumuh, rawan sosial/rawan kamtibmas), terutama pada malam han dijadikan tempat .
mangkal para WTS/PSK dan transaksi Narkoba. ‘%23 AL >

Lokasl tanah pengganti berada di daerah perumahan yang sangat. strategis untuk
pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kemaslahatan/ kesejahteraan umat.

Adapun nilai keseimbangan te_rhédap rencana tukar-menukar tersebut dapat dirinci
seperti berikut : .

a. Tanah Wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah seluas 8.985m2 yang
terietak di JLNipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogan Kecamatan
Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan NJOP Tahun 2006 =
Rp 2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- mempunyai nilai keseluruhan

8.585m2 x Rp 2.015.000,-- = Rp18.104.775.000,- (Delapan Belas Miliar Seratus
Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Ruplah)

\

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



b. Rincian Nilai pengganti dari PT. MULTI PROMO MANDIRI adalah
1). Lokasi di Jl.Rawa Bacang RT.006/013 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan

Pondok Melati, Bekasi.
s

- Tanah seluas 10.600 m2 x Rp
. l'o 0‘\

= Rp 2. 120 000 000,
- Bangunan 2,472 m2 X Rp

' . Rp- 8.300 ooo 000,—
N/ AT IREN - 2). /Tanah seluas 300m2 dilengkapi bangunar" . -
T (Rehab Total) + fasilitas penunjangnya di A H —~
- Nipah Ktibur Kelurahan Petogogan v o= RK 1 250 000.000, )
3). Pembongkaran bangunan/rumah penghuni liar dj —=
31. Nipah Kubur Kelurahan Petogogan =Rp 3.000.000.000/-
4). Pemindahan makam 2000 x Rp 2.000.000,-- = Rp -4.000.000.000,~
S). Biaya Perijinan dan Pajak-pajak = Rp 2 500.000.000,—~
6). Dana Taktis Operasional 2.250.000.
A Jumlah Keseluruha
(Dua puluh satu miliar tiga
5. Bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan pcninjauan lapangan oleh Tim
Keseimbangan Perubahan_Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasn Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah dengan PT. MULTI PROMO. MANDIRI diperoleh hasil
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahyn 1977 dan Surat Edaran
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republlk )
Indonesia Nomor DII/5/HK3007/901/1989,
6. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, maka pada pnnsnpnya saya dapat menyetu;ul
proses Runslag/Tukar—Menukar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
‘_ Tembusan

1. Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan

3. Asisten Kesmas Setkodya Jakarta Selatan

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



TIM PELAKSA DAN MONITORING PEMINDAH MAKAM
YAYASAN ARROFIQURROHIM VAN SYARIFAH
KELURAHAN PETOGOGAN - KECAMATAN KEBAYORAN BARU -
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

wi1Y C".
FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PEMINDAHAN KERANGKA JENAZAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Alamat K 0000000 49 06060000600 IR 00000000 IR 000000 N TH NN
N\

........................... T L LR PP S TP PR ISE

Pekerjaan : ........ ST, VNPT Oy, | S .. B .......

f 3 T G A S AN .......

Sebagai keluarga/ahli waris dari :

Nama

-----------------------------------------------------------

Keluarga dari

Meninggal Tahun

-----------------------------------------------------------

1. Menyatakan, mohon dapat dipindahkan kerangka nama tersebut di atas °
ke lokasi .......ccc.e..... Theseeessrestrsrennteasssassasteeibsenstssesratarssasatessrassatesaneressebertes pada
o ¥ ¢ OO U tanggal cccovevneninee, .

..............................................................

.Menyatakan akan memindahkan sendiri kerangka jenazah nama
terscbut ke lokasi

.o .
...............................................................................

Demikian pernyataan/permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnyas, tanpa
paksaan dari pihak manapun, dan komi bertanggung jawab sepenuhnya, apabila
ada pihak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut

Jakarta,

Pihak Keluarga
Ahli Waris

ST NFIRY:

- Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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TIM PELAKSA DAN MONITOR]NG PEMINDAH MAKAM
YAYASAN ARROFIQURROHIM WAN SYARTFAH
KELURAHAN PETOGOGAN - KECAMATAN KEBAYORAN BARU

KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- 033 . -
AkIb 25. 5 2007
A0
FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PEMINDAKAN KERANGKA JENAZAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama /4/{4/.’.‘{..‘{.(7/5{ ........................................
Alamal . .26k ek ( ‘V)/”?” B ...
Lol foz. Kt f oT808 A%, K5ty At
Pekerjaan f/{/,( ....... d/?( ZRA. $"1’J %o/} 247, I':‘LG}
No. KTP D LS 32FA09 82 UZZ
Sebagai keluarga/ahli waris dari
Nama Mo, AT 2 A HAnD, 3 Gakncq
Keiuarga dari Ayab,@@ Nenek, m) Saudara,
SAUdATE, ceeeecniatericanenirtssrnsrrocanssnressisessioceces,
MeninggalTahun 3 /7;?2—.
. \‘en)'atakan. m)hon dapat dipindankan kerangka nama tersebut di atas
Le lokasu .............. les. 724, W TEGaur ...V:{'s.!.}:{?‘.’ .......... ... pada
...... RABU........oco.tanggal . 29,08 e v,

-MWYatakan akan memindahkan sendiri kerangka jenazah nama
tersebut ke lokasi

M A Y R A R R R R IR T

Demthan pernyataan/’ permobonan ini kami buat dengan . .s» bcn«.r benarnys, tanpa
' paksaan dari pihak manapun, dan kami bertangguny jawab sepenuhnya, apabila
ada pihak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut,

Jakarta, 2.5 Z¢7 .L.:»p}?
Pihak Kelaarga

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



PEMAICAMAN WAKAR
SYARIFAH ABDULLAI AL-‘AIDID«

JL. NIPAH KUBUR KT. 012 RW. 1
BLOK Q. V KEL. PETOGOGAN
KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : .;?a./..&?.h/.;.'zi( /2006, .

—— e e —

Yang bLertanda tangan dibawah ini. kami sclaku pengurus pemakanim Wakaf Sy arifah

!
o “ PR

Apdulivng AL-AIVID menersingkan ;

LBLSBARS o

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Jenis Kelumin ¢ Bakiduki/Percmpunn |

Agama D /‘SCAM & x R .

Pckerjaan : 2y RuiaH /-Z,*UGGZA cesnsssssisesrssrnmsneenassnasinnass :

Alamat (L. Baigrs RAYA RIS /00S Pelyminois
NVArME PRApaTs \JAC =NECATAL «

Bahwa rama tersebut diatas, telah melaksanakon pemindahan Makam Kerangka

Jenazih Alotarhum / Almarhumah :RAYMAT~ KAER0H0 67 FRIANDBo OB

Pada hari \Y?“E—’_U ceneele Tanggal @ 26 Klap. 2006 -

untuz dinindahkan dan dimaakambkan kembali df tempat.Paisiskaman KotnTuconh @ |

................................

. varifah Abdullah AL-*AIDID™
AMAN "VA 1 y ,

ARL, S, (P.
NIP/NRK: 010175772/86523

v eeam e

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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YAVASAN

AMALIYAH ARROFIQORRAHIM ' 9
" WAN SYARIFAH ' '

Alamat : JI. Raya Condet No. 35 Rt. 004/05 Cililitan, Jakarta Timur 13640

B (021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-mail : Lpbhl_alaydrus@eudorainail.com

. 1Y 8 : '
% 4 G\ ¢
’ =1 t

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Syarief Husein Alaydrus, SH, selakn Kelua Yayasan

. Amaliyah Anoﬁqorrabifn * Wan Syarifah * menerangkan serta menyatakan sebagai
besikut :

1. Bahwa tanah wakaf Wen Syarifah yang fterletak di JI. Nipah 1.A. Kelurahan
Pctogogau_, Kecamatan Kebayoran Baru, telah kami kosongkan dan bangunan-
- bangunanliar yang berdiri/dibangun diatas tanal; wakaf tersebut.
2. Bahwa pemindshan kerangka jenazah diarcal pemakaman tersebut, telsh knmi
angkat/dipindahkan kelokasi lain sesuai dengan pessetujuan para kerabat/ahli waris
yang bersangkutan.

Demikian pemya(aaxi.keteraugan ini kami buat dengan scbeuarnya untuk inenjadi
maklum, '

L)

7 Jakarta, 23 Desember 2006°
Yang menyataka
D - Ketua Yayasan Amaliyah
. -;i-_-);-,-‘.‘.\i' Arrofigorrahim Wan Syarifah

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



mailto:Lpbhi_alaydrus@eudoraitiail.com

YAYASAN
AMALIYAH ARROFIQURRAHIM

WAN SYARIFAH

Kepada Yth. :

Ahli Waris keluarga yang dimakamkan

Di Pemakaman Wakaf Wan Syarifah

JI. Nipah Kubur, Kel.Petogogan, Kec.Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

Perihal : Pemberitahuan,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan ini kami selaku Pembina Yayasan Amaliyah Anoﬁqﬁn'ahim Wan Syarifah

" memberitahukan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak pemah mengeluarkan Sural Edaran Pendaftaran Permohonan
Pemindahan Kerangka Jenazah dengan mengatasnamakan Yayasan.

2. Bahwa kami selaku Pembina dan Pengurus pada saat pertemuan di kediaman Saudarg

Syarif Husein Alaydrus,SH pada tanggal 25 Mei 2007 Telah diakui bahwa Yayasan tidak

, pemah dan tidak akan pemah mengeluarkan Surat Edaran atau formulir dalam bentuk
apapun juga.

o . R

.Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Apabila beredar surat-surat tersebut karni
selaku Pembina Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim Wan Syarifah tidak bertanggung jawab.

Jakarta, 27 Mei 2007.

PEMBINA,

oy :
SYARIF NUH ALAYDRUS, SH ALW:iAIDID
Anggota tetue

CC: 1. Pengurus
2. Pengawas
3. Arsip

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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- DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARU

J1. Kerincl No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. 7393335

Nomor:
Sifat

Lamp
Perihal:

KK.O_9.01F&9;1/ 1 R007 : Jakarta, 04 Juni 2007

: Penting
: 1 Berkas

Penjelasan Tanah Wakaf

Kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Dep. Agama
Kota Jakarta Selatan
Di

Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan Tanah Wakaf Arrofiqurrohim Wan
Syarifah yang berlokasi di Jalan Nipah Kubur Rt.012/09 Kel. Petogogan Kec.’
Kebayoran Baru, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
i. Berdasarkan buku dafiar AKta Tkrar Wakaf yang ada pada Kantor Urusan
Agama Kec. Kebayoran Baru, tercatat pada APATW ( Akta Pengganti Akta
- Ikrar Wakaf ) No. 66/111/1993, tanggal 29 Maret 1993.

Sesuai dengan APAIW ( Aktz Pengganti Akta Ikrar Wakaf ) tersebut

peruntukkaenya Musholla dan Pemakaman, yang dikelola oleh : Yayasan

Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah.

Scsuai dengan surat dari Yayasan Amaliyah Arrofiqurrohim Wan Syarifah
No. 027/VIVYA/WS/2006, tanggal, 21 Juli 2006, teniang permzobonan
Persetujuan Tukar Menukar / Ruislag Tanah Wakaf yang ditujukan kepada
Mentesi Agama RI, melalui KUA ( Kantor Urusan Agama ) Kec. Kebayoran
Baru, Kotamdya Jakarta Selatan kemudian KUA Kec. Kebayoran Baru
meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kandepag Kotamadya
Jakarta Selatan ( Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan
Urusan Haji : DIVS/HK 00.7/901/1989, Tentang Petunjuk Perubahan
Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf ).

Demikian, atas perhatiansga Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr, Wb,

Kepala

JUBAEDI, SH

NIP. 150 212 521
Tembusan :

1. Kepala. Kanwil Depag
Prov, DKI Jakarta
2. Camat Kebayoran Baru
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS TATA KOTA

Ji. Prapanca Raya No. 9 Lantai 9, Kebayoran Baru Telp. 7220911
" JAKARTA

Jakarta,4 Juni 2007

No. - :94/=1,711,5 Kepada
Sifat : Biasa ' .
Lampiran Yth: lkatan Keluurga Besar Ahli
. . . Waris Makum Tanah Wakaf
Perihal : Informasi pemnluka? tanah “ Wan Syarifah *
di

Jakarta

Sehubungan  dengan  surat  Saudara  Wo. 002/Sek.
B/AAKBAM/V/2007, Tanggal 30 Mei 2007 , perihal “ Permohonan
Informasi Data tentang peruntukan tanah yang terletak di JI. Nipah

Kubur Rt.012 / 001, Kel. Petogogan , Kec. Kebayoran Bar:™ bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai beriku! :

1. Bahwa lokasi dimaksud teyletak di JI. Nipah Kubur, Rt.012 / 001,

Kel. Petogogan Kezc. Kebayoran Baru Kotamadya Jakw ia Selatan.

@Bahwa sesuai rencana kota , peruntukan atas bidang 1znah tersebut
adalah Penyempurna Hijau Makam (PHM).

Demikian penjelasan kami, agar menjadi maklum.,

DINAS TATA KOTA
RTA SELATAN

J
\. \ e s ¢
M,
N, ot

. u’/' . ¢

DIPL. ING. ERMANSYAH UMAR, MSi
NIP. 470056541
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN

JI. Buncit Raya No. 2 Pejaten Barat Pasar Minggu - Jakarta Selatan Ta_lp. 7994(_107;Fax. 7940217 Jakarta 12610

Nomor + Kd.09.01/7/BA.03.2/ 5826 /2007 Jakarta, 05 Juni 2007
Lampiran ‘- . ' -
Hal : : Laporan Tanah Wakaf Wan Syarifah
Kepada Yﬂ\.
Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi DKI Jakarta
di - )
~JAKARTA

Assalamu’alaikum Wr.Wb :

Bersama ini kami sampaikan laporan Tanah Wakaf Yayasan Amalish

Arrofiqurrohim Wan Syarifah, yang berlokasi di J1. Nipeh Kubur RT. G12/01 kel.

Petogogan Kec. Kebavoran Baru Jakarta Selatan yang pada saat ini menjadi sorotan

publik-sbb : "

1. Tanah Wakaf Yayasan Amalish Arofiqorrahim Wan Syarifah telzh ditutup
berdasarkan” Keputisan Gubernur Kepala Daerah Kh'usus Ibukota Jakarta -
No. D.11I-6143/a/16/1975 tangpal 3 November 1975 tentang Penutupan Tempat
Pemakaman Umum No.4 Biok p Kebayoran Baru (Termasuk Pemakman
Wakaf Wan Syarifah yang terletak dlsebclahnya),

2. Diatas tanah wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah terdapat
bangunan liar yang dihuni scbanyak 85 KK (dclapax\ puluh lima Kepala
Keluarga) dan kuburan + 1,000 makam; i

. Tanggal 23 Juli 2004 Walnkotamadya Jakarta Selatan mcngundang Yayasan

- Amaliah  Arrofiqurrohim Wan  Syarifah guna memblcarakan rencana

pengosongan bangunan liar yang berada diatas tanah wakaf

Surat _permohonan Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syanfah kepada
Wahkotmnadya Jakarta Selatan tanggal 22 September 2004, penhal agar Tanah
Wakaf dlbelakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selaian dapat dijadikag

Bagian Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dengan cajatan dapat diberikan
penggantinya;
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Tanggal 31 Maret 2005 pihak Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah
kembali membuat surat ke Wahl\otamadya ‘Jakarta Selatan penhal udak

_ keberatan diserahkan ke Pemda asal dxbenkan konpensasi; ' -

Pada tanggal 08 September 2005, kami diundang Walikotamadya Jakarta
Selatan untuk membicarakan masalah wakaf tersebut. Kanjor Dep. Agama Kota
Jakarta Selatan. menjelaskan kepada pimpinan rapat (Walikotamadya Jakarta
Selatan) sesuai UUD No. 41 tahun 2004, bahwa tanah wakaf tidak boleh
diperjual béliléan kecuali dengan proses ruislag (tukar rr;enukar) sesuai Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama Rl No
D [1/5/HK/007/901/1989 , sedangkan Runslag harus memenuhi syarat :

a. Tanah wakaf tersebut tldak dapat dipergunakan sesual ikrar wakatf.

b. Tanah wakaf tersebut diperlukan untuk kepcrlupn keagamaan yang
' ‘langsung dan sangat mendesak. ‘
c. Calon tanah penukar harus sudah bersertifikat.
.d./ MNilai tanah penukar harus, senilai dan sesuai dengan tanah wakaf.

Lemudlan Yayasan Amaliah Amofiqurrohim Wan Syarifah mengajukan

permohonan _melalui ‘Kantor Urusan Agama Kebayoran DBaru

..~ No.' 003/[VIIST/WS/2005 kemudian KUA Kebayoran Baru, meneruskan

~ permohonan terd€but ke Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Selatan tanggal 25

Juli 2006 dan kemudian Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Selatan menjawab

Surat Permohonan Ruislag tersebut tanggal 31 Juli 2006 belum bisa

meneruskan/merekomendasikan ke'l(.anwil' méngingat persyaratan yang belum

terpenuhi sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji; seperti pada
point 6, |

- .

Demikian kronologis rencana Pemindahan makam Yayasan Amaliah

Arofiqurrohim Wan Syarifah l(c.lumyan Petogogan kecamatayy Kebayoran Baru di
~ sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasxh

Wassalam, \

KEPALA »\
Ay
rs. H.M. Sholeh HMG, M.Pd

NIP. 150 209 374
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DEPARTEMEN AGAMA - +
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN -

JI. Buncit RayaWNo. 2 Pejaten Barat Paser Mlnggu - Jokarta Selaten Tolp. 7604007 Fax, 7940217 Jakarta 12610

-
 ——

Nomor : Kd.09.01/7/BA.03.2/ 5853 rzoo7 '. Jakaita, 07 Juni2007 .
Lamp : 1( Satu ) Bendel |
" Hal : Ruislag Tanah Wakaf Wan Syarifah
. ’ . ‘:‘F'
Kepada Yth, ¥ : "é
Bapak Walikota Jakartn Selatan : . !
Jakarta .

Assalamualaikum Wr, Wb '

" "Sehubungan (iengan Surat Bapak Walikota Madya Jakarta Selatan
‘Nomor:1265/071.3, Tanggal 29 Septentber 2006 tentang Ruislag Tanah Wakaf
Wan Syarifah, Maka bersama ini kami sampaiken lud-hal sebagai berikut

A. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wekaf, berbm\yx sebggej berikut ¢
Pasal 40;
Harta benda wakaf yang sudah diwa.kaﬂmn d\lsrang g

dijadikan jaminan

disita

dikebulkan

Gijual

wariskan |

di tukar ateu dialihkan dalam pengalihan lamnya

>

Mo pogope

Pasal' 41,

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 haruf § dikecualikan
apabila harta benda wakaf _yang telah diwakafkan digunakan untek
kepentingan umum, sesuai dengain Rencana Umum Tata Rucng
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraiuran perundang-undangan yang
berlaku dan tidak berientangan dengan syvari’ah. ,

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) L'Jya
dapat dxla]mkan setelah memperoleh izin terfulis dari Mentri Agama RI

. atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan
pengecualian sebagaimana dimeksud puda ayai (1) wajib ditukar

dengan harta bénda yang raanfast dan nilai tukar se.gumng-kumngnya
. sama dengan harta benda wakaf semula.

4, Ketentuan mengénm perubahan status haria benda wit caf sebagaiinana

dimaksud pada gyat (1), ayat (2), ayat (3) diatur leﬁ‘ih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah tersebut.

B. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006, tertang Pelaksanaan UU No.41

tahun 2004 tentang Wakaf ,dalam pasal 49-yeng berbunyi sebagai berikut :

2, Izin tertulis dari Mentri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan dengan pertimbangan sebagal berikut :

a, perubahan harta benda wakaf tersebut d!gmakan untuk kepentingan
umum  sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
berdasrkan ketentuan peraturan pemndang-undannan dan tidak
bcrtentangan dengan prinsip syariah.

a benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesusi dengan 1kmr
akaf atau '
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c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung
dan mendesak, :
3. Selain dari pertimbangan scbageimana dimaksud pada ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakafnya dapat diberikan jika:
2. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti pemilikan sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan N
b. nilai dan manfoat harta benda penukar-sekurang-kurangnya sanmu
dengan harla benda wakal semula, - ‘ :
4. Nilai dan manfoat harta benda penuker scbagaimana dimaksud pada
ayat (Ohuruf b ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  berdasarkan
rekomendasi Tim Penilai yang anggotariya terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; b, Kantor - Pertanahan
Kabupaten / Kota; c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/
"Kota; d, Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota dan Nadzir tanah

. wakafyang  bersangkutan. -

C. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, kamifil’_mclihat bahwa
rencana ruislag (tukar menukar) Tanah Wakei Yayasar’ Wan Syarifah
masih diperlukan persyaratan sebagai berikut :

a. Alasan mengapa Tanah Wakaf Yayasan Wan Syarifah tersebut harus
harus ditukarkan sebagai berikut : :

(1). Setelah ditukarkan tanah wakaf yung akan digunakan
untukkepentingan umum apa ?

(2). Apakah rencana pemilikan itu karena disebabkan oleh perubahan
RUTR sehingga benda wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan
sesuai dengan ikrar wakaf 7 atau adanya keperluan keagamaan
yang mendesak ? dan '

(3). Akan digunakan untuk kepentingan apa tanah wakaf tersebut ?
apakah penggunaan tanah wakaf tersebut, setelah dipertukarkan
tidak bertentangan dengan syariah ?

b. Apakah benar bahwa nilai harta penukar telah sekurang-kurangnya sama
dengan nilai harta wakaf tersebut ? perlu ada SK Walikota untuk hal ini
yang didukung oleh hasil kajian dari tim penilai yang dibentuk
Walikota, untuk keperluan tersebut yang terdiri dari :

(1). Pemerintah dacrah Kabupaten/ Kota

(2). Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota

(3). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota

(4). Kantor Dep. Agama Kabupater/ Kota dan

_(5). Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.
c.’)Tanah yang akan dijadikan penukar harus sudah memiliki sertifikat
~7 (kepemilikan yang szh). . A
d. }J,ntu,k menyikapi hal-hal yang sedang berlangsung sekaréng ini, kami
ingin menyampaikan kepada Bapak Walikota bahwa kewenangan untuk
melakukan tukar menukar harta benda wakaf hanya ada pada Mentri
Agama. Karena itu perjanjian atas kesepakatan dengan pikak manapun

{angbdilakukan oleh Nadzir tidak akan merubah status tanah wakaf
ersebut,
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Karena itu kemi menyarankan-kirenya keglatnn-keglatan dialas tanah
wokaf torsebut untuk sementerg tidak ‘dilapjutkan, Mudah-mudshan
Bapak Walikota Jakarta Selatan mendapat lindungen Alleh SWT,

_Demikianlah atas perhatian bapak kami woapken tezima kesih.

Wassalam,

=Kerale,
K-ZMF ¥

0 S){ Jeh HMG, M.Pd
N .p!;P /.169 374

Tembusan :

Kepala Kanwil Dep. Aga.ma Prov. DKI Jakarta

POLRES Jakarta Selatan

KODIM lakarta Selatan

Camat Kebayoran Baru

Lutah Petogogan

KUA Kec. Kebayorun Baru-

Yayasan Wan Syarifeh

NOhh LN

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



VAYASAN
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SY{\R!FAH

L Jakarta, 15 Juni 2007
Kepada Yth: - '

Bapak Syarief Husein Alaydrus S.H.

Selaku Ketua Yayasan, '

J1. Condet Raya No. 35

Jakarta Timur,

Perihal : Pemberitahuan

Assalamualaikum Warahmatulahi Webarakatuh,

Untuk dan atas nama Pembina & Pengawas Yayasan Amaliyah Arrofigorrahim
Wan,Syarifah, kami beritahukan hal-hal sebagaai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Yayasan
nonjxor 13 , tertanggal 6 April 198‘7' pasal 9, tentang tugas dan wewenang
Pembina berbunyi ; .

1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina ,

2. Kewenangan Pembina meliputi ;
a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;
b. pengangkatan dan penghentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
¢. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan.
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
f. Pengesahan laoporan tahunan
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina , maka segala tugas dan
wewenang Yayasan yang diberikan kepada ketua Pembina atau angpota
Pembina berlaku pula baginya.

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumnah Tangga Yayasan

Nomor 13 , tertanggal 6 April 1987, pasal 16, tentang T
ot ’ ’ 1 Tugas dz snang
pengurus, butir 5 berbunyi ; g Tugas dan Wewenang

Pengurus berhak mewakili yayasan di-dalam dan diluar Pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian , dengan pemb iap ha
Setagai borikut gan pembatasan terhadap hal-hal
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Men.ﬁnj'am atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidek termasuk
mengambil uang Yayasan di Bank)

Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik didalam maupun diluar Negeri.
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
nama Yayasan;

Menjual atau dengan, cara lain melepaskan kekayaan
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atay seseorang

yang bekerja pada Yayacan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;

Yayasan serta

Bahwa Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no.41 tahun 2004, tentang
wakaf , berbunyi sebagai berikut ;

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
a. Dijadikan jaminan; .
b, Disita;
c. Dihibahkan; .
d. Dijual;
Diwariskahi

<€
f. Ditukar, atau

e

Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak \ainny;;. _

Bahwa Menunjuk Surat Departemen Agama nomor Kd.09.01/7/RA/3.
2/5853/2007,

. tanggal 07 Juni 2007 tentang Ruislag Tanah Wakaf Wan
Syarifah. .

Bahwa mendengar himbauan dari Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia

DKI Jakarta secara lisan yang mengatakan bahwa mohon dihentikannya
Pembongkaran kerangka Jenazah .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka dengan ini kami Pembina dan

Pengawas Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah memerintahkan kepada
Saudara, agar segera:

1.

Menarik Surat Edaran mengangkat Kerangka Jenazah yang mengatasnamakan
Yayasan Sesuai pertemuan dengan Saudara pada hari Jum’at tanggal 25 Mei

;\);;.11;4.00 WIB dan Rapat Pengurus hari Jum’at tanggal § Juni 2007 pk. 14.30

Mcpghen_tikan Pembongkaran Kerangka Jenazah walaupun ada permintaan
dari Ahli Waris / Kerabat Makam, wenutup kembali pagar-pagar yang
terbuka dan hanya ada pintu masuk satu seperti semula, tidak mendirikan
bangunan-bangunan lain seperii MCK, Pos, Posko dll. serta tidak ada lagi
melakukan aktivitas apapun yang ‘berkaitan dengan Pengangkatan atau

Pemindahan Kerangka Jenazah; tidak ada orang yang mengaku dari PT.
Promo Mandiri yang berada di lokasi.
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Halaman Peftama.is
iy R e

SURAT PERJANJIAN RUISLAH/TUKRR MENUKAR TANAH WAKAEF
Sesuai UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pasal 41 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-7-2008 (dua puluh,
empat Juli dua ribu enam) telah terjadi kata sepakat
antara: .

I.1. Tuan YENDRA FAHMI, 1lzhir di Pekan Baru, pada
tanggal 22-1-1971 (dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Direktur Utama PT MULTI PROMO MANCIRI,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan II
nomor 9, Jakarta Selatan;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas
nama PT MULTI PROMO MANDIPRI, berkedudukan di Jakarta,
yang anggaran dasarnya dimwat dalam akta tertanggal
25-5-2001 (dua puluh lima Mei dua ribu satu) nomor 3,
dibuat di hadapan SHINTAR DEWI, Sarjana .Hukum, Notaris
di Tangerang, yang telah 'mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hazk Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 18-10-2001 (delapan belas Oktober
dua ribu satu) nomor C-10838 HT.01.01.TH.2001
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tarnggal 4-5-2004 (empat Mei dua ribu empat) nomor
800/BH 09.03/v/2004; A
perubahan anggota Direksi dan Xomisaris PT MULTI PROMO
MANDIRI dimuat dalam akta tertanggal 3-7-2006 {tiga
Juli dua ribu enam) nomor i, dibuat di hadapan HADIJAH,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

dan untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam
perjanjian ini Direksi PT MULTI PROMO MANDIRI telah
mendapat persetujuan dari Komisaris Utama PT MULTI
PROMO MANDIRI, sebagaimana akan disebut dibawah ini:

2. Tuan ACHMAD MOHDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal
29-8-1971 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan
ratus tujuih puluh satu), Warga Negara Indounesia,
Komisaris Otama PT MULTI PROMO MANDIRI, bertempat

tinggal di Jakarta, Puri Sakti Buntu I nomor 9, Jakarta
Selatan;

dan

dalam hal ini bertindék dalam jabatannya tersebut di
atas dan selaku demikian memberikan persetujuan kepada
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o lalill A.B(FE:_‘";

Direksi PT MULTI PROMO MANDIKRI untuk
perbuatan hukum dimaksud dalam perjanjian ini.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Peruislah (Pengganti).
I1.1. Tuan SYARIEF HUSEIN ALAYDRUS (HUSE1N bin ABUBAKAR
ALAYDRUS), Sarjana Hukum, 1lahir di Jakarta, pada
tanggal 18-10-1943 (delapan belas Oktober seribu
sembilan ratus empat pulun tiga), Warga- Negara
Indonesia, Ketua YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN
SYARIFAH, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Kramat
Jalan Raya Condet, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur; . T
2. Tuvan Haji MUHAMMAD MUSTAR bin Haji SAABAH, lahir di
Bogor, pada tanggal 15-6-1957 (lima belas Junoi seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Sekretaris YAYASAN
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAH, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Nipah Kubur Q IV, Rukun Tetangga 012,
Rukun Warga 01, Kelurahan Petogogan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; '

dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-
masing tersebut di atas, demikian sah bertindak untuk

dan atas nama YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN
SYARIFAH, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar

dan perubahan-perubahannva dimuat dalam akta:

- akta tertanggal 6-1-1967 (enam April seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh) nowmor 13, dibuat dihadapan
POERKON KARIM, pengganti MUDIYONO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta;

- akta tertanggal 1i9-10-2005
dua ribu lima) nomor 102,
VALENTINA, Sarjana  Hukum,

pengganti MISAHARDI WILRAMARTA,
di Jakarta:

- akta tertanggal 16-1-2006 (enam belas Januari dua
ribu enam) nomor 47, dibuat dihadapan MISAHARDI
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

yvyang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republi__k Indonesia, tertanggal 9-2-2006
(sembilan Pebruari dua ribu enam) nomoy
C-256.HT.01.02.TH.2006;

Selanjutnya disebut sebagai
(Penerima Ganti).

(sembilan belas Oktober

Magister Kenotariatan,
Sarjana Hukum, Notaris

?ihak Penerima Ruislah

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009

melakukan

dibuat dihadapan YANP. .



Para pihak menerangkan dalam perjanjian ini:
a. Bahwa Pihak Pengganti telah sepakat dengan pj,hak
Penerima Penggantl akan mengadakan tukar menukar tanah

wakaf YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHRIM WAN SYARIFAH y&nd
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,

Kotamadya
Kelurahan
setempat dikenal sebagai Jalan Nipah Kubur,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 01, seluas * 8.985 M2
(delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter
persegi), dengan -Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB3)

09.02.05.07.00527, menurut Surat Ukur tertanggal 22-10-
2001 (dua puluh dua Oktober dua

Petogogan, set

ribu satu) nomor
00527/2001, vyang diperoleh Pihak Pe;;gmg_b%}kan
wakaf ' dari tuan HABIB ABDULLAH AIDIT

(almarhum),
sebagaimana ternyata dari Akta Pengganti akta Ikrar
Wakaf tertanggal 29-3-1993 (dua puluh sembilan Maret
se¥ibu _sembilan _Latns cembilan —puluh  tiga) nomor
66/111/93 Tabun-1993;

demikian berikut segala sesuatu yang didirikan di atas

maupun di bawah permukaan tanah yang melekat menjadi
satu kesatwan Yang tidak terpisahkan, serta yang
ditanam dan ditempatkan:di atas tanah tersebut,

yang
menurut sifatnya, Peruntukannya dan undang-undang dapat
dikategorikan sebagai benda berikut segala sesuatu yang

berkaitan dengan' tanah,

tidak ada yang dikecualikan,
(selanjutnya disebut Tanah Nipah);
dengan'

Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat nomor 156 persil
norox 53,“‘Eéﬁ§ml Propinsi Jawa Barat,

Kabupaten
Bekasi, Kecamatan Pondok Gede (sekarang Pondok Melati)
Desa/Kelurahan Jatirahayu, seluas +° 10.600 M2

(lebih
kurang sepuluh ribu enam rc.tu., meter persegi), tertulis
atas nama Dea Dekok;

demikian berikut bangunan dan ségala sesuvatu Yyang
didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah yang

melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
serta yang ditamam dan ditempatkan di atas tanah
tersebut, yang menurut sjifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dapat dikategorikan sebagai benda berikut
segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, tidak ada
yang dikecualikan, (selanjutnya disebut Tanah Pondok
de) .
épahwa Pihak Pengganti menyatakan akan menyelesaikan
<peémbayaran Tanah Pondok Gede (Tanah Pengganti) tersebut
dengan perhitungan + Rp 500.000,-/M2 (kurang lebih lima
ratus ribu per meter persegi)

atau seluruhnya sebesar
Rp 5-000'0000000,-

(lima milyar Rupiah).

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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Halaman .Kee?gg.t A

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk TR

memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat sebagai.
berikut:

Pasal 1
1. Pihak Pengganti bersedia menyelesaikan sertipikat
dan pajak-pajak atas Tanah Pondok Gede dan pajak-pajak
atas Tanah Nipah tersebut,
2. Pihak Pengganti bersedia membangun fasilitas-
fasilitas (mushola, %antor yayasan, rumah penjaga,
rumah yatim dan TPA (Taman Pendidikan Al Quran) di
lokasi Tanah Pondok Gede tersebut (Lckasi Baru/Tanah
Pengganti) dengan keseluruhan luas * 1.150 M2 (kurang
lebih seribu seratus lima puluh meter persegi) dengan
perkiraan biaya pembangunan Rp 1.500.000/M2 (satu
juta 1lima ratus ribu Rupish per meter persegi),
- sehingga pembangunan tersebut akan membutuhkan biaya +

Rp 1.650.000.000,- (lebih kurang satu milyar enam ratus
lima puluh juta Rupiah).

Pasal 2
1. Pihak Penerima Ganti akan menyerahkan Tanah Wakaf
dan Akta Ikrar Wakaf kepada Pihak Pengg-ati.
2. Pihak Penerima Ganti bersedia meny.:ahkan b.angunan
musholla yang lama dan makam WAN SY/i[FAH Fll Tanah
Nipah tersebut kepada Pihak Pengganti, natuk dipugar.

Pasal 3 '
1. Pihak Penerima Ganti telah sepak: dengan Pihak
- Penukar tentang _pembongkarsn/pengoscnyan—bangunan-
bangunan liar di atas tapah wakaf munjadi tanggung
' jawab Pemerintah Daerah Kotamadys Jaka:ta Selatan atau
yang dimaksud dalam perjanjian ini :dalah Walikota
Jakarta Selatan dan Pihak Pengganti.

2.. Pihak Pengganti akan membiayai pesongkaran rumah
liar di atas tanah wakaf tersebut -.engan bantuan
Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta @ !atan i(sebagai
fasilitator) yang memakan biaya :embongkaran/-
pengosongan sebesar Rp 30.006.000,- $t ga puluh juta
Rupiah) per keluarga atau seluruhnya sebesar + Rp
3.000.000.000,~ (kurang lebih tiga pului milyar Rupiah).

Pasal 4
Pihak Penerima Ganti telah sepakat dengan Pihak
Pemerintah Daerah Jakarta Selatan peri--1 kemungkinan
pemindahan kuburan akan diatur/ditats lu:.ih lanjut oleh
Pemerintah Daerah dengan .segala biayi: dan lain-lain
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Halaan Kel(i;ugg_;

menjadi kewajiban/tanggung Jjawab pihak Pemerintah

Daerah Jakarta Selatan dan Pihak Pengganti dengan biaya
pemindahan tiap makam/kuburan sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta Rupiah) atau diperkirakan keseluruhannya

sebesar + Rp 4.000.000.000,- (kurang lebih empat milyar
Rupiah).

Pasal S

Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini
landasan/dasar tukar-menukar.

Selanjutnya para pihak juga telah sepakat bahwa tukar
menukar ini berpegang pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerintal Republik Indonesia WNomor
28 Tahun 1997 bahwa tukar menukar tersebut mempunyai
nilai yang setara/sepadan antara yang ditukar dengan
penukarnya yang dilaksanakan oleh tim ruislah.

menjadi

Pasal 6
Jika Dalam perjanjian ini terjadi beda pendapat antara
Pihak Pengganti dengan Pihak Penerima Ganti, maka kedua
~belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah.

Pasal 7
Perjanjian ini dibuat dan menjadi pegangan masing-
masing pihak yang kemudian ditaati segala

persyaratannya dan perjaniian ini ditandatangani oleh
kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun
dan dalam keadaan sadar agar .dacat
sebagaimana mestinya.

digergunakan
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua,
masing-masing bermeterai sehelai untuk masing-masing
pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 24 juli 2006
Pihak Pengganti, -

YENDRA FAHMI

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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ACHMAD MOCHDAR

Pihak Penerima Gantij,

SYARIEF HUSEIN

ALAYDRUS bin — ‘)]74.-( -1
ABUBAKAR —— —
RLAYDRUS, SH

" vee
M I T T T T R

H.MUHAMMAD MUSTAR ¥ _ %;/;"Z
bin Haji SAABAH 0 .

L A
MR ARG A TR T S S S Gt

Nomor: 15.901/MW/VII/L/2006

Saya, yang bertanda tangan di bawak inj, MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, menerangkan bahwa saya, otaris, telsh mesmbacakan daa menjelaskan 43i —-
Surat Perjanjian Rulslah/Tukar Menukar Tanah Wakaf ini kepada:
1. Tuan YENDRA FAHMI, Direktur Utama PT WILTI PROMO MANDIR:, bezcempat tinggal ai --
Jakarta, Jalan Mampang l'rapatan II romor 9, Jokarta Selatan; =
2. Tvan ACHMAD MOHDAR, Komisaris Utama pT MULTI PROMO MANDIRI, bertempat tinggal di-
Jakarta, Puri Sakti Buntu I aomor 3, Jakarta Selatan: cowe
3. Tuan SYARIEF HUSEIN ALAYDRUS (HUSEIN bin ASUBAXAR. 3 Hukum, -=--=-
Ketua YAYASAN AMALIYAH ARROFIQO! JAR _MLAYDROS), Sarjana Hukum,

RRAHIM WAN SYARIFAN, bertempat tLinggal di cakarta, =--
Kampung Kramat Jalan Raya Condet, Rukun Tetongga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan ~---
Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta TIMUL; ~==ccccewen . - e —emm—————
4. Tuan MUHNMAD MUSTAR (Haji MUHAMMAO MUSTAR oin Haji SARABAH), Sekcetaris ~-~-=-=-—v
YAYASAN AMALIYAH ARRQFIQORRAHIM WAU SYARIFAN, berte;npat tinggal di Jakarta, ------=-
Jalan Nipah Kubur Q IV, Rukun Tetangya 012, Rulun Warga 01, Kelurahan Petogogan, ~--
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -

yang telah dikenal oleh saya, Notaris, kemudian mereka mermbubuhkan tanda tangan -~--
mereka di atas Surat Perjanjian Ruislah/Tukar Menukar Tanah Wakaf ini di hadapan ---
saya, Notaris, --=--remeewee- o

,.;.‘::'-\'::\'.‘_z_ai,a:\:a.§ 24 Juli 2006

7\ 20\ F'Notarpidndi ‘dakartavs

%'s'-‘ N
/ ot NN
X ;

{
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YAYASAN

'AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SYARIFAH

Alamat : JL Raya Condet No_ 35 Ri 0005 Cililaan, Jakarta Tiomxg 13640
® (021) 8001938 Fax. (021) 30883534 E-pail : Lpbhi_alaydres@endoramail.com

w'.‘: 'y

-

PERNYATAAN PERSETUJUAN \/
DAN
KUASA

-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

DEWAN PEMBINA YAYASAN AMALIYAH‘ARROFIQORRAHIM
“WAN SYARIFAH" )

berdasarkan Akta No : 47 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi
Wilamarta, S.H. menyatakan / menyetujui :

Bahwa tanah WAKAF yang terletak di JI. Nipah Kubur Rt.012/Rw.01, Kelurahan
Petogogan, luas * 8.985 m® sesuai dengan Surat Ukur No : 00527/2001 dari Kantor
Pertanahan Kotamadya — Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2001. _ _

Tanah tersebut lebih dikenal dengan Tanah Wakaf WAN SYARIFAH sesuai dengan' SKPT

No. 3589 dari Kcpala Direktorat Agraria DKI Jakarta tanggal 28 September 1974
Aipindahkan ke tempat lain.

di ruitslag { dialihkan oleh Pengurus Yayasan yang sekarang, sesuai dengan Anggaran Dasar
AXta Yayasan No : 47 tanggal 16 Januan 2006 pasal 16 ayat 5 butir ¢, d, dan ¢ serta ayat 6
tentang Pengaliban Kekayaan Yayasan.

Sel

anjutnya guna kepentingan tersebut, dengan ini memberi KUASA kepada Sdr. Syarief

Husein Alaydrus, SH untuk dan/ atau atas nama Yayasan bertindak :

Menandatangani surat-surat yang diperlukan serta akta-akta dan perjanjian-perjanjian antara
Pihak Yayasan dengan instansi-instansi yang terkait sehubungan dengan pemindahan
pengalihan/ruitsiag tersebut, serta melakukan segala sesuatu (tidak ada yang dikecualikan),
menandatangani kwitansi penerimaan uang dan sebagainya, guna kepentingan untuk dan atas
nama Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah

Demikian Surat Pemyataan Perseivjuan dan Kuasa ini diberikan untuk .
sebagaimana mestinya. gunakan

SYARIF NUH ALAYDRUS, SH

Jakarta, 27 Maret 2006
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RENCANA PEMBANGUNAN MASJID
'MAKAM WAN SARIFAH
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PEMBANGUNAN FASILITAS PANTI ASUHAN

- ASRAMA
- MUSHOLA
- RUMAH PENJAGA

- KANTOR
- AULA

DI PONDOK GEDE JAKARTA TIMUR
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